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Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha
Pengasih lagi Maha Panyayang, atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyuasin
Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 disusun berdasarkan dokumen
Rencana Kerja Tahun 2021 yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah
Kabupaten Banyuasin dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi
dan visi sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan
menciptakan Good Governance dan Clean Government.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten
Banyuasin Tahun 2021 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan potret terhadap
pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 serta sekaligus sebagai
bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
secara berkesinambungan.

Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Banghesr 2o danw Seiakvera
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menerapkan sistem penyelengaraan Pemerintah yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diterbitkanya Instruksi Presiden Nomor 7
tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian
diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam penyusunan SAKIP harus
memiliki azas akuntabilitas dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara negaraharus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran
tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran
atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan
sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya
Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media
pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, disusun Perangkat Daerah
Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Sususnan
Perangkat Daerah. Dimana pada Tahun 2021 dalam rangka penyesuaian terhadap
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan dan pembangunan keuangan daerah
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maka telah dilakukan perubahan terhadap Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas

dan Fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Banyuasin dengan terbitnya Peraturan

Daerah Banyuasin Nomor 09 Tahun 2021.

1. 2 Isu Strategis

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang
menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang
besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada
pembangunan masa mendatang. Isu strategis merupakan isu yang jika diprioritaskan
sebagai bentuk antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan
sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti.
Namun jika isu strategis ini tidak ditangani dengan baik, maka hal yang sebaliknya
akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. Berikut ini adalah isu-isu
Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin sebagai

hasil analisis pada gambaran umum daerah secara ringkasan sebagai berikut :

1. 3 Isu Internasional

Upaya pembangunan di berbagai bidang adalah hal yang sangat penting bagi
sebuah negara. Karena itu, dibentuklah program MDGs atau Millennium
Development Goals yang artinya paradigma pembangunan global. Dimana, program
ini dijalankan pada tahun 2000 di Amerika Serikat yang dihadiri oleh 189 negara
anggota PBB. Setelah kesepakatan tersebut berakhir pada 2015, maka pemimpin-
pemimpin di dunia merasa perlu untuk melanjutkan program tersebut.

Oleh sebab itu, akhirnya dibentuklah SDGs atau Suistainable Development
Goals. Dibentuknya SDGs ini salah satunya bertujuan untuk melanjutkan program
MDGs yang masih belum tercapai. Misalnya kaitannya dengan kesehatan ibu dan

anak, akses air bersih dan lain sebagainya.
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Gambar 1.1
Perubahan MDGs ke SDGs dengan subtansi yang berbeda

I DARI MDGs KE SDGs

MILLENIUM DEVELOPMENT SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS (MDGs) GOALS (SDGs)
2005-2015 2016-2030
Mengurangi masalah sosial Menghilangkan masalah sosial
ekonomi sampai separuh ekonomi sampai tidak ada
dari kondisi 2005 warga yang ketinggalan
8 tujuan, 50 target 17 tujuan, 169 target
Contoh: tujuan mengurangi Contoh: tujuan menghilangkan

kemiskinan 2015 sebesar kemiskinan 2030

separuh kemiskinan 2005

Sebagai sebuah agenda lanjutan dari MDGs, SDGs memiliki beberapa
perbedaan dibandingkan MDGs. SDGs mengakomodasi masalah pembangunan
secara lebih komprehensif, baik kualitatif, dengan mengakomodir isu pembangunan
yang belum ada dalam MDGs, maupun secara kuantitatif, dengan target
penyelesaian secara tuntas setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Begitu juga
dengan proses perumusannya, SDGs lebih partisipatif dan tidak eksklusif birokratis,
serta melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah, seperti lembaga swadaya
pemerintah, universitas/akademisi, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok

kepentingan lainnya.

SDGs berpedoman pada 5 prinsip-prinsip dasar yang menyeimbangkan

dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang dikenal dengan 5 P, yaitu (UN, 2015);

* People atau Manusia

Prinsip pembangunan global yang menempatkan manusia sebagai perhatian utama
dalam pembangunan, dengan mengentaskan kemiskinan dan kelaparan beserta
seluruh bentuk dan dimensinya. Prinsip ini juga harus memastikan seluruh manusia
dapat memenuhi kebutuhannya secara adil, merata, serta hidup di lingkungan yang

sehat.




e Planet atau Bumi

Prinsip ini mengarahkan agenda perlindungan terhadap planet bumi dari degradasi
dan segala bentuk kerusakan yang merugikan, melalui produksi dan konsumsi yang
berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, serta mengambil aksi
penting dan strategis terkait perubahan iklim, sehingga dapat mendukung kebutuhan

generasi sekarang dan yang akan datang.

e Prosperity atau Kesejahteraan

Prinsip ini memberi jalan pembangunan yang dapat memastikan semua manusia
mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera, terpenuhi kebutuhan hidupnya,
baik secara ekonomi, sosial, teknologi, pendidikan, maupun kesehatan, serta terjadi

harmoni atau keselarasan dengan alam.

e Peace atau Perdamaian

Prinsip ini memberi arah pada terbinanya perdamaian dan keadilan, serta
terbangunnya masyarakat inklusif, yang bebas dari ketakutan dan kekerasan.
Karena, tidak akan ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian, dan tidak

akan ada perdamaian tanpa pembangunan yang berkelanjutan.

e Partnership atau Kemitraan

Prinsip ini merupakan strategi implementasi dan pencapaian agenda pembangunan
berkelanjutan, melalui jalan memobilisasi, meningkatkan kemitraan dan kolaborasi
dengan berbagai pihak serta dunia internasional, untuk pencapaian tujuan
pembangunan global, khususnya tujuan mengentaskan kemiskinan melalui

partisipasi semua negara dan semua pemangku kepentingan lainnya.

Konsep pengembangan SDGs berpijak pada tiga pilar utama,
yaitu: Pertama, pembangunan manusia (Human Development), seperti pendidikan
dan kesehatan; Kedua, lingkungan sosial ekonomi (Social Economic Development),
seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan
ekonomi; Ketiga, lingkungan (Environmental Development), berupa ketersediaan
sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Artinya, SDGs merupakan
inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih

baik dalam aspek sosial dan ekonomi, serta dapat bersinergi dengan lingkungan.
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Berikut 17 tujuan pembangunan berkelanjutan nasional yang berorientasi
pada SDGs.

Gambar 1.2
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
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Secara nyata untuk mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut
maka diimplementasikan terhadap setiap arah pembangunan yang ada di
pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Sehingga penelaahan KLHS

RPJMD sebgai bagian utama dalam tahanpan penyusunan isu isu strategis.

1. 4 Isu Strategis Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
adalah tahapan keempat (final) dari kerangka Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2007.

RPJMN 2020-2024 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi
Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan
nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan
RPJPN 2005-2025.




Pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi tercapai, pengentasan
kemiskinan membaik. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan
rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas

kebijakan, yang dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 1.3
Visi Pembagunan 2005-2025 Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN

RPJPN 2005 — 2025 ‘ RPIM 4
y (2020 - 2025)
RPIM 3 \
Mewujudkan masyarakat
\ {2015 = 2019} ) Indonesiayang mandiri,
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y | Memantapkan lalui percepatan
tzu 10— 2014} pembangunan secara ::mhanifmnn disegala
menyeluruh dengan
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2005 — 2009 Memantapkan penataan keunggulan kompetitif Yo
kembali NKRI, perekonomian yang bﬂlmd.ﬂ.hmhumuhn
meningkatkan kualitas berbasis SDA yang tersedia, i, e
Menata kembali NKRI, SDM, membangun SDM yang berkualitas,
membangun Indonesia kemampuan IPTEK, serta kemampuan IPTEK
yang aman, damai, memperkuat daya saing
yang adil dan perckonomian
demokratis, dengan
tingkat kesejahteraan
yang lebih baik

Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-4 (2020-2024)
diarahkan untuk Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan
makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Dalam rangka menyukseskan RPJMN 2020-2024, pemerintah perlu
memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan
pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan
lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan
kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong,
dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur
perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat
inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta

kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor




ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara
manusia dan lingkungan. Sedangkan isu strategis bidang pengembangan wilayah
RPJPN 2005-2025 adalah menekankan pada pembangunan yang merata dan

berkeadilan dengan meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pembangunan.

Gambar 1.4
Tujuh Agenda Pembangunan Presiden

7 AGENDA
PEMBANGUNAN

Revolus! mental dcﬁ
pembangunan
kebudayaan

daya manusia yang
berkualitas dan
berdaya saing
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1. 5 Isu Strategis Provinsi Sumatera Selatan

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai dan memperhatikan
hasil analisis isu strategis, Mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur
yang terpilih untuk masa bakti 2018-2023, mengikuti prioritas pembangunan RPJPD
Provinsi Sumatera Selatan; memperhatikan prioritas pembangunan nasional;
merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang
Dasar 1945, serta memperhatikan tujuan pembangunan millenium, maka visi
pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 - 2023 adalah “sumatera

selatan maju untuk semua”.

Kondisi Maju itu adalah situasi yang ingin dicapai oleh daerah Sumatera
Selatan dimasa depan. Kondisi ini tidak hanya mampu menjawab kebutuhan daerah
Sumsel, juga dapat berpartisipasi dalam mengatasi krisis global yang berkaitan
dengan pangan (food), energi (energy), dan air (water), adapun rumusan yang

sederhana bagi daerah Sumsel Maju tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama

Keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan
atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan
berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh
anggota masyarakat.

Kedua

Kondisi dimana meningkatnya kualitas SDM yang menjunjung tinggi nilai-nilai
keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas dan kearifan lokal,
Disamping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-
rakyat, pro lingkungan dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.

Ketiga

Kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan
daerah yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup

orang banyak.
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Keempat

Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota

masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan

masyarakat yang menghargai perbedaan dan masyarakat dapat menikmati kesenian

yang bermutu di pusatpusat kebudayaan.

Untuk meraih dan mencapai visi tersebut diatas, tentu saja diperlukan

rumusan beberapa misi sebagai berikut :

1.

Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung
sektor pertanian, industri, dan UMKM vyang vyang tangguh untuk
mengatasi  pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di
perdesaan.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun
perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-
nilai keimanan, ketagwaan, kejujuran, dan integritas.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme dengan mengedepankan efektif, efesien serta akuntabilitas dan
transparansi yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas,
profesional, dan responsif.

Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk
infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan
perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta
mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan
keseimbangan daerah.

Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun
karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik
yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata
berorientasi pariwisata religius.

Isu Strategis Pembangunan Sumatera Selatan berdasarkan evaluasi yang

utama adalah:

% Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan;

%+ Peningkatan Produktifitas Pertanian;
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4 Peningkatan Investasi, Industri dan Perdagangan;

4 Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata;

4 Penguatan Konetifitas, Infrastuktur Dasar dan Energi

4 Pengembagan Kualitas Sumber Daya Manusia Madani dan Berprestasi;
+* Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan;

4 Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Ketahanan Bencana.

1. 6 Isu Srtategis Kabupaten Banyuasin

Isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Banyuasin merupakan penggabungan
dari pencapaian TPB di kabupaten banyuasin, secara umum kabupaten banyuasin
yang didalamnya menyajikan capaian pembagunan lima tahun sebelumnya
menunjukan bahwa masih terdapat beberapa capaian pembangunan kabupaten
banyuasin yang masih harus ditingkatkan terutama terkait dengan kualitas layanan
pendidikan, kesehatan dan/layanan umum lainnya. Serta indikator makro lainnya
seperti tingkat pertumbuhan pendapatan rata rata domestik bruto dan angka

kemiskinan yang masih harus diperbaiki secara rinkas disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.5
Isu Strategis Kabupaten Banyuasin
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menigkatnya masihrendah Bersih Milai Agama,
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Dari 14 isu strategis tersebut, berkaca pada kondisi di kabupaten banyuasin
sekaligus untuk mendukung prioritas isu strategis dari Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan dan Pemerintah Pusat. Isu tersebut menjadi latar belakang program dan

kegiatan yang utama di Pemerintahan Kabupaten Banyuasin.




BAB I
PERENCANAAN KINERJA

2. 1 RENCANA STRATEGI TAHUN 2018-2023

Penyusunan laporan Kinerja Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 ini, mengacu
pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin
Tahun 2018-2023, berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) 2018-2023 merupakan tahapan pertama dari rencana pembangunan
jangka panjang Kabupaten Banyuasin, dimana berlandaskan pelaksanaan,
pencapaian dan sebagai kelanjutan RPJMD ke-4, ditujukan untuk percepatan
pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal, memacu pembangunan dan
pengembangan industri, perdagangan dan jasa, serta melakukan peningkatan

pelayanan dasar yang makin luas dan berkualitas.

2.1.1 Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2018 — 2023 menetapkan visi yang merupakan refleksi dari semua harapan
dan keinginan bersama dari seluruh pemangku kepentingan di daerah, dengan
adanya visi maka semua kemampuan dan potensi yang dimiliki akan dioptimalkan
dalam upaya pencapaian tujuan.
“Terwujudnya Kabupaten Banyuasin yang Berdaya Saing, Aman, Nyaman,
yang Warganya Guyub Dan Kreatif Berdasarkan Keimanan dan Ketaqwaan
Menuju Keadilan dan Kesejahteraan untuk semua (BANYUASIN BANGKIT,
ADIL DAN SEJAHTERA)”
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2.1.2 Misi
Visi Kabupaten Banyuasin dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang akan
menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Banyuasin yang terdiri dari
Aparatur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Politik,
Organisasi Sosial Masyarakat, Lembaga Swadaya, organisasi profesi, lembaga
\pendidikan, dunia usaha dan masyarakat, untuk mewujudkan cita-cita Kabupaten
Banyuasin. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Banyuasin, maka dijabarkan kedalam
misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan sumber daya manusia Banyuasin yang berdaya saing tinggi
melalui Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas.
Meningkatkan Keamanan, Kenyamanan, dan Demokratisasi di Banyuasin.
Meningkatkan Keimanan dan Ketagwaan masyarakat dengan Nilai-nilai
Kerukunan, Kebersamaan serta kreativitas sehingga mampu berprestasi
Gemilang.
4. Meningkatnya Nilai tambah Sumber Daya Alam, Sumber Daya Ekonomi menuju

Banyuasin yang Sejahtera.

o

Meningkatnya Keterbukaan dan Keadilan Untuk Semua.

2.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan
menangani isu strategi daerah yang dihadapi, serta mendukung Prioritas
Pembangunan Kabupaten Banyuasin RPJMD 2018-2023, maka tujuan dan sasaran

yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 . Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia;
Tujuan 2 . Terciptanya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat;
Tujuan 3 . Meningkatnya Keimanan dan Ketagwaan Masyarakat dengan

Nilai-nilai Kerukunan, Kebersamaam serta Kreativitas Sehingga
Mampu Berprestasi Gemilang;

Tujuan 4 . Meningkatnya Nilai Tambahan Sumber Ddaya Alam, Sumber
Daya Ekonomi Menuju Banyuasin yang Sejahtera:

Tujuan 5 . Meningkatnya Keterbukaan dan Keadilan untuk Semua.
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Gambar 2.1

Sistem Keterkaitan Visi Misi dengan Tujuan pada RPJMD Kabupaten Banyuasin
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| 5 MISI KABUPATEN 2005-2025 |

= Mewujudkan Sumber daya Manusia yang
berkualitas.
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Pemerintah kabupaten Banyuasin melakukan 12 Gerakan Bersama
Masyarakat. Selain 12 gerakan tersebut, ada juga 7 Program Prioritas Banyuasin

Bangkit Adil dan Sejahtera untuk 21 kecamatan di wilayah kabupaten Banyuasin.

Gambar 2.2
Program Perioritas dan Gerakan Pendukung di Kabupaten Banyuasin
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Adanya 12 gerakan dan 7 program yang menjadi andalan Pemkab Banyuasin,

dilakukan untuk semua masyarakat Banyuasin. Bahkan, menyentuh langsung warga
desa sampai ke pelosok. Gerakan dan program ini, memberikan peran yang sangat
signifikan dalam perkembangan Kabupaten Banyuasin saat ini.
12 gerakan ini sangat sederhana namun mengangkat hajat hidup orang banyak.
Karena, upaya untuk lebih meningkatkan perekonomian khususnya warga desa di
daerah Banyuasin seperti menanam sayur mayur, beternak unggas dan
mengembangkan perikanan rakyat,”

Dilaksanakannya 12 gerakan tersebut maka saat ini Pemkab Banyuasin
mampu menyiasati pemulihan ekonomi di Banyuasin bahkan di masa Pandemi Covid
19. Bahkan, terasa nyata mulai menurunkan angka kemiskinan di Banyuasin yang

menyentuh 10,75 persen atau sebanyak 94.080 jiwa.
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Tabel 2.1

Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Banyuasin

tinggi melalui
pendidikan dan
kesehatan yang
berkualitas.

Tujuan Sasaran Strategis
MISI
Uraian Indikator Kinerja Uraian Indikator Kinerja

1 2 4 5 7 9
1. [1. Meningkatkan 1. Meningkatkan 1. Indeks 1. Bangkit pendidikan 1. Angka rata rata lama

Sumberdaya kualitas Sumber Daya| Pembangunan (meningkatnya Sekolah;

Manusia Banyuasin| Manusia. Manusia. kualitas pendidikan). [2. Harapan Lama

yang berdaya saing Sekolah;

. Angka Putus

. Rata rata nilai ujian

Sekolah (DO)
Pendidikan Dasar
SD (%) SLTP (%);

(USBN/UN) SD
SLTB.

2. Bangkit Kesehatan
(Meningkatkan
derajat kesehatan
dan kecukupan Gizi
masyarakat).

1.

2.

. Angaka Kematian

. Persentase

. Pencapaian Skor

Angka Usia Harapan
Hidup (Tahun);
Angka kematian Bayi
per 1000 kelahiran
Hidup;

Ibu per 100.000
kelahiran hidup;

penurunan
penyandang
disabilitas miskin
dan rentan (%);

Pola Pangan
Harapan (PPH).

. Meningkatkan
keamanan,
kenyamanan, dan
demokrasi di
Banyuasin

1. Terciptaya 1. Angka kriminalitas. |1. Bangkit Ketentraman, 1. Angka Kriminalitas
keamanan, Ketertiban Umum, persentase
Kenyamanan dan dan Perlindungan penurunan
Ketertiban Masyarakat pelanggaran Perda
Masyarakat. (menurunnya (%).

Kriminalitas.

2. Meningkatkan Peran [2.Angka 2. (Bangkit Demokrasi) 1. Angka Partisipasi
Serta masyarakat Partisipasi Meningkatnya Pemilu.
dalam Berdemokrasi. | Pemilu. kesadaran

masyarakat dalam
berdemokrasi.

3. [1. Meningkatkan 1. Mewujudkan 1. Persentasi Atlet (Bangkit Prestasi dan |1. Persentase Atlet
Keimanan dan Masyarakat Berprestasi; Keimanan Masyarakat) Berprestasi;
Ketagwaan Berprestasi dan 2. persentase prestasi [meningkatnya 2. Presentasi prestasi
Masyarakat Relegius. bidang seni dan Masyarakat yang Bidang Seni dan
Dengan Nilai Nilai budaya (%); berprestasi dan Budaya;

Kerukunan 3. persentase relegius. 3. Generasi muda Hafiz
kebersamaan Serta penerimaan zakat Al-Quran (orang);
Kreativitas dan infak melalui 4. Masyarakat khatam
Sehingga Mampu BAZNAS Kabupaten Al-Quran (orang);
Berprestasi (%). 5. Persentase
Gemilang. Peningkatan Zakat
dan Infak Melalui
BAZNAS (%)

4. [1. Meningkatkan Nilai [1. Meningkatnya 1. Pertumbuhan 1. Bangkit pertanian 1. Nilai tukar petani;
Tambah Sumber Kesejahteraan Ekonomi; (meningkatnya 2. Nilai Tukar Nelayan;
daya Alam, Sumber Perekonomian. 2. Laju inflasi; kesejahteraan petani(3. Nilai tukar

3. Indeks Rasio Gini; dan nelayan. Pembudidaya lkan.
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daya ekonomi,
menuju Banyuasin
yang Sejahtera.

4. Angka Kemiskinan..

. Bangkit

Perdagangan,
Industri, koperasidan
UMKM terhadap
PDRB daninvestasi
(meningkatnya
kontribusi sektor
perdagangan Industri

. Kontribusi sector

terhadap PDRB
Perdagangan
industry pengolahan;

. Penanaman Modal

Asing (PMA);

. Jumlah Nilai PMA

(MilyarRp);

Produk daerah dan
parawisata
(Meningkatnya
Inovasi Teknologi
dan Destinasi
Parawisata)

Pengolahan dan 4. Penanaman Modal
Investasi. Dalam Negeri
(PMDN);
5. Jumlah Nilai PMDN
(Milyar RP).

. Bangkit Tenaga 1. Rasio Penduduk
Kerja Lokal yang Bekerja;
(Meningkatnya 2. Persentase Tingkat
Kesempatan Pengangguran
Berusaha dan Terbuka.
kesempatan kerja)

. Bangkit Daya Saling |1. Presentase

pemanfaatan Inovasi
Unggulan Daerah;

. Peningkatan Jumlah

Kunjungan Wisata.

2.

Mewujudkan
Pembangunan
Berkelanjutan

5. Pencapaian
Indikator SDGs

. (Bangkit Infrastruktur

dan Pembangunan
Perdesaan)
meningkatnya
Infrastruktur yang
baik,

merata ,berkawasan

w

. Persentase jalan

kabupaten dalam
kondisi baik (>40
KM/)

. Persentase Dermag

dalam Kondisi Baik

. Cakupan Rumah

dan naiknya status Layak Huni
Desa 4. Persentase
Penduduk Berakses
Air Bersih
5. Cakupan Layanan
Terkomunikasi
6. Persentase irigasi
Kabupaten dalam
kondis baik
7. Jumlah Desa
Sangan Tertinggal
dan Tertinggal
menjadi Desa
Berkembang
. Bangkit Kualitas 1. Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup) Lingkungan Hidup
Meningkatnya (IKLH)
pengelolaan 2. Persentase
Lingkungan Hidup Menurunnya Indeks
dan Pengelolaan Resiko Bencana
Resiko Bencana
5. 1. Meningkatkan 2. Meningkan Kinerja  [1. Indeks Reformasi . Bangkit Reformasi |1. Indeks Reformasi
keterbukaan dan Pengelolaan Birokrasi Birokrasi) Birokrasi
keadilan untuk Pemerintahan Menuju Meningkatnya 2. Maturitas SPIP
semua Good Governance Birokrasi 3. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
4. Nilai SAKIP
5. Opini BPK terhadap

Laporan Keuangan
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Strategi dan Arah Kebijakan Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi

pembangunan daerah serta mencapai tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021,
diperlukan startegi, arah kebijakan pembangunan yang jelas, terarah dan terukur.
Strategi dan arah kebijakan pembangunan disusun dari serangkaian proses
perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis

pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun.

Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang
berada di dalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten

Banyuasin.

2.1.4 Strategi Pembangunan Daerah

Pemerintah daerah mempunyai peran srategis dalam fungsinya sebagai
fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan
masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif
perijinan, dokumen / akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan
bimbingan teknis, pembinaan dan aktifitas yang dilakukan oleh seluruh stakeholder.
Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran
atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi mencerminkan

adanya tujuan dan sasaran pemerintah untuk menjabarkan Misi dan Visi Pemerintah

Perumusan Strategis merupakan proses proses penyusunan langkah demi
langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun Visi dan Misi Pemerintah

dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang.

Tabel 2.2

Rumusan Strategis untuk mencapai Tujuan dan Sasaran
Pembagunan Kabupaten Banyuasin

Tujuan Strategi

1 2
Misi 1. Meningkatkan Sumberdaya manusia Banyuasin yang berdaya saing tinggi melalui pendidikan dan
Kesehatan yang berkualitas
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Akses, kualitas dan Kualitas sarana dan
Prasarana Infrastruktur Pendidikan (Bangunan Gedung
Sekolah yang memadai dan Ketersedian Fasilitas
Laboratorium.
Memberikan Bantuan Beasiswa, Buku dan Alat Tulis
Meningkatkan Kesejahteraan dan Kompetensi tenaga
pendidik dan kependidikan
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Pengobatan Gratis Berbasis E-KTP bagi Masyarakat
yang tidak mampu

Melengkapi sarana dan Prasarana Pelayanan
Kesehatan dan Peningkatan Gizi masyarakat.

Rekrutmen Dokter dan Paramedis, Pemberian Insentif
dan Jaminan spesialis .

Misi 2. Meningkatkan keamanan, kenyamanan dan demokratisasi di Banyuasin

2. Terciptanya, Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban
Masyarat

Mengupayakan Pengelolaan sistem Informasi
manajemen penegakan peraturan daerah

3. Meningkatkan Masyarakat berprestasi dan Religius

Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat melalui
pendidikan berpolitik bagi masyarakat

Misi 3. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan masyarakat dengan nilai nilai kerukunan,
kebersamaan serta kreativitas sehingga mampu berprestasi gemilang

4. Mewujudkan Masyarakat Berprestasi dan Religius

Meningkatkan Kompetensi Atlet dan Pelaku Seni

Misi 4. Meningkatkan Nilai tambah sumberdaya alam, sumberdaya ekonomi menuju banyuasin yang sejahtera

5. Meningkatnya Kesejahteraan Perekonomian

Meningkatkan pengelolaan sumbe daya unggul secara
maksimal

Mengupayakan pengelolaan produk unggul secara
intergrasi dan meningkatkan kemudahan investasi serta
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
melalui pengemabngan potensi ekonomi daerah dengan
pembentukan dan pengembangan badan usaha milik
daerah

Meningkatkan upaya upaya kerjasama dengan dunia
usaha dan industri baik dalam maupun luar negeri

Meningkatkan penerapan inovasi daerah dan
pengembangan destinasi wisata

6. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan
infrastuktur layanan dasar dan pengembangan
kawasan pedesaan

Meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup

Misi 5. Meningkatkan Keterbukaan dan Keadilan untuk semua

7. Meningkatkan kinerja pengelolaan pemerintahan
menuju Good Governance.

Meningkatkan Pengelolaan sistem pelayanan Publik

Meningkatkan Kapasitas SDM dan Sistem tata kelola
kepegawaian

Meningkatkan sistem pengelolan keuangan, perencanaan
pengendalian dan pengawasan

Meningkatkan pengelolaan kearsipan

Meningkatkan upaya upaya pelaksanaan Reformasi
Birokrasi

2. 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banyuasin ditetapkan melalui

Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 45 Tahun 2019 tentang Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin tahun 2018-2023.

Adapun IKU Kabupaten Banyuasin sebagaimana berikut :
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Gambar 2.3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyuasin

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

MISI Menin Sumberdaya Banyuasin yang berdaya saing nngg melalul pendidikan dan keschatan yang berkualitas
TUJUAN Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN SAwan BATR
Bangkit 1 Angka Rata rata Lama | Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dialani, Tahun Dinas Laporan
Pendidikan sekolah kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Pendidikan Tahunan
{Meningkatnya
Kualitas
Pendidikan) E] Harapan Lama Sckolah = Tahun Dinas Laporan
Hig = FKx Z 3 Pendidikan Tahunan
;
i=a
Dimana :
HLS} = Harapan Lama Sckolah pada umur a di tahun t
E' = jumlah Penduduk Usia t yang bersekolah pada mhun t
Pf = jumlah Penduduk Usia i pada tahun t
i =Usia (a,a+ 1, ..., n)
FK  =Faktor Korcksi Pesantren
3 Angla Putus Sckolah Dinas
(DO) Pendidilan dasar Pendidilean
SD / MI %) Jumlak Capatan Kinerja APS SO M1 se Kabupaten dan Kote 3
Jumlah Sehuruh 50/ MIse Kabupaten dan Kota G5l
SMP/ MT5 (%) Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MT5se Kabupatendan Kota %
Jumlah Seluruh SMP MTS se Kabupaten dan Kota SIS
r Rata-rata Niai Upian Dinas
(USBN/UN) Pendidikan
SD / ML Jumlah Nilal Rata — rata Mata Pelajaran USEN SD/MT %
Jumiah Mata Pelajoran USBN SD /M1
SMF; MTS Jumlah Nilai Rata — rata Mata Pelajaran UN SMPJMTS %
Jumiah Mata Pelajoran UN SMP/MTS
PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAR DATA
Bangkit 5  Angka Usia Harapan Angka perkiraan lama hidup rata rata pendudulk dengan asumsi tidak ada Tahun Dinas Laporan
Kesehatan Hidup perubahan pola mortalitas menunit umur Kesehatan Tahunan
7 ya 3 Angka Kematian Bayi AKB = _ PS4 qppg [Rasio/ Dinas Laporan
Derajat (AKB) per 1000 el 1.000 Kesehatan Tahunan
kesehatan dan kelahiran hidup - i kelahiran
Kecukupan Gizi AN, 2o Hidup)
mayArakas) AKB =D0-<1thELahir Hidupx 1000
Dimana:
DO-=1th = Jumlah Kematian Bayi (berumur lkurang 1 tahun) pada sam tahun
tertentu.
ELahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu,
H Angka Kematian ibu per | Jumlah {bu Hamil yang mening gal karena hamil, bersalin (Rasio/ Dinas Laporan
100,000 kelahiran dan nifas di suatu wilayah fertentu selama 1 fahun 100,000 Kegehatan Tahunan
: - - — x 100.000 -
hidup TJumlah Kelahiran Hidup di wilayah tersebut dan pada Kelahiran
kurun waktu yang sama Hidup)
8 Persentase Penurunan Jumlah Fenyandang Disabilitas Miskin dan Rentan diselesaikan 100% o4 Dinas Laporan
Penyandang Disabilitas Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan & Kesehatan Tahunan
Miskin dan Rentan
Bl Pencapaian skor Dola PPH - —Anaks ecubupan Energl REL o g0 3 Dinas Laporan
Pringan Harapan {PEH) BaDaE MAZINg-MAZINg FASTIHEN Pahgan Ketahanan Tahunan
Pangan
TUJUAN Menin, L dan di b i di Banyuasin
PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAB DATA
Bangkit 10 Angka Kriminlitas A= [ Tirndak bl el v — Jumiah Tindak Erivul it i1 [ Sat POL PP, Laporan
Ketentr n il Jumlah Tindak Krimmalicos tahun n Pamadam . Tahunan
Ketertiban Kebakaran dan
Vhotian, daii Penyelamatan
Pertirichyngan TI FPersentase Penurunan | Jumlah Pelanggaran PERDA Tamums — 1) — Jumlah Pelanggaran rerda catun s o0 Sat FUL FF, Laporan
Masyarakat) Pelanggaran Perda Jumlah Pelanggaran PERDA tahun n - 1 Pamadam Tahunan
Mcnvninya Kebakaran dan
e Penyelamatan
PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN
JAWAB DATA
(Bangkit 12 Angka Partisipasi Jumlah Pemilih X 100% % Badan Laporan
Demokrasi) Pemilu Jumlah Pemilih yang terdaftar Penanggualngan | Tahunan
Meningkatnya I'-}EUCETIB‘
kesadaran Keshangpal
masyarakat
dalam
berdemokrasi
MISI Meningkatkan Keimanan Dan Ketaqwaan
Masyarakat Dengan Nilai-Nilai Kerukunan, Ket Serta Kreativitas Sehingga Mampu Berpretasi Gemil
TUJUAN Mewujurdkan Masyarakat Berprestasi dan Religius
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SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN EE JAWGEBUNG S%“:EAER

L1 (Banglkit 13 Persentase Atlet Jumlah Atlet yang berprestasi 166 % Dinas Laporan
Prestasi dan berprestasi Total Jumlah Atlet yang dikirim » Kepemudaan, Tahunan
Keimanan Olahraga dan

1 Pariwisata
M:n'mgkamya 14 Persentase Prestasi Jumlah Sanggar Seni yang berprestasi A60% o T Y— —
Masyarakat Bidang Seni dan Total Jumlah Sanggar Seni yang dikirim Kepemudaan, | Tahunan
Budaya Olahraga dan
yang 3 5
. dan . : Pariwisata
g 15  Generasi muda Hafiz Jumlah Masyarakat yang Hafiz Quran pada tahun perencanaan Orang Sekretariat Laporan
religius Al-Quran [Orang) Daerah '1\;:;““
- aera
16 Masyarakat Khatam Jumlah Masyarakat yang khatam Quran (Wisudawan BKPRMI) Orang Schretaniat Laporan
Quran (Orang) Daerah Tahunan
17 Persentase Peningkatan | Persentase Peningkatan Zakat melalui BAZDA % Sekretariat Laporan
Zakat Melahu BAZDA Daerah Tahunan
MISI Meningkatkan Nilai Tambah Sumberdaya Alam, Sumberdaya Ekonomi MenujuBanyuasin Yang Sejahtera
TUJUAN Meningkatnya Kesejahteraan Perekonomian
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR sarugy, (EENSREEING || SUMAR

6 Bangkit 18  Nilai Tukar Petani NT = [hdeks yang siterima perant (1)  3pae % Dinas Pertanian | Laporan
Pertanma Indeks yang dibayar (i) Tahunan
{Meningkatnya | 19 Nilai Tukar Nelayan NTI = DRk yang Slcer s wlayan oo % Dinas Laporan
Kesejahteraan Indeks yang dibayar nelayan B s b ool
Petani dan 30 Nilal Tukar NTP = i i PemBly oo s Dinas Laporan
Nelayan Pembudidaya lkan Indeks yang dibayar pembudidaya kan Peiiloariag Tahunan

7  Bangkit 21 Kontribusi sektor Dinas Perdakop | Laporan
Perdagangan, terhadap PDRB dan UKM Tahunan
Industri , Perdagangan, Jumlah Kontribusi PURE dart sektor perdagangean 100 A Laporan
Koperasi dan Jjumlah PDRE it Tahunan
UMKM Industri Pengolahan Jumlah Kontribusi PDRE dari sektor industri 100 o Laporan
terhadap PDRE Jumiah PDRB 1% Tahunan
{Meningkatnya |22  Penanaman Modal Jumlah mvestor berskala nasional PMA Perusahaan | Dinas PM dan Laporan
kontribusi Asing [PMA) FTSP Tahunan
sektor 23 Jumlah Nilai PMA Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA Perusahaan | Dinas PM dan Laporan
perdagangan, PTSP Tahunan
industri 24 Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional PMDN Dinas PM dan Laporan
Pengolahan dan Dalam Negeri (FMDN) PTSP Tahunan

25  Jumlsah Nilai PMDN Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Dinas PM dan Laporan
PTSP Tahunan
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN HE JA\S:}]’;JNG Sl:::?fk
& Bangkit Tenaga | 26 Rasio penduduk yang P duk yang bekerja % Dinas Tenaga Lapoeran
Kerja Lokal bekerja Anghkatan Kerja~ 100% Kerja dan Tahunan
o T
a
Toeperugasibn 37  Tmghkat Pengangguran Tulah Pengang gur Terbuka Usta Angkatan Kerja_— o % Thiziae Teriagm Laporan
berusaha dan Terbuka Jumlah Penduduk Anglkatan Kerja * Kesjor dleans Telauman
Sstcigaban Transmigrasi
keria)

G Bangiit Daya | 28 Persentase Pemanfaatan Jumlah Tnovast Daeral: yang Menang Lomba 0 - % Bappeda Laporan
Saing Produk Inovasi Unggulan Jumlah Inovast Dagrah yang dilaksanakan Lithang Tahiyian
Daerah dan Daerah.

Pariwisata

(Meningkatnya [20  Peningkatan Jumlah Orang Dinas Laporan
Inovasi Kunjungan Wisata Jumlah Pengunjung Destinasi Wisata Andalan Tahun n Kepemudaan, Tahunan
Teknologi dan Olahraga dan

Destinasi Pariwisata

Pariwisata)

10 (Bangkit 30  Persentase Jalan Panjang Jalan Nasional dalam Kendisi mantap 100% % Dinas PU TR Laporan
Infrastrultng Leabupaten dalam Panjung selursh jalan Nastonsl & duerah tersebut * Tahunan
Meningkatnya kondisi mantap
infrastruktur
e Laik, 31  Persentase Dermaga Jumlah Dermaga dalam Kondisi Mantap % Dinas Laporan
merata dan Doy Kuindisi Mantag Jumlah total dermaga sampai tahunn_ 0% Pei Lubungan Tahunan
ber 1
lingkungan dan 32 Cakupan Rumah Layak Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni di suatu % Disperkimtan Laporan
sadhaiyn ahats Huni wilayal kerja pada kurun waktu terentu_ oo Tabiiias
i) Tl viesteoke df st wilayah e, o

pada kurun waktu tertentu

33 Persentase Penduduk FENguiuk Derakses air i 100 % Disperkimtan Laporan
Biuhacs Al Mianin Juemlah Penduduk H00 Takunan

34 Cakupan Layanan Luas Wilayah yang tercoverege % Dinas Laporan
Telekomunileasi Luas Wilayah Keseluruhan Komunikasi dan | Tahunan

Informatika

a5 Persentase irgasi Luas Irigasi Kabupaten dalam Komdisi Baik % Dinas PU TR Laporan
kabupaten dalam Luas Irigasi Kabupaten i Sy
kondisi baik

36 Jumlah Desa Sangat pes L 1008 %% Dinas Laporan
Tertinggal dan TUTIERR 3OEG] S T RADLPATeN SOnyuaEm “ Pemberdsyasn | Tahunan
Tertinggal menjadi desa Maysrakat dan
berkembang Desa
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FPENANGGUNG | SUMEER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAR DATA
11 [Bangkit 37  Indeks Kualitas TPA+TPU +1TH % Dinas Laporan
Kualitag Lingkungan Hidup 3 Lingkungan Tahunan
Lingkungan [IKLH) Hidup
Hidup) g: = [[n:c]}:{s ];cfnocmaran E‘; Sungai
2 ] = Indeks Pencemaran Udara
Meningiratnya ITH = Indeks Tutupan Lahan
Pengelolaan
Lingkungan 38  Menurunnya Indeks Potensi Kemungkinan Korban dan dampak yang diti dari suam b % Badan Laporan
Hidup den Resikn Bencana Penanggungan | Tahunan
Pengelolaan Bencana,
Resilkeo Bencana Keshangpol
12 Bangkit 39 Indeks Reformasi a. Pengukuran dibagi ke dalam dua komponen, yaitn komponen pengumnghit Nilai Sekretariat Laporan
Reformasi Birokrasi dan hasil. Komponen pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh Daeah Tahunan
Birokrasi) upaya perbaikan tata kelola pemerintah vang dilakukan oleh pihak internal
Meningkatnya instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas,
Reformasi efekrif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN. Komponen hasil adalah
Birokrasi pengukuran terhadap kapasitas dan akuntahilitas, integristas {beraih dan
bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan, dan
b. Bobot Pengukuran diberikan 60% untuk Komponen Pengunghkit dan 407
untuk Homponen Hasil. Unsur yang diukur dalam komponen Pengungkit
adalah sebagai berikut: Unsur yang diukur sebagai berikut:dalam
Komponen Hasil adalah Metode pengukuran/penilaian adalah dengan self
assessment (penilaian mandiri) yang dievaluasi melalui wawancara,
obaervasi langsung, pengumpulan bukti- bukti pendukung, survey internal
dan eksternal
40 Tingkat Maturitas SPIP Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP atau Tingkat Kematangan Level Sekretariat Laporan
Penyel Sistem Pengendalian Intern P intah dalam mencapai Tujuan Daeah Tahunan
Pengendalian Intern sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
41 Indeks Kepuasan - Hilldi Barsapal fir URSE o g Penimbang Nilai Sekretariat Laporan
Masyarakar [IKM) e yang it Daeah Tahunan
) . _ Jumlah Bobot 1 _
Bobot Nilai rata — rata tertimbang = jinmlﬂh e 0071
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100
maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan
rumus sebagai berikut @ IKM Unit Pelayanan x 25
Nilai Nilai Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
Persepsi Interval IKM | Kontroversi IKM | Pelayanan | Pelayanan
1 1,00 1,75 25-43,75 4] Tidak Baik
2 1,76- 2,50 | 43,76-62,50 C Kurang
Baik
3 2,51-3.25 62518135 B Baik
4 2,26- 4,00 8126 - 100,00 A Sangat Baik
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN | SE'T:?_ER |
T a2 Nila SAKIP [ T TPenilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja T Nilai at Laporan
Tahunan
Inspekiorat
Bappeda |
| Lithang
ERY Penilaian opint yang di keluarkan oleh BPK terhadap 1apor|ir| Teuangan daerah i Hasil Badan Laparan
| Peniladan Pengelolaan | Tahunan
BPK Keuangan | |
Daerah |

2.3 RENCANA KERJA TAHUNAN 2021

Rencana Kerja Tahunan adalah penjabaran lebih kongkrit dan operasional
dari rencana kerja pemerintah kabupaten banyuasin dalam menjaga konsistensi dan
keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun

pengawasan.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai
kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan
agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi
instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja

ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang
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ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2021. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat
informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan,
Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah
ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Tahun 2021 ada pada Lampiran.
2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian  Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkanakuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dansebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atasperkembangan/kemajuan kinerja penerima amanabh;

4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian  Kinerja Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 mengacu pada
Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen RKPD Tahun Tahun 2021 dan
dokumen Plafon Anggaran Perubahan tahun 2021. Pemerintah Kabupaten
Banyuasin telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai
berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Banyuasin Tahun 2021

TUJUAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1. Bangkit Pendidikan | Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 9
(Meningkatnya Kualitas | Harapan Lama Sekolah (Tahun) 12
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Pendidikan) Angka Putus Sekolah (DO) Pendidikan Dasar
SD (%) 0,18
SLTP (%) 0,14
Rata-rata nilai ujian (USBN / UN)
SD (%) 77
SLTP (%) 81,00
Bangkit Kesehatan | Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) 68,97
(Meningkatnya Derajat | Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (Rasio / 1000 4
Kesehatan dan Kecukupan | kelahiran hidup)
Gizi Masyarakat) Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (Rasio/ 100.000 103
kelahiran hidup)
Persentase Penurunan Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan 43.60
(%) ’
Pencapaian skor Pola Pangan harapan (PPH) % 93

2 3 4
Bangkit Ketentraman, | Angka Kriminalitas (%) 1,00
Ketertiban Umum, dan | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda (%) 40

Perlindungan Masyarakat
(Menurunya Kriminalitas)

(Bangkit Demokrasi)
Meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam
berdemokrasi

Angka Partisispasi Pemilu (%)

2 3 4
(Bangkit Prestasi dan | Persentase Atlet berprestasi (%) 90
Keimanan Masyarakat) | Persentase Prestasi Bidang Seni dan Budaya (%) 45,00
Meningkatnya ~ Masyarakat | Generasi muda Hafiz Al-Quran (Orang) 305
yang berprestasi dan religius [ Masyarakt Khatam Quran (Orang) 3.000
Persentase Peningkatan Zakat dan Infak Melalui BAZNAZ (%) 45

2 3 4
Bangkit Pertanian | Nilai Tukar Petani (Indeks) 101
(Meningkatnya Kesejahteraan [ Nilaj Tukar Nelayan (Indeks) 101,4
Petani dan Nelayan) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (Indeks) 99,95
Bangkit Perdagangan, | Kontribusi sector terhadap PDRB :
industri, Koperasi dan UMKM [" perdagangn (%) 12,7
terhadap PDRB dan Ivestasi |70t Bengelolaan (%) 24,34
(Meningkatnya kontribusi -
sektor perdagangan, industri Penanam Modal Asing (PMA) (Perusahaan) 4

Jumlah Nilai PMA (Milyar Rp) 793

N
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Pengelolaan dan Industri) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Perusahaan) 4
Jumlah Nilai PMDN (Milyar Rp) 710

8. Bangkit Tenaga Kerja Lokal | Rasio Penduduk yang Berkerja (%) 96,18
(Meningkatnya ~ kesempatan | persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
berusaha dan kesempatan 3,82
kerja)

9. Bangkit Daya Saing Produk | Persentase Pemanfaatan Inovasi Unggulan Daerah (%) 70
daerah ~ dan  Pariwisata [ peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata (Orang) 2400
(Meningkatnya Inovasi
Teknologi dan  Destinasi
Pariwisata)

TUJUAN 6 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

10. | (Bangkit Infrastruktur dan | Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%) 61,70
Pembangunan  Perdesaan) [ persentase Dermaga dalam Kondisi Baik (%) 98,71
}It/;enrgngkatng/:ik Infrzra::g:la(tt:r Cakupan Rumah Layak Huni (Rumah) 86,80
EETEREn Iiﬁgkungan dan | Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%) 47
nainya setatus desa Cakupan Layanan Telekomunikasi (%) 83,23

Persentase irigrasi Kabupaten dalam kondisi baik (%) 76
Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal menjadi desa

187
berkembang (Desa)

11. | (Bangkit Kualitas Lingkungan | Indeks Kualitas LIngkungan Hidup (IKLH) (%) 64,04
Hidup) Meningkatnya [ Persentase Menurunya Indeks Resiko Bencana (%) 6
Pengelolaan Lingkungan
Hidup  dan Pengelolaan
Resiko Bencana

TUJUAN 7: MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN PEMERINTAHAN MENUJU GOOD GOVERNANCE

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

12. | (Bangkit Reformasi Birokrasi) | Indeks Refomasi Birokrasi (Nilai) CC (57,00)
Meningkatnya Reformasi [ Maturitas SPIP (Level) 3
Birokrasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B

(84,22)
Nilai SAKIP (Nilai) B

(63,00)
Opini BPK terhadap Laporan Keungan (Hasil Penilaian BPK) WTP

Jumlah Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuasin Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.658.892.361.328,94 (Dua Triliun Enam Ratus
Lima Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus

Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Koma Sembilan Puluh Empat
Rupiah).
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AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Kabupaten Banyuasin tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi
perencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian
dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir
maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan
sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin selaku pengemban amanah masyarakat
Banyuasin melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut.
Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dibuat
sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin Berdasarkan indikator
tujuan dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada
program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang
dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan
cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media
formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut
dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Untuk mempermudah
interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja digunakan skala

pengukuran ordinal sebagai berikut :




Tabel 3.1

Kategori Capaian Kinerja

No. Rentang Capaian
1 Lebih dari 100 %
2 Lebih dari 75 % sd. 100 %
3 55 % sd. 75 %
4 Kurang dari 55 %

Kategori Capaian

Baik Sekali (BS)

Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (K)

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021
NO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN PERANCKAT
1 2 3 4 ) 6 7 8
1 Bangkit Pendidikan 1 Angka Rata-rata Lama Tahun 9 7,44 82,67 Dinas Pendidikan dan
(Meningkatnya Kualitas sekolah (Tahun) Kebudayan
Pendidikan) - —
2 Harapan Lama Tahun 12 11,77 98,08 Dinas Pendidikan dan
Sekolah (Tahun) Kebudayan
Angka Putus Sekolah (DO) Pendidikan Dasar
3 SD (%) % 0,18 0,20 88,89 Dinas Pendidikan dan
Kebudayan
4 SLTP (%) % 0,14 0,27 7,14 Dinas Pendidikan dan
Kebudayan
Rata-Rata Nilai Ujian (USBN/UN)
5 SD (%) % 77 77,21 100,27 Dinas Pendidikan dan
Kebudayan
6 SLTP (%) % 81 81,02 100,02 Dinas Pendidikan dan
Kebudayan
JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 79,51 BAIK
2 Bangkit Kesehatan 7 Angka Usia Harapan Tahun 68,97 69,06 100,13 Dinas Kesehatan
(Meningkatnya  Derajat Hidup (Tahun)
kesehatan dan 8 Angka Kematian Bayi | Per 1.000 4 3,06 123,50 Dinas Kesehatan
Kecukupan Gizi per 1000 kelahiran KH
masyarakat) hidup (Rasio/1000
kelahiran Hidup)
9 Angka Kematian ibu Per 1000 103 130,31 73,49 Dinas Kesehatan
per 100.000 kelahiran KH
hidup (Rasio/100.000
kelahiran Hidup)
10 Persentase % 43,60 40,41 92,68 Dinas Kesehatan
Penurunan
Penyandang
Disabilitas Miskin dan
Rentan (%)
11 Pencapaian Skor Pola % 93 89,6 96,34 Dinas Ketahanan
Pangan Harapan Pangan
(PPH) (%)
JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 97,23 BAIK
3 Bangkit Ketentraman, 12 Angka Kriminalitas Nilai 1,00 -0,15 215,00 Sat Pol-PP
Ketertiban Umum, dan




Perlindungan 13 Persentase % 40 44,05 110,13 Sat Pol-PP
Masyarakat Penurunan
(Menurunnya Pelanggaran Perda
kriminalitas) (%)
JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 162,56 SANGAT BAIK
4 (Bangkit Demokrasi) 14 Angka Partisipasi % - - Badan Kesatuan
Meningkatnya kesadaran Pemilu (%) Bangsa dan Politik
masyarakat dalam
berdemokrasi
5 (Bangkit Prestasi dan 15 Persentase Atlet % 90 26,00 28,89 Dinas Kepemudaan,
Keimanan Masyarakat) Berprestasi (%) Olahraga dan
Meningkatnya Pariwisata
Masyarakat yang 16 Persentase  Prestasi % 45,00 16,36 36,36 Dinas Pendidikan dan
berprestasi dan religius Bidang Seni dan Kebudayan
Budaya (%)
17 Generasi muda Hafiz Orang 305 943 309,18 Bagian Kesejahteraan
Al-Quran (Orang) Rakyat Setda
18 Masyarakat ~ Khatam Orang 3.000 3171 105,70 Bagian Kesejahteraan
Quran (Orang) Rakyat Setda
19 Persentase % 45 155,32 345,16 Bagian Kesejahteraan
Peningkatan Zakat Rakyat Setda
dan Infak  Melalui
BAZNAZ (%)
JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 165,06 SANGAT BAIK
6 Bangkit Pertanian 20 Nilai Tukar Petani Indeks 101 99,71 98,72 Dinas Tanaman
(Meningkatnya (Indeks) Pangan dan
Kesejahteraan Petani Holtikultura
dan Nelayan) 21 Nilai Tukar Nelayan Indeks 101,4 102,73 101,31 Dinas Perikanan
(Indeks)
22 Nilai Tukar Indeks 99,95 99,98 100,03 Dinas Perikanan
Pembudidaya lkan
(Indeks)
JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 100,02 SANGAT BAIK

7 Bangkit  Perdagangan, L
Industri, Koperasi dan | Kontribusi sektor terhadap PDRB :

UMKM terhadap PDRB

dan Investasi 23 Perdagangan (%) % 12,7 13,22 104,09 Dinas Koperasi Usaha
. o Kecil dan Menengah,
(Meningkatnya kontribusi . :
sektor perdagangan Perindustrian dan
industri Pengolahan dan‘ Perdagangan
Investasi) 24 Industri  Pengolahan % 24,34 25,88 106,33 Dinas Koperasi Usaha
(%) Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
25 Penanaman Modal | Perusahaa 4 0 0,00 Dinas Penanaman
Asing (PMA) n Modal dan Pelayanan
(Perusahaan) Satu Pintu
26 Jumlah Nilai PMA Rp 793 115 14,50 Dinas Penanaman
(Milyar Rp) Modal dan Pelayanan
Satu Pintu
27 Penanaman Modal | Perusahaa 4 3 75,00 Dinas Penanaman
Dalam Negeri (PMDN) n Modal dan Pelayanan
(Perusahaan) Satu Pintu
28 Jumlah Nilai PMDN Rp 710 2.071 291,69 Dinas Penanaman
(Milyar Rp) Modal dan Pelayanan
Satu Pintu
JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 98,60 BAIK
8 Bangkit Tenaga Kerja 29 Rasio penduduk yang % 96,18 96,18 100,00 Dinas Transmigrasi
Lokal (Meningkatnya bekerja (%) dan Tenaga Kerja
kesempatan  berusaha 30 Persentase  Tingkat % 3,82 3,82 100,00 Dinas Transmigrasi
dan kesempatan kerja) Pengangguran dan Tenaga Kerja
Terbuka (%)
JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 100,00 BAIK




9 Bangkit Daya Saing 31 Persentase % 70 72,72 103,89 Badan Perencanaan
Produk  Daerah dan Pemanfaatan Inovasi Pembangunan
Pariwisata Unggulan Daerah. (%) Daerah, Penelitian dan
(Meningkatnya  Inovasi Pengembangan
Teknologi dan Destinasi 32 Peningkatan  Jumlah Orang 2400 3.374 140,58 Dinas Kepemudaan,
Pariwisata) Kunjungan Wisata Olahraga dan

(Orang) (DATA Pariwisata
BELUM ADA)
JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 122,23 SANGAT BAIK

10 (Bangkit Infrastruktur dan 33 Persentase jalan % 61,70 63,68 103,21 Dinas Pekerjaan
Pembangunan kabupaten dalam Umum dan Penataan
Perdesaan) kondisi baik ( > 40 Ruang
Meningkatnya KM/Jam) (%)
infrastruktur yang baik, 34 Persentase Dermaga % 98,71 99,00 100,29 Dinas Perhubungan
merata, berwawasan dalm Kondisi Baik (%)
lingkungan dan naiknya
status desa .

35 Cakupan Rumah % 86,80 86,83 100,03 Dinas Perumahan
Layak Huni (%) Rakyat, Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan
36 Persentase Penduduk % 47 52,56 111,83 Dinas Perumahan
Berakses Air Minum Rakyat, Kawasan
(%) Permukiman dan
Pertanahan
37 Cakupan Layanan % 83,23 97,33 116,94 Dinas Komunikasi,
Telekomunikasi (%) Informatika, Statistik
dan Persandian
38 Persentase irigasi % 76 87,61 115,28 Dinas Pekerjaan
kabupaten dalam Umum dan Penataan
kondisi baik (%) Ruang
39 Jumlah Desa Sangat Desa 187 205 109,63 Dinas Pemberdayaan
Tertinggal dan Masyarakat dan Desa
Tertinggal menjadi
desa berkembang
(Desa)
JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 108,17 SANGAT BAIK

11 (Bangkit Kualitas 40 Indeks Kualitas % 64,04 64,32 100,44 Dinas Lingkungan
Lingkungan Hidup) Lingkungan Hidup Hidup
Meningkatnya (IKLH) (%)

Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Pengelolaan 41 Persentase % 6 24,46 407,67 Badan
Resiko Bencana Menurunnya  Indeks Penanggulangan
Resiko Bencana (%) Bencana Daerah
JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 254,05 SANGAT BAIK

12 (Bangkit Reformasi 42 Indeks Reformasi Nilai CC (57,00) Bagian Organisasi
Birokrasi) Meningkatnya Birokrasi (Nilai) Setda
Reformasi Birokrasi 43 | Maturitas SPIP (Level) |  Level 3 3 100,00 Inspektorat

44 Indeks Kepuasan Nilai B (84,22) 87,15 104,12 Bagian Organisasi
Masyarakat (IKM) Setda
(Nilai)

45 Nilai  SAKIP  (Nilai) Nilai B (63,00) Bagian Organisasi
(BB) Setda

46 Opini BPK terhadap WTP WTP WTP 100,00 Badan Pengelolaan
Laporan Keuangaan Keuangan dan Aset
(Hasil Penilaian BPK) Daerah

JUMLAH RATA RATA CAPAIAN 101,03 SANGAT BAIK
CAPAIAN RATA-RATA 117
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Secara umum Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan tugas
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin Tahun
2018 — 2023.

Dalam RPJMD 5 Misi, 7 tujuan dan 12 sasaran, dengan 46 indikator sasaran.
Misi | terdapat 1 tujuan dengan 1 indikator Tujuan dan 2 sasaran dengan 11 indikator
kinerja, Misi Il terdapat 2 tujuan dengan 2 indikator Tujuan dan 2 sasaran dengan 3
indikator kinerja, Misi lll terdapat 1 tujuan dengan 3 indikator tujuan dan 1 sasaran
dengan 5 indikator kinerja. Misi |V terdapat 2 tujuan dengan 5 Indikator tujuan dan 6
sasaran dengan 22 indikator kinerja. Misi V terdapat 1 Tujuan dengan 1 indikator

tujuan dan 1 sasaran dengan 5 indikator sasaran.

Tabel 3.3
Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran
NO TUJUAN JUMLAH JUMLAH INDIKATOR PENCAPAIAN INDIKATOR KET.
SASARAN KINERJA SASRAN KINERJA SASARAN
1 2 3 4 5 6
1 TUJUAN 1 2 11 BS.4 B.5 C.1 KA1
2 TUJUAN 2 1 2 BS2 B C K
INDIKATOR TIDAK
) TUJUAN 3 1 1 BS B C K DIUKUR
4 TUJUAN 4 1 5 BS.3 B C K.2
5 TUJUAN 5 4 13 BS.7 B4 C K4
6 TUJUAN 6 2 9 BS.9 B C K
7 TUJUAN 7 1 5 BS.1 B.2 C K
JUMLAH 12 46




Gambar 3.1
Capaian Indikator Sasaran
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3.1 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas

adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada setiap indikator.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing tujuan dan

sasaran adalah sebagai berikut:

3.1.1 Analisa Capaian Kinerja Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya

Manusia.

Hasil pengukuran atas target dan realisasi Indikator Kinerja Utama dengan
tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang merupakan penjabaran
dari Misi | menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai Indikator
Kinerja Utama.

Adapun rincian dan analisis capaian sebagai berikut:
Misi 1 : Meningkatkan Sumberdaya Manusia Banyuasin yang

berdaya saing tinggi melalui pendidikan dan Kesehatan yang

berkualitas.
Tujuan 1 . Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Indikator Tujuan : IPM (Indeks Pembagunan Manusia)
Sasaran : 1. Bangkit Pendidikan (Meningkatnya Kualitas Pendidikan)

2. Bangkitnya Kesehatan (Meningkatnya Derajat Kesehatan

dan Kecukupan Gizi Masyarakat)

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
RPJMD
Indikator Sasaran Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
e Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
.. | Tahun 2018 L Tahun L Tahun L Tahun
Realisasi (%) Realisasi | 5919 (%) Realisasi 2020 (%) Realisasi | o021 (%)
Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Manusia
1. | Indeks
7 7,74 1 70,72
Pembagunan 67,53 98,32 67, 98,75 69,15 96,51 0 94,92
Manusia 66,40 66,90 66,74 67,13
Rata-Rata Capaian
Kinerja
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RPJMD
Indikator Sasaran Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target | Capaian
Satuan Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
... | Tahun 2018 P Tahun Ry Tahun P Tahun
Realisasi (%) Realisasi 2019 (%) Realisasi 2020 (%) Realisasi 2021 (%)
Sasaran 1 : Bangkit Pendidikan (Meningkat Kulaitas Sumber Daya Sumber)
1. [ Angka Rata - 7.54 - 7,93 8,34 9
Rata Lama 90,69 86,33 82,67
Sekolah - 7,19 7,20 7,44
2. | Harapan Lama 12,10 - 12,65 13,01 12
2 2 92,81 2 90,31 98,08
Sekolah - 11,74 11,75 11,77
3. | Angka Putus Sekolah (DO) Pendidikan Dasar
0,28 0,26 0,23 0,18
SD % % -(60,71) 137,931 117,39 88,89
0,73 0,36 0,19 0,20
SLTP % Lt 39,05 L 165,74 2D 184,21 O 7,14
° 1,69 ’ 0,37 ’ 0,15 ’ 0,27 ’
4. | Rata-Rata Nilai Ujian (USBN/UN)
) ) 72,50 73,00 73,5 77
e e 102,1 92,32 103,40 100,27
72 53,50 76 77,21
53 67,33 54 81
SLTP % 67,31 85,87 148,19 100,02
52,5 45,94 80,02 81,02
Rata-Rata Capaian
Kinerja 67,29 110,87 121,63 79,51
Sasaran 2 : Bangkit Kesehatan (Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Kecukupan Gizi Masyarakat)
1. | Angka Usia 68,4 68,50 68,66 68,97
Harapan Hidup ’ 99,98 ’ 100,38 ’ 100,45 ’ 10013
68,36 68,76 68,97 69,06
2. | Angka Kematian 4 : 4 4 4
Bayi per 1000 iy £2,29 123,50
kelahiran hidup 3,44 5,39 3,06
3. | Angka Kematian 105 103 101 103
Ibu per 100.000 - 100 50,22 73,49
kelahiran hidup 108 151,28 130,31
U - 31 53 43,60
penyandang 98,61 102,26 42,49 92,68
disabilitas miskin 61,25 31,70 22,52 40,41
dan rentan (%)
5. | Pencapaian skor 87 89 91 93
pola pangan 109,31 100,79 95,82 96,34
harapan (PPH) 95,10 89,70 87,20 89,6
Rata-Rata Capaian
Kinerja 102,63 100,68 70,84 97,23

Capaian misi | Kabupaten Banyuasin dengan Tujuan Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia yang direpresentasikan melalui IKU Indeks Pembangunan

Manusia mencapai kinerja yang baik dengan capaian 94.92%.




Gambar 3.2
Indeks Pembangunan Manusia
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan

manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas

hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu kesehatan,

pendidikan dan ekonomi yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healty life). Digambarkan oleh Angka

Harapan Hidup (AHH) yakni jumlah Tahun yang diharapkan dapat dicapai bayi

baru lahir untuk hidup, dengan asumsi angka kematian menurut umur pada saat

kelahiran sama sepanjang usia bayi.

2. Pendidikan/pengetahuan (knowladge), komponen ini diukur melalui Harapan
lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

3. Standar hidup layak (decent standar of living). Digambarkan oleh pengeluran

per kapita yang disesuaikan, ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita.
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Pada masa pandemi Covid 19 yang melanda negeri ini, menjadi ujian dan

tantangan besar yang harus dilalui karena menekan seluruh aspek kehidupan
khususnya masyarakat Kabupaten Banyuasin.

IPM Kabupaten Banyuasin masih masuk ketegori sedang, diharapkan IPM
Kabupaten Banyuasin terus mengalami peningkatan. Sehingga mampu mencapai

nilai rata-rata Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 3.3
Perbandingan IPM

Perbandingan Indeks Pembagunan
Manusia (IPM)
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021
sebesar 70,24. Naik dibanding IPM Sumatera Selatan Tahun 2020 sebesar 70,01.
Sedangkan Kabupaten Banyuasin IPM tahun 2021 mencapai 67,13 atau tumbuh
melambat 0,39 persen dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar
66,74. Peningkatan IPM tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

Dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia didukung
oleh 2 sasaran yaitu
1. Bangkit Pendidikan (Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia)

Dimensi pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Banyuasin
tahun 2021 adalah 11,77 tahun lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang
mencapai 11,75 dan tahun 2019 mencapai 11,74 tahun. HLS menunjukkan
peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada

waktu tertentu. HLS Kabupaten Banyuasin pada tahun 2021 sebesar 11,77
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tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang

pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah setara
dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dimensi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banyuasin tahun 2021
adalah 7,44 tahun, artinya lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2020
sebesar 7,20 tahun dan tahun 2019 sebesar 7,19 tahun. RLS dapat digunakan
untuk mengetahui tingkat pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah.

RLS Kabupaten Banyuasin pada tahun 2021 sebesar 7,44 tahun. Artinya,
secara rata-rata penduduk Kabupaten Banyuasin yang berusia 25 tahun ke atas
telah menempuh pendidikan selama 7,44 tahun atau hampir menamatkan kelas
VIII (SLTP kelas 2). Pemerataan akses dan layanan pendidikan diharapkan
membaerikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan masyarakat

Kabupaten Banyuasin.

Dimensi Angka Putus Sekolah (DO)

Realisasi dan capaian kinerja Angka Putus Sekolah tahun 2021 di
Kabupaten Banyuasin menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
dimana pada tahun 2020 pada jenjang SD/MI/Sederajat ada 201 orang siswa
yang putus sekolahdengan realisasi sebesar 0,19% dari target 0,48% capaian
kinerja pada saat itu 160,417%, sedangkan pada tahun 2021 terjadi
peningkatanjumlah siswa putus sekolah menjadi 213 orang, realisasi angka

putus sekolah sebesar 0,20% dari target 0,18% dengan capaian kinerja 88, 89.

Tabel 3.5
Jumlah Siswa SD/MI/Sederajat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin Per 31 Desember 2021

JUMLAH SISWA

No Kecamatan sD PAKET A MI

Negeri Swasta JML Negeri Swasta JML Negeri Swasta JML TOTAL
1 Air Kumbang 3.283 - 3.283 - 27 27 - 271 271 3.581
2 Air Salek 3.982 63 4.045 - 219 219 - 201 201 4.465
3 Banyuasin | 6.020 241 6.261 - 14 14 - 488 488 6.763
4 Banyuasin Il 3.521 85 3.606 - 25 25 - 628 628 4.259
5 Banyuasin IlI 7.083 82 7.165 82 108 190 - 808 808 8.163
6 Betung 6.283 373 6.656 - 68 68 - 378 378 7.102
7 Karang Agung llir 1.552 - 1.552 - 12 12 1.564
8 Makarti Jaya 2.862 - 2.862 - - - - 267 267 3.129




9 Muara Padang 3.461 22 3.483 - 10 10 - 379 379 3.872
10 Muara Sugihan 4.054 - 4.054 - - - - 843 843 4.897
11 Muara Telang 4.097 - 4.097 - 12 12 - 564 564 4.673
12 Pulau Rimau 2.574 278 2.852 - 12 12 - 51 51 2915
13 Rambutan 4.382 236 4.618 - 17 17 - - - 4.635
14 Rantau Bayur 4.408 - 4.408 - 37 37 - 167 167 4.612
15 Selat Penuguan 2.166 324 2.490 - - - - 116 116 2.606
16 Sembawa 3.737 132 3.869 - 40 40 - - - 3.909
17 Suak Tapeh 2.233 - 2.233 - 1 1 - - - 2.234
18 Sumber Marga Telang 2.560 62 2.622 - - - - 460 460 3.082
19 Talang Kelapa 16.468 957 17.425 - 61 61 - 1.730 1.730 19.216
20 Tanjung Lago 4.749 - 4.749 - 10 10 - 757 757 5.516
21 Tungkal llir 3.926 - 3.926 - - - - 128 128 4.054
JUMLAH 93.401 2.855 96.256 82 673 755 - 8.236 8.236 | 105.247
Tabel 3.6

Jumlah Angka DO (Angka Putus Sekolah) Siswa SD/MI/Sederajat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Per 31 Desember 2021

JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH (DO)
No Kecamatan
SD PAKET A Mi
- - - TOTAL
Negeri Swasta JML Negeri Swasta JML Negeri Swasta JML

1 Air Kumbang - - - - - - - - -
2 Air Salek 4 - 4 = o - - 2 2 6
3 Banyuasin | - - - S o = - 7 7 7
4 Banyuasin |l 31 = 31 - - - - 31 31 62
5 Banyuasin IlI 8 - 8 - - - - @ o 8
6 Betung 9 = 9 - - - - 3 3 12
7 Karang Agung llir 1 1 - o o 5 1
8 Makarti Jaya 4 4 - - - - 2 2 6
9 Muara Padang 7 - 7 - - = = 1 1 8
10 Muara Sugihan 16 16 - - - - - - 16
11 Muara Telang 5 5) - - - - 10 10 15
12 Pulau Rimau 2 - 2 - - - a @ o 2
13 Rambutan - - - - = = o o - -
14 Rantau Bayur 2 2 - - - - - - 2
15 Selat Penuguan 2 - 2 - - - - - 2
16 Sembawa 4 = 4 - - - - - - 4
17 Suak Tapeh 1 1 - - - - @ o 1
18 Sumber Marga Telang 11 - 11 - - - - 7 7 18
19 Talang Kelapa 14 - 14 - - - - 9 9 23
20 Tanjung Lago 5 5 - - - - 5 5 10
21 Tungkal llir 10 10 - - - - - - 10

JUMLAH 136 - 136 - - - - 77 77 213
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Gambar 3.4
Grafik Angka DO (Angka Putus Sekolah) SD/MI/Sederajat
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Realisasi dan capaian kinerja Angka Putus Sekolah tahun 2021 di Kabupaten
Banyuasin menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada
tahun 2020 pada jenjang SMA/MTs/Sederajat ada 62 orang siswa yang putus
sekolah dengan realisasi sebesar 0,15% dari target 1,07% capaian kinerja pada saat
itu 185,98%, sedangkan pada tahun 2021 juga terjadi peningkatan jumlah siswa
putus sekolah menjadi 120 orang, realisasi angka putus sekolah sebesar 0,27% dari

target 0,14% dengan capaian kinerja 7,14%.
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Tabel 3.7
Jumlah Siswa SMP/MTs/Sederajat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin Per 31 Desember 2021

JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH (DO)
No Kecamatan SMP PAKET A MTS e —
Negeri Swasta JML Negeri Swasta JML Negeri Swasta JML
1 Air Kumbang 811 206 1.017 - 37 37 - 656 656 1.710
2 Air Salek 1.182 153 1.335 - 191 191 - 611 611 2.137
3 Banyuasin | 2.136 232 2.368 - 67 67 - 561 561 2.996
4 Banyuasin Il 902 - 902 - 81 81 - 203 203 1.186
5 Banyuasin IlI 1.940 260 2.200 196 340 536 - 3.092 3.092 5.828
6 Betung 1.108 1.171 2.279 - 98 98 336 395 731 3.108
7 Karang Agung llir 459 - 459 - 68 68 - 72 72 599
8 Makarti Jaya 988 - 988 - - - - 149 149 1.137
9 Muara Padang 594 265 859 - 25 25 - 486 486 1.370
10 Muara Sugihan 1.047 71 1.118 - - - - 687 687 1.805
11 Muara Telang 860 246 1.106 - 25 25 - 263 263 1.394
12 Pulau Rimau 698 268 966 - 23 23 - 664 664 1.653
13 Rambutan 1.395 548 1.943 - 204 204 - 242 242 2.389
14 Rantau Bayur 1.228 - 1.228 - 79 79 - 534 534 1.841
15 Selat Penuguan 322 - 322 - - - - 252 252 574
16 Sembawa 1.811 185 1.996 - 91 91 - 697 697 2.784
17 Suak Tapeh 851 - 851 - 10 10 - - - 861
18 Sumber Marga 581 267 848 - - - - 636 636 1.484
Telang
19 Talang Kelapa 2.519 1.809 4.328 - 134 134 - 1.169 1.169 5.631
20 Tanjung Lago 1.281 254 1.535 - 27 27 - 707 707 2.269
21 Tungkal llir 602 455 1.057 - - - - 49 49 1.106
JUMLAH 23.315 6.390 29.705 196 1.500 1.696 336 12.125 12.461 43.862
Tabel 3.8
Jumlah Angka DO (Angka Putus Sekolah) Siswa SMP/MTs/Sederajat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Per 31 Desember 2021
JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH (DO)
No Kecamatan SMP PAKET B MTs TOTAL
Negeri Swasta JML Negeri Swasta JML Negeri Swasta JML
1 Air Kumbang - - - - - - - 4
2 Air Salek - - - - - - - 6
3 Banyuasin | - - - - - - - - - -
4 Banyuasin Il 15 15 - - - - - - 15
5 Banyuasin Il 1 - 1 - - - - = o 1
6 Betung 1 - 1 - - - - - - 1
7 Karang Agung llir 5 - 5 - - - - = = 5
8 Makarti Jaya 1 - 1 - - - - 7 7 8
9 Muara Padang - 4 4 = - - - 5 5 9
10 Muara Sugihan 5 - 5 - - - - - - 5
11 Muara Telang - - - - - - - 2 2 2
12 Pulau Rimau - - - - - - - 8 8 8
13 Rambutan 4 - 4 - - - - 8 8 12
14 Rantau Bayur - - - - - - - 2 2 2
15 Selat Penuguan - - - - - - - 4 4 4
16 Sembawa - - - - - - - 8 8 8
17 Suak Tapeh - - - - - - - - - -
18 Sumber Marga Telang - - - - - - - 10 10 10
19 Talang Kelapa - - - - - - - 2 2 2
20 Tanjung Lago 1 1 2 - - - - 6 6 8
21 Tungkal llir 10 - 10 - - - - - - 10
JUMLAH 43 5) 48 - - - - 72 72 120
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Gambar 3.5
Grafik Angka DO (Angka Putus Sekolah) SMP/MTs/Sederajat
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Berbagai Program/kegiatan telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menekan
Angka Putus Sekolah, dengan cara menekan bahkan menggratiskan biaya sekolah,
melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat, yang
bertujuan untuk membantu siswa kurang mampu agar tidak lagi terbebankan oleh
biaya sekolah, sehingga mereka dapat menamatkan sekolah minimal sampai ke
jenjang menengah (SMA/SMK/MA). Selanjutnya pemerintah pusat juga telah
memberikan bantuan bagi siswa kurang mampu, melalui program pemerintah pusat

Program Indonesia Pintar (PIP).

Dimensi Rata nilai Ujian
Angka Rata-rata Nilai Ujian (USBN/UN) SD/MI/Sederajat

A. Nilai Rata-rata UN SD/MI/Sederajat

Realisasi rata-rata nilai ujian (USBN/UN) SD/MI/Sederajat pada tahun 2021
telah melebihi target yang telah ditentukan. Target capaian kinerja pada tahun 2021
adalah sebesar 77,00. Pada tahun 2021 ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu

sebesar 77,21 untuk jenjang sekolah dasar. Persentase tersebut di hitung dari Nilai
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Rata-Rata per mata pelajaran yaitu 694,87 dari 15.132 siswa yang mengikuti ujian
di bagi jumlah Mata Pelajaran sehingga mendapatkan hasil 77,21% tersebut.

Naik dan turunnya indicator ini relative sulit di control karena bersifat individu.
Artinya bahwa indicator ini lebih ditentukan oleh Intake siswa serta proses
pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah. Namun proses pendidikan dan
pembelajaran di sekolah juga di pengaruhi oleh kualitas guru sebagai pendidik dan
juga kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang
kelancaran keberlangsungan pembelajaran di sekolah seperti laboratorium,

perpustakaan, buku pembelajaran, alat peraga dan lain-lain.

Tabel 3.9
Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah SD/MI/Sederajat Tahun 2021
No Kecamatan ;:2:;2 - Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah Suiah I;?:taa_
Agam-a Ppkn b.Indo Mtk Ipa Ips Sbk Penjas Mulok
1 | Banyuasin | 936 76,61 77,25 75,56 73,05 74,49 75,31 76,43 77,10 76,17 681,96 75.77
2 | Banyuasin Il 422 76,37 76,81 74,98 69,78 75,21 75,30 75,79 76,76 76,86 677,85 75,32
3 | Banyuasin Il 1.224 80,54 80,21 78,46 76,15 77,76 79,05 80,01 79,35 78,92 710,46 78,94
4 | Pulau Rimau 477 78,95 78,91 75,07 73,14 75,61 75,62 75,44 77,54 76,87 687,13 76,35
5 | Betung 1.105 79,53 79,36 78,62 75,93 77,56 77,77 78,76 79,97 78,43 705,92 78,44
6 | Rambutan 633 78,96 78,27 76,40 72,91 76,55 77,34 74,40 80,54 79,28 694,65 77,18
7 | Muara Padang 580 79,30 78,46 75,69 73,58 75,60 74,88 75,70 78,06 76,73 688,00 76,44
8 | Muara Telang 656 79,11 79,90 77,02 73,56 76,00 77,31 77,23 79,00 77,20 696,32 77,37
9 | Makarti Jaya 479 76,98 80,21 75,80 73,79 77,38 76,10 77,14 78,01 78,31 693,71 77,08
10 | Talang Kelapa 2.704 79,48 79,72 77,06 75,22 76,39 77,93 78,17 79,59 78,59 702,13 78,01
11 | Rantau Bayur 676 76,99 78,04 74,55 73,65 74,62 75,57 75,76 77,99 76,66 683,84 75,98
12 | Tungkal llir 590 79,37 79,01 78,57 72,70 75,72 78,14 78,43 79,41 76,55 697,88 77,54
13 | Tanjung Lago 730 78,40 79,15 78,15 76,28 77,96 78,63 78,32 78,45 77,58 702,92 78,10
14 | Muara Sugihan 690 77,37 79,83 76,88 73,41 76,12 75,38 77,00 77,46 74,40 687,85 76,43
15 | Air Saleh 685 75,72 76,01 72,92 69,96 71,30 72,23 73,30 75,03 72,47 658,94 73,22
16 | Suak Tapeh 316 79,17 78,55 77,71 74,23 75,59 77,00 77,52 79,60 79,65 699,01 77,67
17 | Sembawa 646 79,61 80,48 78,27 76,23 77,91 78,40 78,58 80,07 78,17 707,72 78,64
18 ?;‘Eﬁgr Marga 436 7945 | 8126 7977 | 76,59 76,94 78,75 79,51 81,27 | 7724 | 710,78 78,98
19 | Air Kumbang 559 79,00 79,34 77,40 75,48 77,58 77,30 77,40 79,32 78,01 700,83 77,87
20 m?rang Agung 268 80,81 81,80 78,63 74,19 78,64 78,84 78,70 79,88 75,34 706,81 78,53
21 Sgl:ﬁguan 320 78,71 78,87 77,23 74,72 77,93 76,44 77,18 78,75 77,81 697,64 77,52
Jumlah 15.132 16520'4 1661,42 | 1614,74 | 155453 | 1602,82 | 1613,27 | 1620,79 | 1653,12 | 1621,24 | 14592,35 | 1621,37

Rata-rata 78,59 79,12 76,89 74,03 76,32 76,82 77,18 78,72 77,20 694,87 77,21
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B. Nilai rata-Rata UN SMP/MTs/Sederajat

Realisasi rata-rata nilai ujian (USBN/UN) SMP/MTs/Sederajat pada tahun
2021 telah melebihi target yang telah ditentukan. Target capaian kinerja pada tahun
2021 adalah sebesar 81,00. Pada tahun 2021 ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Banyuasin telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu

sebesar 81,02 untuk jenjang SMP/MTs/Sederajat.

Tabel 3.10
Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah SMP/MTs/Sederajat Tahun 2021

Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah

Jumlah Pendidika Rata-
No Kecamatan Peserta Ay B, Jumlah Rata
| PPKn | B.Indo . MTK IPA IPS SBK PJOK
dan Budi Inggris
Pekerti
1| Banyuasin | 82,56 81,78 80,00 78,67 78,22 79,40 79,50 82,67 81,70 82,50 806,99 80,70
2 | Banyuasin Il 83,50 81,50 80,50 78,50 80,50 81,00 81,50 80,50 81,50 82,50 811,50 81,15
3 | Banyuasin Il 84,00 83,38 81,75 80,13 80,13 81,88 82,13 83,25 83,00 84,50 824,13 82,41
4 | Pulau Rimau 82,00 82,25 81,00 78,50 80,75 79,50 81,00 82,00 81,25 84,50 812,75 81,28
5 | Betung 82,50 82,50 81,33 80,00 78,83 80,50 80,67 82,00 82,50 83,00 813,83 81,38
6 | Rambutan 85,20 83,80 83,00 82,00 77,20 79,30 81,00 83,80 83,20 84,60 823,10 82,31
7 | MuaraPadang | 79,85 81,20 80,20 78,30 76,60 77,60 79,20 81,00 81,40 82,40 797,75 79,78
8 | Muara Telang 83,33 82,67 80,67 80,50 77,83 81,20 82,00 82,50 82,20 82,67 815,57 81,56
9 | Makarti Jaya 82,25 80,70 80,00 76,75 77,00 76,50 79,00 82,75 78,40 80,50 793,85 79,39
10 | TalangKelapa | 82,92 81,92 81,42 7975 79,67 79,75 80,25 82,33 82,20 82,70 812,90 81,29
11 | Rantau Bayur 82,43 83,00 80,86 80,43 78,14 79,00 79,50 82,57 81,86 82,50 810,29 81,03
12 | Tungkal llir 81,13 80,50 80,00 78,25 78,30 79,50 79,30 80,38 80,88 81,75 799,98 80,00
13 | Tanjung Lago 80,86 80,29 79,00 78,86 77,50 78,30 77,50 80,40 80,30 81,30 794,30 79,43
14 ga‘;fa N 81,14 81,29 77,71 77,50 77,57 77,60 78,00 80,57 79,60 82,50 793,49 79,35
15 | Air Saleh 83,50 82,83 82,33 80,50 80,00 80,00 82,50 84,33 83,50 84,40 823,90 82,39
16 | Suak Tapeh 82,67 82,67 82,33 81,67 80,60 81,00 83,00 83,60 84,70 84,40 826,63 82,66
17 | Sembawa 84,00 83,00 84,60 80,60 80,40 81,20 81,20 83,60 83,20 82,60 824,40 82,44
1g | Sumber 81,80 81,30 81,80 79,40 80,20 79,60 81,30 81,80 82,60 81,80 811,60 81,16
Marga Telang
19 | AirKumbang 82,57 83,00 81,00 77,57 79,86 79,14 80,29 81,29 82,20 82,50 809,41 80,94
20 'Ifif’ang Agung | 400 83,00 82,50 80,50 78,00 79,50 83,50 84,50 83,50 81,00 820,00 82,00
21 Ee'a‘ 80,00 80,60 77,30 77,50 78,00 77,30 78,00 80,00 79,20 80,30 788,20 78,82
enuguan

Jumiah 1732,20 | 1723,16 | 1699,30 | 166587 | 165530 | 1668,77 | 1690,33 172584 | 1718,88 | 173492 | 17014,56 | 81,02
Rata-rata 82,06 80,92 79,33 78,82 79,47 80,49 82,18 81,85 82,62 810,22 81,02
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Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Banyuasin di Tahun 2021 untuk mempertahankan serta
meningkatkan Angka Lulusan dan Angka Mutu Kelulusan diantaranya adalah:

Pelaksanaan jam pelajaran tambahan try out bagi siswa tingkat akhir;
Pembinaan sekolah-sekolah unggulan/percontohan;
Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa;

Pembinaan kompetensi tenaga pendidik;

1
2
3
4
5. Bimbingan teknis kurikulum bagi pendidik;
6. Pengadaan buku-buku pelajaran;

7. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa;
8. Pengadaan alat TIK;

9. Pembangunan perpustakaan sekolah;

1

0. Pembangunan laboratorium (pembangunan 3 laboratorium IPA SMP).

Dimensi Angka Harapan Hidup (AHH)

Dimensi Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Banyuasin tahun 2021
adalah 69,06 tahun lebih baik dibandingkan tahun 2020 mencapai 68,97 tahun dan
tahun 2019 mencapai 68,76 tahun.

Dilihat Selama periode 2018 hingga 2021, terjadi peningkatan sebesar 0,7
tahun dari AHH awal periode 2018, yakni sebesar 68,36 tahun. Jika dibandingkan
dengan target akhir RPJMD tahun 2023 (69,17 tahun), maka capaian kinerja tahun
2021 sebesar 99,84 %.

Gambar 3.6
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AHH mencerminkan suatu derajat masyarakat, artinya secara rata-rata bayi
yang baru lahir di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2021 memiliki peluang untuk
bertahan hidup sampai dengan 69,06 tahun.

Keberhasilan capaian ini, didukung oleh semua program urusan kesehatan,
yakni: program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan
masyarakat, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, program
peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, serta program sediaan

farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian AHH antara lain:

1. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan;

2. Dukungan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat;

3. Kerja sama lintas program dan lintas sektor yang baik (Dinas Kesehatan
bersama PKK, rumah sakit, klinik, BPS, kecamatan, dan desa);

4. Adanya inovasi pelayanan kesehatan, terutama di tataran preventif dan promotif
dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang Ditetapkan sebagai indikator
kinerja penunjang (IKP), terdiri dari:

a. Aksi makan telur dan ayam di posyandu untuk mencegah stunting;
b. Aksi deteksi dini IVA dan sadanis, memberi edukasi dan informasi serta
mengajak wanita lainnya untuk diperiksa;

Aksi sehatkan keluarga dengan jamu dan akupresure;

Aksi seribu jamban;

Aksi 500 sertifikat penyuluhan keamanan pangan.

- o 2 o

Perubahan perilaku masyarakat dalam adaptasi pandemi covid- 19

Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang sangat
penting untuk mengetahui status kesehatan anak dan dapat mencerminkan
kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat, dan tingkat perkembangan

sosial ekonomi masyarakat.
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AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang

berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status
gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan
dan sosial ekonomi.

AKB 2021 diperoleh dari jumlah kematian bayi < 1 tahun (47) dibagi dengan
jumlah kelahiran hidup selama tahun 2021 (15.348) dikali 100%. Jumlah kematian
bayi di tahun 2019 sebanyak 57 kasus, kemudian di tahun 2020 mengalami

peningkatan menjadi 82 kasus, dan di tahun 2021 turun menjadi 47 kasus.

Gambar 3.7
Angka Kematian Bayi 2018 s.d. 2021

Angka Kematian Bayi

5 4,90

2018 2019 2020 2021

Dibandingkan dengan AKB tahun 2018 (5/1.000 kelahiran hidup), AKB tahun
2019 berhasil turun menjadi 3,44/1.000 kelahiran hidup. Kemudian di tahun 2020
naik kembali menjadi 4,90/1.000 kelahiran hidup dan di tahun 2021 turun menjadi
3,06/1.000 kelahiran hidup.

Capaian ini melebihi target yang ditetapkan, yakni sebesar 4/1.000 kelahiran
hidup, sehingga capaian kinerja sebesar 123,44%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian AKB, antara lain adanya
kesadaran masyarakat serta peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam
penatalaksanaan kegawatdaruratan maternal neonatal. Sedangkan hambatan yang

dihadapi dalam upaya meningkatkan capaian AKI adalah masih ditemukan ibu




bersalin yang menolak untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu

menangani serta masih ada yang memanfaatkan dukun.
Berdasarkan situasi yang dihadapi di tahun 2021, untuk menekan AKB dilakukan
upaya sebagai berikut:
1. Kegiatan pertemuan rapat koordinasi tim pokja penurunan AKI- AKB;
2. Pertemuan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan
kesehatan maternal neonata;
Pertemuan penguatan audit maternal neonata;
Supervisi/pembinaan AKI dan AKB ke fasilitas pelayanan kesehatan

(fasyankes) tingkat pertama.

Angka Kematian lbu

Kematian ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu
dengan penyebab kematian terkait kehamilan, bersalin, dan nifas, tetapi bukan
karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain lain, dari setiap
100.000 kelahiran hidup.

AKI berguna untuk menggambarkan tingkat perilaku hidup sehat, status gizi,
kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan.
Kematian ibu dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor dalam sistem pelayanan
kesehatan maupun faktor di luar kesehatan yang mempengaruhi pelayanan
kesehatan yang diberikan.

Dibandingkan dengan target AKI tahun 2021 sebesar 103/100.000 kelahiran
hidup, maka realisasi AKI pada tahun 2021 sebesar 130,31 belum mencapai target.
AKI 2021 diperoleh dari jumlah kematian ibu sebesar 20 kasus dibagi dengan jumlah
kelahiran hidup selama tahun 2021 (15.348) dikali 100%.

Sama halnya dengan AKB, indikator AKI merupakan upaya menekan angka
kejadian, sehingga semakin rendah maka kinerjanya semakin baik. Realisasi AKI
dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 digambarkan pada gambar 3.8

berikut ini.




Gambar 3.8
Angka Kematian Ibu 2018 s.d 2021
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Dibandingkan dengan target akhir RPJMD (99 per 100.000 kelahiran hidup),
capaian saat ini adalah 68,37%. Semua kematian ibu terjadi di rumah sakit, terdiri
dari sembilan (9) akibat perdarahan, tujuh (7) eklampsia, dan empat (4) covid.
Tingginya AKI disebabkan masih kurangnya pemahaman ibu hamil dan ibu hamil
risiko tinggi, sehingga tidak mau melahirkan di rumah sakit.

Kendala yang dihadapi dalam upaya menekan AKI perihal masih adanya ibu
bersalin yang menolak untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu,
bahkan masih ada yang memanfaatkan dukun. Adapun hal yang dilakukan untuk
mengatasi kendala adalah dengan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta
peningkatan kerja sama lintas sektor di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

Upaya menurunkan AKB dan AKI, merupakan serangkaian pendekatan yang
saling terkait, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pertemuan rakor tim pokja penurunan AKI-AK;

b. Pertemuan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan
kesehatan maternal neonatal;
Pertemuan penguatan audit maternal neonatal;

Pertemuan sosialisasi kesehatan reproduksi calon pengantin;
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e. Supervisi/pembinaan AKI dan AKB ke fasilitas pelayanan kesehatan
(fasyankes) tingkat pertama;

f.  Dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan
kesehatan;

g. Rujukan persalinan dan neonatal (biaya transportasi dan/atau sewa alat
transportasi);

h. Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator tersebut

antara lain:

1. Tersedianya anggaran, sarana Kkesehatan yang memadai, dan upaya
peningkatan kualitas sumber daya. Sebagai contoh Pertemuan peningkatan
kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan maternal neonatal;

2. Penguatan di tataran preventif yang salah satunya melalui pelaksanaan skrining;
Kesadaran untuk tetap menerapkan perilaku sesuai protokol kesehatan di masa
pandemi covid-19;

Penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak;

Berperan aktif dalam penanggulangan dan percepatan vaksinasi covid-19;
Adanya beberapa inovasi yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat
menuju kemandirian masyarakat di bidang kesehatan, yang dikenal dengan
istilah Begesah (Beragam Edukasi Gerakan Masyarakat Sadar Hidup Sehat).
Begesah terdiri dari aksi seribu jamban (Geser Ban), aksi sehatkan keluarga
dengan jamu dan acupressure (Saudagar Jamur), aksi desa yang melakukan
deteksi dini IVA dan SADANIS (Gedis Berias), aksi makan telur dan ayam di
posyandu untuk mencegah stunting (Gemar Posting), serta aksi 500 sertifikat
penyuluhan keamanan pangan (Gemas Senyuman Pangan);

7. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas dengan pelaksanaan
pengajuan BLUD di 33 puskesmas;

8. Peningkatan dan Penilaian Mutu Internal (PPMI) dan Peningkatan dan Penilaian
Mutu Eksternal (PPME) sebagai bagian dari pelaksanaan akreditasi fasilitas

kesehatan, terlaksana;
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9. Peningkatan pelayanan kesehatan, terutama penduduk miskin di puskesmas,
puskesmas pembantu, dan jaringannya serta pelayanan di desa terpencil
wilayah Kabupaten Banyuasin;

10. Persentase Penurunan Penyandang disabilitas miskin dan rentan.

Menurunnya angka kemiskinan kabupaten tahun 2021 sebesar 10,75% dari
tahun sebelumnya secara tidaklangsung mempengaruhi angka disabilitas miskin dan
rentan ditambah dengan angka dimensi standar hidup layak, dipresentasikan oleh
pengeluaran per kapita Kabupaten Banyuasin dimana tahun 2021 sebesar Rp.
9.860.000 lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar Rp. 9.850.000 tetapi lebih rendah dari
tahun 2019 sebesar Rp 10.135.000. Dibandingkan dengan sebelum pandemi ditahun
2019, pengeluaran perkapita tahun 2021 terdapat penurunan pengeluaran per kapita
sebesar Rp 275.000. Jika dibandingkan dengan awal pandemi ditahun 2020,
pengeluaran per kapita tahun 2021 lebih baik dari tahun sebelumnya. Pola
pengeluaran ini dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat
kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai

petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Gambar 3.9
Indikator Kemiskinan

INDIKATOR KEMISKINAN
KABUPATEN BANYUASIN

*2021:10,75
2020:96.270 2020:11,17 2020: 429.816 2020:1,14 2020:0,18
2019:96.550 2019:11,33 2019: 307.496  2019:1,57 2019: 0,33
2018:95.290 2018:11,32 2018: 381.437  2018: 2,21 2018: 0,62

BAPPEDALITEANG KABUPATEN BANYUASIN
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Gambar 3.10
Pesentase Penurunan Penyandang disabilitas
Miskin dan Rentan Tahun 2021

Pesentase Penurunan Penyandang Disabilitas

. Miskin dan Rentan tahun 2021
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Target Realisasi
OSeriesl 43.6 40.41

PERSENTASE

Pada indikator Persentase penurunan penyanang disabilitas miskin dan
rentan realisasi kinerja telah mencapai 40,41% dengan capaian kinerja sebesar
92,68%.

Untuk mecapai target indikator ini dilakukan melalui pelayanan terhadap
PMKS yang melibatkan berbabagi sumber selain dinas sosial sendiri seperti PSM,
TKSK dan Kesejateraan Sosial. Tingkat capaian ini didapat dari jumlah penyandang
disabilitas yang telah dibantu sebanyak 139 orang dari 344 orang jumlah disabilitas
dan rentan pada tahun 2021. Dinas sosial kabupaten banyuasin untuk 5 tahun telah
menargetkan sebanyak 650 orang penyadang disabilitas yang akan dibantu. Pada
tahun 2020 jumlah yang telah dibantu sebanyak 100 orang pada tahun 2021 jumlah
yang dibantu sebanyak 139 Orang.

Pencapaian skor pola pangan Harapan (PPH)

a. Definisi Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan pangan yang beragam
didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk
memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan

mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya
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dan agama. Kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran

Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor maksimal yang dapat dicapai adalah 100

dan semakin tinggi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menunjukkan konsumsi

pangan yang semakin beragam dan bergizi seimbang. Kualitas konsumsi pangan

penduduk yang diukur dengan parameter Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan ketahanan pangan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Banyuasin.
Tabel 3.11
Skor Pola Pangan Harapan Penduduk
Kabupaten Banyuasin Tahun 2021
Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kelompok Berat Pangan Enerai
No Pangan (gram/Kpita/hari) (kkag
. % o Skor | Skor | Skor | Skor
kapita/ %o AKE | BObOt | i a1l AKE | Maks | PPH
ari)
1. Padi - padian 299,5 1.238,2 | 56,7 | 61,9 0,5 28,4 | 31,0 | 25,0 | 25,0
2. Umbi - umbian 453 56,3 2,6 2,8 0,5 1,3 14 | 2,5 1,4
3. ﬁangaf‘ 150,7 2751 | 126 | 13,8 | 20 [ 252 |275| 24,0 | 24,0
ewanl
Minyak dan
4. | Lemak 31,8 2854 | 131 | 143 | 05 | 65 | 71| 50 | 50
Buah/ Biji 2.5 144 | 07 | 07 | 05 | 03 |04 | 10| 04
Berminyak
Kacang- 20,7 481 | 22 | 24 | 20 | 44 | 48 | 100 | 438
kacangan
7. Gula 28.7 105,4 4.8 5,3 0,5 24 | 26 | 25 | 25
Sayur dan
8. Buah 243,7 106,0 4,9 5,3 5,0 24,3 | 26,5 | 30,0 265
9. | Lain-lain 81,1 53,0 2,4 2,7 - - - - -
Total 2.182,0 | 100,0 | 109,1 92,9 (101,3/100,0| 89,6
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin Tahun 2021
o1




Gambar 3.11
Perbandingan Skor PPH Konsumsi Pangan Kabupaten Banyuasin Tahun 2020
terhadap Skor Ideal PPH Nasional dan Skor Angka Kecukupan Energi (AKE) Aktual
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Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin Tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja indikator skor pola pangan harapan
Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 diperoleh bahwa rasio capaian sebesar 96,34%,

dengan target kinerja indikator sebesar 93,00% dan capaian kinerja sebesar 89,6%.

Gambar 3.12
Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Target dan Realisasi Skor PPH
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dari terselenggaranya 3 subsistem ketahanan pangan yaitu:

Pencapaian skor PPH Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 karena dukungan

1. Subsistem Ketersediaan, dimana capaian skor PPH ketersediaan sebesar 86,08.

2. Subsistem Distribusi, dengan terjaganya stabilitas harga pangan pokok strategis

melalui

fasilitasi

untuk Lembaga Distribusi

Pangan Masyarakat (LDPM),

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia.

3. Subsistem Konsumsi serta keamanan pangan, telaksana melalui gerakan

penganekaragaman pangan, konsumsi pangan lokal, Pengawasan Pangan

Segar Asal Tumbuhan, Gerakan Beragaram, Bergizi, Seimbang dan Aman

(B2SA), Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Gerakan Tanam Sayur, Sertifikasi

dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Pembentukan Jejaring

Keamanan Pangan.

Tabel 3.12
Rekapitulasi Stok Cadangan Pangan Daerah
Nama Nama Ketua Jumlah Cadangan
Pangan Setelah
No | Kecamatan Desa Kelompok Kelompok . e .
dilakukan Monitoring
Lumbung Lumbung
(Ton)
1 2 3 4 5 6
1 Muara Sugihan Marga Mulya Cahaya Marga Rusman 5
Mulya
Rejo Sari Rukun Jaya Agus Supriyatna 0
Ganesha Mukti Dewi Sri Tuwon 21,7
Daya Murni Sumber Rejeki Sukiran 0
Tirta Harja Suka Harja Supandi 35
2 Karang agung Jati Sari Karya Lestari Solahudin 20
ilir
3 Banyuasin Il Rimau Sungsang Rimau Makmur Jamil 1,5
4 Air Saleh Sidoharjo Argo Makmur Sugiyanto 1
Bintaran Kurnia Tani Beni Sulaiman 1
5 Tanjung Lago Bangun Sari Jembrana I Nyoman Seneng 1,6
Banyu Urip Harapan Mandiri| Sugiono 0
6 Muara Telang Mukti Jaya Amertha Jaya Zamrudin 8,2
Sumber Mulyo Sido Mulyo Sutaji 5
Sumber Rezeki Sumber Makmur|  Soleh 2
7 Makarti Jaya Makarti Jaya Jaya Bersama Purwoko 0
8 Selat Penuguan| Songo Makmur Lestari Makmur Wiyanto 5
Kelapa Dua Sri Barokah Waluyo K 0
JUMLAH 107

Sumber : Bidang Pengawasan Distribusi dan Cadangan Pangan
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Tabel 3.13
Persentase Ketersedian Pangan Kabupaten

No Uraian Volume Satuan

1 2 3 4

1 Cadangan Pangan (GKG) 107.000 Kg

2 Konversi Gabah ke Beras 0,6402

3 Jumlah Penduduk Banyuasin 854.628 Jiwa
Kebutuhan

4 Beras/Kapita/Tahun & Kg
Cadangan Pangan Beras (Kg) 68.501 Kg
Konsumsi 76.061.892 Kg

Inovasi yang dilakukan untuk mendukung sasaran kinerja Ketahanan Pangan

Kabupaten Banyuasin antara lain sebagai berikut:

1.

Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi  Produk Pangan Segar Asal
Tumbuhan (PSAT).

Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKEPANG). Sistem
informasi yang dikembangkan untuk penanganan daerah rawan pangan.
Pengelolaan Website Dinas Ketahanan Pangan dan turut andil dalam aplikasi
Sembilang Smart City yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Pengembangan GIS untuk penentuan lokasi kegiatan berbasis Geospasial.

Gerakan Tanam Sayur (GERTAS) di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin
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3.1.2. Analisa Capaian Kinerja Tujuan 2 Terciptanya Keamanan, Kenyamanan

dan Ketertiban Masyarakat.

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Terciptanya

Masyarakat.

Keamanan,

Angka Kriminalitas

Bangkit Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Kenyamanan

dan

Masyarakat (Menurunnya Angka Kriminalitas)

Ketertiban

RPJMD
Indikator Sasaran Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Satuan Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
L. Tahun . Tahun L. Tahun L. Tahun
Realisasi 2018 (%) Realisasi 2019 (%) Realisasi 2020 (%) Realisasi 2021 (%)
Tujuan 2: Terciptanya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat
1. | Angka 7,02 7,58 8,21 1,00
Krrrinelfas 3 - 0,33 195,65 0.14 198,29 015 215
Rata-Rata
Capaian Kinerja 215
RPJMD
Indikator Sasaran Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
s Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
atuan . Tahun A Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun
Realisasi | 5018 (%) | eSS | 5019 (%) | REAMSAS| | 000 (%) | REAISES | 5021 (%)
Sasaran 1 : Bangkit Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Menurunnya Angka Kriminalitas)
1. | Angka 7,02 = 7,58 8,21 1,00
Kriminalitas - 033 195,65 014 198,29 015 215
2. | Persentase 40 35 25 40
108,29 167,56 110,13
Pelanggaran ’ ’ ’
Perda (%) 37,90 41,89 44,05
RElE e 151,79 182,925 162,56

Capaian Kinerja

Capaian Misi ke 2 Meningkatkan Keamanan, Kenyamanan dan Demokratisasi

di Banyuasin

Dengan Tujuan 2 Terciptanya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban

Masyarakat dengan indikator Angka Kriminalitas yang mana terdapat di Indikator

kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor

18 Tahun 2016

tentang

29




Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala

daerah dan Perlindungan Masyarakat.

Angka Kriminalitas

Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banyuasin dalam mengembang misi organisasi adalah
1. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Banyuasin;

2. Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah.

Dari Target angka kriminalitas tahun 2021 sebesar 1% realisasi yang dicapai
sebesar -0,15 sehingga capaian persentase angka kriminalitas di Tahun
2021sebesar 215%. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan angka
kriminalitas di Kabupaten Banyuasin. Untuk menunjang penurunan angka
kriminalitas tersebut Satpolpp Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 melaksanakan
kegiatan dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
antara lain: Kegiatan pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan
masyarakat, kegiatan pengendalian keamanan lingkungan, pengamanan hari-hari
besar, patroli lingkungan, kegiatan deteksi dini gangguan ketertiban dan ketentraman.

Capaian indikator Persentase Angka Kriminalitas pada tahun 2020 realisasi
yang dicapai -0.14 ditahun 2021 tarjadi penurunan angka kriminalitas yaitu -0.15,
Realisasi  Angka Kriminalitas bernilai minus (-) menunjukan jumlah angka
kriminalitas tahun ini (2021) lebih sedikit dibandingkan dengan angka kriminalitas
tahun sebelumnya (2020). (berdasarkan rumus perhitungan Angka Kriminalitas).
Hasil capaian indikator kinerja menunjukan semakin rendah realisasi maka semakin
tingginya kinerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang penurunan
angka kriminalitas tersebut antara lain: Kegiatan pengendalian kebisingan dan
gangguan dari kegiatan masyarakat, kegiatan pengendalian keamanan lingkungan,
patroli lingkungan, kegiatan deteksi dini gangguan ketertiban dan ketentraman,

Pembinaan dan Penyuluhan.
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Tindak pidana yang terjadi diantaranya: pencurian dengan kekerasan, aniaya

berat, aniaya ringan, curanmor, penipuan, penggelapan, pencemaran nama baik,

pelecehan seksual, KDRT, pengancaman, dan lain lain. Data tindak pidana yang

terjadi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Data Tindak Pidana Kabupaten Banyuasin Tahun 2020-2021

JUMLAH
NO KASUS TINDAK PIDANA
2020 2021

1 2 3 4
1 Aniaya Berat 48 60
2 Aniaya Ringan 38 36
3 Fornografi 1 0
4 Hewan Yang Dilindungi 0
5 KDRT 18 13
6 Kebakaran 4 3
7 Kekerasan Anak 10 10
8 Kelalaian 4 2
9 Kesusilaan 0 1
10 | Melarikan Anak Dibawah Umur 1 0
11 | Melarikan Anak Gadis 1 0
12 | Menguasai Lahan Tanpa lIzin 12 0
13 | Pelecehan Seksual 2 0
14 | Pemalsuan Dokumen/Surat 3 1
15 | Pemalsuan Tanda Tangan 2 0
16 | Pembunuhan 9 4
17 | Pemerasan 5 2
18 | Penadahan 0 1
19 | Pencabulan 6 6
20 | Pencabulan Anak 6 3
21 | Pencemaran Nama Baik 8 1

of
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22 | Pencurian Biasa 12 21
23 | Pencurian Dengan Kekerasan 38 40
24 | Pencurian Dengan Pemberatan 174 188
25 | Pencurian Kendaraan Bermotor 45 11
26 | Pencurian Ringan 1 3
27 | Penelantaran 1 0
28 | Penelantaran Anak 0 1
29 | Penelantaran Istri 2 0
30 | Pengancaman 17 16
31 | Penganiayaan 2 6
32 | Pengeroyokan 30 48
33 | Pengerusakan 8 5
34 | Penggelapan 88 70
35 | Penggelapan Dalam Jabatan 12 10
36 | Penghinaan 1 0
37 | Pengroyokan 2 1
38 | Penipuan 40 28
39 | Penjualan Bayi 1 0
40 | Perampasan 1 0
41 | Perbuatan Tidak Menyenangkan 6 5
42 | Percobaan 2 0
43 | Percobaan Bunuh Diri 2 2
44 | Percobaan Pembakaran 1 0
45 | Percobaan Pemerkosaan 2 0
46 | Percobaan Pencurian 6 0
47 | Percobaan Pencurian Kendaraan 1 0
Bermotor

48 | Perjudian 2
49 | Perkosaan

50 | Persetubuhan 2
51 | Persetubuhan Anak 22 10
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JUMLAH KASUS :
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Penurunan Pelanggaran Perda

Target persentase penurunan pelanggaran Perda tahun 2021 sebesar 40%,
realisasi yang dicapai sebesar 44.05% sehingga capaian yang dihasilkan adalah
111%. Ini menunjukan tingkat pelanggaran Perda di Kabupaten Banyuasin
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena telah
Meningkatnya pemahaman Masyarakat tentang Peraturan Daerah yang ada di
Kabupaten Banyuasin. Untuk Menunjang ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Banyuasin melakukan Kegiatan diantaranya, sosialisasi Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati, penertiban perizinan, penertiban baleho dan reklame, penertiban
penyebaran penyakit masyarakat, peningkatan operasi yustisi terpadu, operasi
Penegakan Produk Hukum Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Perda dan Perkada.

Capaian indikator presentase Penurunan Pelanggaran Perda pada tahun
2020 realisasi yang dicapai 41.89% ditahun 2021 terjadi kenaikan yaitu 44.05%
sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2020 presentase capaian indikator pada
tahun 2021 sebesar 103.72%.

Data Pelanggaran Perda tersebut meliputi: penertiban perizinan, penertiban
baleho dan reklame, penertiban penyebaran penyakit masyarakat, peningkatan
operasi yustisi terpadu, operasi penegakan produk hukum daerah, dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada. Jumlah Pelanggaran Perda yang terjadi

pada setiap kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Data Pelanggaran Perda Tahun 2020-2021
JUMLAH PELANGGARAN PERDA
NO URAIAN KEGIATAN

2020 2021
Operasi Penegakan Produk Hukum Daerah 0 227

2 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada 8 70
3 Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi 50 18

Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan

4 Peningkatan Operasi Yustisi Terpadu 286 0

5 Penertiban Perizinan 136 0

6 Penertiban Baleho dan Reklame 19 0

7 Penertiban Penyebaran Penyakit Masyarakat 64 0
JUMLAH KASUS : 563 315

Sumber : Data Pelanggaran Perda Bidang Penegakan Perda Satpolpp Kab. Banyuasin Thn. 2020-2021
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3.1.3 Analisa Capaian Kinerja Tujuan 3 Meningkatkan Peran Serta Masyarakat

Dalam Berdemokrasi.

Capaian Kinerja Tujuan 3 dengan 1 sasaran :

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Berdemokrasi.

Angka Partisipasi Pemilu

(Bangkitnya Demokrasi) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat

Dalam Berdemokrasi

RPJMD
Indikator Sasaran Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Satuan Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
L Tahun L. Tahun L. Tahun L Tahun
Realisasi 2018 (%) Realisasi 2019 (%) Realisasi 2020 (%) Realisasi 2021 (%)
Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Manusia
1. | Angka 72,27 75 - -
Partisipasi % 110,05 98,82 - -
Pemilu 80,34 70,83 - -
Rata-Rata
Capaian Kinerja
RPJMD
Indikator Sasaran Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Satuan Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun
2018 (%) 2019 (%) 2020 (%) 2021 (%)
o1




Sasaran 1 : (Bangkitnya Demokrasi) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Berdemokrasi

1.

Angka 72,27 75
Partisipasi % 110,05 98,82
Pemilu 80,34 70,83

Rata-Rata
Capaian Kinerja

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu
Bahwa faktor peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu berupa:

1. Pendidikan Politik Rakyat. Pendidikan politik sering disamakan dengan

istilah political socialization, yang secara harfiah bermakna sosialisasi politik.
2. Memaksimalkan Fungsi Partai Politik.

Untuk tahun 2020 Angka Partisifasi Pemilu dapat dilihat di tabel bahwa target dan
realisasi yang ada bernilai nol ini dikarenakan pada tahun 2020 tidak melaksanakan
Pemilu baik tingkat Nasional dan Kabupaten. Melihat juga kondisi indonesia secara
nasional ditahun 2020 sampai dengan 2021 terjadi wabah pandemi global covid-19
sehingga untuk pelaksanaan pemilu ataupun yang berkaitan dengan hal tersebut

ditunda atau dibatalkan.

Dilihat dari capaian kinerja tahun 2019 capaian kinerja yang dihasilkan
mencapai 100 % atau bermakna sangat baik dengan realisasi sebesar 80,34 %
dimana angka tersebut mengambarkan persentase target partisipasi masyarakat
dalam pemilu sebesar 468.019 jiwa dari semua masyarakat yang terdaftar dalam
DPT Kabupaten Banyuasin ditahun tersebut. Di tahun 2020 sampai 2021 kondisi

sama tidak ada pemilu yang dilaksanakan.




3.1.4 Analisa Capaian Kinerja Tujuan 4 Mewujudkan Masyarakat Berprestasi

dan Religius.

Capaian Kinerja Tujuan 4 dengan 1 sasaran :

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Mewujudkan Masyarakat Berprestasi dan Religius

1. Persentase Atlet Berprestasi

2. Persentase Prestasi Bidang Seni dan Budaya

3. Persentase Peningkatkan Zakat Melalui Baznas

(Bangkit Prestasi dan Keimanan Masyarakat) Meningkatnya

Masyarakat Yang Berprestasi dan Religius.

RPJMD
Indikator Sasaran Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Satuan Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
L Tahun L Tahun L Tahun L Tahun
Realisasi 2018 (%) Realisasi 2019 (%) Realisasi 2020 (%) Realisasi 2021 (%)
Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat Berprestasi dan Religi
1. | Persentase 74 83 83 90
Atlet Berfrestasi % 95 114,46 49,21 59,29 26,00 28,89
“ g?éi?alt?sB?dang . . 4 oy
Seni dan % 141,03 61,11 36,36
Budaya 27,5 27,5 16,36
3. | Persentase
Peningkatkan 26,3 35 40 45
Zakat dan Infak % 85,66 50,00 345,16
melalui 29,98 20,00 155,32
BAZNAS
Rata-Rata Capaian 136.80
Kinerja '
RPJMD
lrecier SecaE Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
e Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
. Tahun . Tahun . Tahun . Tahun
Realisasi 2018 (%) Realisasi 2019 (%) Realisasi 2020 (%) Realisasi 2021 (%)
Sasaran: (Bangkit Prestasi dan Keimanan Masyarakat) Meningkatnya Masyarakat yang Berprestasi dan Religius
1. | Persentase o 74 83 83 90
Atlet Berfrestasi % _ 95 114,46 49 21 59,29 26.00 28,89
2. | Persentase 33 39 45 45,00
Prestasi Bidang o
. % 141,03 61,11 36,36
Seni dan ’ - 27,5 27,5 16,36
Budaya
3. | Generasi Muda 245 265 285 305
Hafiz Al-Quran Orang 1092,83 311 309,18
(orang) - 2.896 886,00 943
4. | Masyarakat . 1.500 2.000 . 2.500 - 3.000 B
Khatam Quran ° ; 2.642 ’ 2652 3171 ’
oo




Persentase

Peningkatkan 26,3 35 40 45

melalui - 29,98 20,00 155,32
BAZNAS

Rata-Rata Capaian
Kinerja

Misi ketiga pada sasaran ini Meningkatkan keimanan dan ketagqwaan
masyarakat dengan nilai nilai kerukunan, kebersamaan serta kreativitas

sehingga mampu berprestasi gemilang.

Persentase Atlet Berprestasi

Pada tahun 2021 target Presentase Atlet Berperstasi sebesar 90%, untuk
realisasi jumlah atlet yang berprestasi sebanyak 104 Orang dari Total Atlet yang
dikirem ke ivent olah raga sebanyak 400 orang sehingga Presentase Atlet
berprestasi yang teralisasi pada tahun 2021 yaitu 26.00%.

Untuk tahun 2021 Jumlah Atlet yang beprestasi kurang meningkat
dikarenakan pada tahun 2021 masih tejadi PANDEMI Covid-19 sehigga kegiatan
event olahraga banyak yang tidak bisa diikuti sertakan, hanya ada beberapa Cabor
untuk tahun 2021 di Kabupaten Banyuasin yang dilaksanakan. Berikut jumlah Atlet

Berprestasi di Kabupaten Banyuasin yang mendapatkan juara di tahun 2021.

Tabel 3.16
Atlet berprestasi di Kabupaten Banyuasin Berdasarkan Cabang Olahraga.
No Cabang Olahraga Mendali

Emas | Perak | Perunggu Total
OKU INDUK
1 Renang -
2 Kempo 1 > 5
3 Wushu 1 - -
4 Panahan 1 :
5 Tenis Lapangan > .
6 Bulu Tangkis -
7 Bola Basket 5
8 Futsal >
9 | Tinu . ’
10 | Tenis Meja .
11 | Sambo > : .

Blanglis il das Su o4

Zakat dan Infak % 85,66 50,00 345,16

165,06
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12 | Bola Tangan 1 1
13 | Woodball 2 4 4 10
14 Hockey 1 1
15 | Esport 0
OKU TIMUR
16 | Atletik 4 9
17 | Pencak Silat 3
18 | Sepak Bola 0
19 | Voli Indoor 0
20 | Catur 0
21 Sepak Takraw 1 1
22 | Menembak 2 3 3 8
23 | Bridge 1 1
24 | Taekkwondo 6 2 6 14
25 | Drumband 0
OKU SELATAN
26 | Voli Pasir 1 1
27 Balap Sepeda 2 3 & 8
28 | Karate 1 1
29 | Biliar 3 3 1 7
30 Sepatu Roda 0
32 | Angkat Besi 3 7 5 15
16 28 44
TOTAL 88

Persentase Prestasi Bidang Seni dan Budaya

Persentase prestasi bidang seni dan budaya pada tahun 2021 ini dibawah
target yang di tetapkan. Target capaian kinerja pada tahun 2021 ini adalah sebesar
45,00%. Realisasi prestasi bidang seni dan budaya pada tahun 2021 ini adalah
sebesar 16.36%. tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh Pandemi Covid-
19 sehingga kurangnya penyelenggaraan event seni dan budaya Tingkat
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Rencana dan solusi kedepan dari
Kabupaten Banyuasin khusunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan
meningkatkan penyelenggaraan event senin dan budaya tingkat Kabupaten/Kota,

Provinsi dan Nasional agar dapat mencapai target yang telah di tetapkan.




Tabel 3.17
Data Group Kesenian di Kabupaten Banyuasin Tahun 2021

NO NAMA GROUP KESENIAN ASAL KET

1 2 3 4

1 Sanggar Seni Sedulang Setudung Banyuasin llI Seni Tari
2 Sanggar Seni Bunga Serumpun Banyuasin Il Seni Tari
3 Sanggar Tulip Sma Plus Banyuasin llI Seni Tari
4 Buga Sari Betung Seni Tari
5 Putri Bungsu Banyuasin Il Seni Tari
6 Srikandi Banyuasin llI Seni Tari
7 Muthardi Betung Seni Tari
8 Putri Mahligai Banyuasin llI Seni Tari
9 Betuah Banyuasin Il Seni Tari

Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh Pemerintah khususnya
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin untuk menaikkan hasil
Capaian Persentase Prestasi Bidang seni budaya dengan cara memberikan fasilitas
sarana dan prasana yang memadai dan menyelenggarakan Program dan Kegiatan
guna mendukung Persentase Prestasi Bidang seni dan Budaya. Salah satu nya
dengan mengembangkan Program Pengembangan Kebudayaan. Yaitu salah
satunya pelestarian kesenian tradisional dan Pemajuan Objek Kebudayaan yang ada

di Kabupaten Banyuasin.

Tabel 3.18
Daftar Pemajuan Objek Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Tahun 2021
No Objek Pemajuan Kebudayaan < Objek Pemajuan Objek Pemaju_a.n Kebgdayaan yang
ebudayaan yang ada dilindungi
1 Bahasa S 5
2 Manuskrip 2 2
3 Adat Istiadat 20 20
4 Situs 3 3
5 Tradisi Lisan 27 27
6 Pengetahuan Tradisional 82 82
7 Teknologi Tradisional 27 27
8 Seni 103 103
9 Permainan Rakyat 19 19
10 Olahraga Tradisional 7 7
11 Cagar Budaya 30 30
JUMLAH 325 325




Generasi Muda Hafiz Al-Quran

Untuk Indikator Generasi Muda Hafiz Al-Qur'an jumlah peserta sebanyak 943
orang dari taget 305 peserta. Dimana capaian yang didapat adalah 309%, hal ini
didukung oleh Pemerintah yang memeberikan peluang besar kepada hafiz Qur'an
untuk diterima sebagai TNI/ASN dan Pemerintah memberikan peluang beasiswa
didalam maupun diluar negeri.

Peningkatan peserta dari tahun 2020 yang berjumlah 886 menjadi 943
di tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan satu tahun sekali dalam rangka untuk

Mewujudkan Masyarakat Berprestasi dan Religius.

Masyarakat Khatam Qur’an

Untuk Target Masyarakat Khatam Qur'an telah mencapai 3000 santri, adanya
dukungan dari Pemerintah mewajibakan setiap anak yang masuk sekolah harus
mempunyai sertifikat khatam Al-Qur'an, sehingga realisasi Masyarkat Khatam Qur'an
mencapai 3171 santri di tahun 2021. tidak hanya peran pemerintah peran serta
orang tua yang mewajibkan belajar tulis baca Al-Qur'an, serta Visi misi Pemerintah
Banyuasin yaitu Bebas Buta Baca Al-Qur'an menjadi pendorong meningkatnya capai
ini. Peningkatan Peserta dari tahun 2020 tidak begitu signifikan dari 2652 menjadi
2714 di tahun 2021 di karenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi yaitu
masih kurangnya tenaga pendidik/ustadz yang mengajar santri, belum tersedianya
gaji bagi ustadz-ustadzah yang mengajar sehingga para ustadz beralih profesi untuk

mencukupi kebutuhannya.

Persentase Peningkatkan Zakat dan Infak melalui BAZNAS

Peningkatan pembayaran Zakat dan Infak melalui BAZNAZ pada Triwulan IV
dari target 45% terealisasi mencapai 155,32% sehingga capaian yang di dapat
mencapai 345%, terdapat kenaikan yang sangat signifikan capaian persentase yang
diperoleh di karenakan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat , infaq dan
sadaqoh di BAZNAS. akan tetapi pelayanan BASNAZ akan tetap ditingkatkan agar
masyarakat merasa nyaman dan lebih tertarik membayar zakat di BASNAZ,

manajemen dana zakat dikelola secara transparan sehingga masyarakat lebih
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termotivasi, lokasi dan tempat promosi serta sosialisasi BASNAZ yang telah berjalan

dengan baik, dan BASNAZ telah meningkatkan Sumber Daya Manusia secara

profesional.
Gambar 3.15
Pencapaian Penerimaan Zakat dan Infak
PENCAPAIAN PENERIMAAN ZAKAT DAN INFAK
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANYUASIN
BULAN OKTOBER s.d DESEMBER 2021

. TARGET PENGUMPULAN REALISASI TARGET UMl PERSENTASE
'li TAHUN 2021 ZAKAT INFAQ PENCAPAIAN PERTAHUN
:‘ 3,500,000,000 2,636,352,920 2,480,379,576 5,116,732,496 146.19%
L
r TARGET TRAWILAN PENCAPAIAN PENGUMPULAN TW-4 PERSENTASE
N OKTOBER NOVEMBER DESEMBER PENCAPAIAN TW-2
4 875,000,000 452,041,765.00 450,937,785.00 455,155,139.00 155.32%

Gambar 3.16
Pencapaian Penerimaan Tahun 2021

Grafik Pencapaian Penerimaan Tahunan 2021
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3.1.5 Analisa Capaian Kinerja Tujuan 5 Meningkatkan

LKjIP

Perekonomian.

Capaian Kinerja Tujuan 5 dengan 4 sasaran :

Kesejahteraan

Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian
Indikator 1. Pertumbuhan Ekonomi
Tujuan 2. Laju Inflasi
3. Indeks Rasio Gini
4. Angka Kemiskinan
Sasaran 1. Bangkit Pertanian (Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan
Nelayan
2. Bangkit Perdagangan, Industri, Koperasi dan Umkm
Terhadap PDRB dan Investasi (Meningkatnya Kontribusi
Sektor Perdagangan, Industri Pengolahan dan Investasi)
3. Bangkit Tenaga Kerja Lokal (Meningkatnya Kesempatan
Berusaha dan Kesempatan Kerja)
4. Bangkit Daya Saing Produk Daerah dan Pariwisata
(Meningkatnya Inovasi Teknologi dan Destinasi Pariwisata)
RPJMD
Indikator Sasaran Target Capaian Target | Capaian Target Capaian Target Capaian
Satuan Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
L Tahun L Tahun L Tahun L Tahun
Realisasi 2018 (%) Realisasi 2019 (%) Realisasi 2020 (%) Realisasi 2021 (%)
Tujuan 1: Meningkatnya Kesejahteraan Perekonomian
1. | Pertumbuhan 5,08-5,88 5,08-5,88 5,08-5,88 508588 [ .
Ekonomi 5,10 5,22 0,13 3,84 ’
2. | Laju Inflasi
3. | Indeks Gini 0,301 0,298 0,295 0,292
0,34 0,33 0,323 0,320
4. [ Angka 11,27 11,07 10,13 9,55 87 43
RETR AT 11,32 11,33 1,17 10,75 ’
Rata-Rata Capaian
Kinerja
RPJMD
helleior SeasrEn Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
SeiuEm 9 Kinerja 9 Kinerja 9 Kinerja 9 Kinerja
Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun
eallsasi 2018 (%) eallsasi 2019 (%) eallsasi 2020 (%) eallsasi 2021 (%)

1. Sasaran: 1. Bangkit Pertanian (Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan




1. Nilai Tukar - 99 100 101
: 9 - 99,34 98,68 98,72
Petani % - 98,35 98,68 99,71
2. Nilai Tukar o - 101,3 101,3 101,4
Nelayan e - - 96,23 95,57 9935 98,05 t0o7s | 10131
3. Nilai Tukar _ 99 45 99.45 99.95
Pembudidaya % - ’ 100,01 ’ 100,02 ’ 100,03
lkan - 99,25 99,47 99,98
Rata-Rata Capaian 100.02
Kinerja ’

2. Sasaran : 2. Bangkit Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM terhadap PDRB dan Investasi (Meningkatnya kontribusi sektor
perdagangan, industri Pengolahan dan Investasi)

Kontribusi Sektor Terhadap PDRB

1. | Perdagangan % 12,5 128,39 12,3 104,88 12,5 107,20 12,7 104.09
12,19 12,90 13,40 13,22 ’
2. | Industri = 24,00 10717 24,22 24.34
Pengelolaan ’ 106,33
- 25,72 25,97 107,2 25,88
&, Penanaman . Perusa 34 40 15333 15 20 4
Modal Asing haan 0.00
(PMA) - 23 3 0 :
4. | Jumlah Nilai Rp 4.288 2.646 1.110 793
PMA 14
246 410 36,96 115 /50
&, Penanaman Perusa 122 128 6 4
Modal Dalam haan 75,00
Negeri (PMDN) - 5 5 285 3
6. | Jumlah Nilai Rp 2.525 3.144 1.179 710
LI 1.520 626 S 2.071 el
R.ata-.Rata Capaian 98,60
Kinerja
3. Sasaran : 3. Bangkit Tenaga Kerja Lokal (Meningkatnya Kesempatan Berusaha dan Kesempatan Kerja)
1. Rasio Penduduk 96,75 97,15 97,55 96,18
Yang Berkerja . 96.55 99,39 97 17 99,62 96.18 100,00
2. P t
Tingkat 3,25 2,85 2,45 3,82
P 120,94 84,49 100,00
enganguran
Terbuka - 3,45 2,83 3,82
Rata-Rata Capaian
Kinerja 100,00
Rata-rata Capaian Kinerja
4. Sasaran 4: Bangkit Daya Saing Produk Daerah dan Pariwisata (Meningkatnya Inovasi Teknologi dan Destinasi Pariwisata)
1. Persentase
Pemanfaatan 20 38 95 70
Inovasi 104,89 103,89
Unggulan - 47,05 57,69 72,72
Daerah
7| PenhgeEn 760 1520 1970 2400
Kunjungan 6,59 768,20 140,58
Wisata - 100,20 15.135 3.374
Rata-Rata Capaian 122,23
Kinerja

Misi ke Empat pada sasaran ini yaitu Meningkatnya nilai tambah Sumber Daya

Alam, Sumber Daya Ekonomi menuju Banyuasin yang sejaterah.
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Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat
kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi
dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan
terhadap tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang
dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di
suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan
ekonomi sebesar 0,13 persen, melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan
ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,22 persen di tahun 2021 Pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Banyusin sebesar 3,84 Persen dari target sebesar 5,08 Persen
Pertumbuhan ekonomi melambat karena adanya lapangan usaha yang mengalami
pertumbuhan negative, yaitu Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar
dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan,
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate, Jasa Perusahaan dan Jasa
Pendidikan. Lapangan usaha dengan pertumbuhan negatif terdalam adalah
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Hal ini dikarenakan adanya pandemik COVID-19, sehingga adanya himbauan
pemerintah untuk mengurangi mobilitas dan tetap dirumah, sehingga rumah mahan
dan penginapan sepi pengunjung. Oleh karena itu, banyak rumah makan yang tutup
diakibatkan oleh kurangnya permintaan.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk disuatu daerah/wilayah
dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk.
Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB
per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi

sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat didaerah tersebut.

Indeks Rasio Gini

Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan angka yang digunakan untuk
mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana

disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa
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tentang Gini Ratio dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila Gini Ratio
tinggi lebih kecil dari 0,3, dikategorikan ketimpangan sedang apabila Gini Rationya
lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya dikategorikan ketimpangan
tinggi apabila Gini Rationya lebih besar dari 0,5. Berikut dapat disajikan
perkembangan Gini Ratio Kabupaten Banyuasin untuk kurun waktu 2016-2021

sebagai berikut :

Tabel 3.19
Gini Ratio Kabupaten Banyuasin Tahun 2016-2021
No Tahun Gini Ratio
1 2 3
1 2016 0,30
2 2017 0,32
3 2018 0,34
4 2019 0,33
5 2020 0,32
6 2021 0,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin

Angka Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah
baik dipusat maupun bagi pemerintah daerah. Berbagai kebijakan dan program
disusun dalam mendorong sebanyak mungkin masyarakat Indonesia keluar dari
kemiskinan dan kerentanan kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini,
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi
kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran

perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
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Tabel 3.20
Indeks kedalam kemiskinan dan Indeks Keparahan kemiskinan
di kabupaten Banyuasin

Tahun Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan
Year Poverty Gap Index Poverty Severity Index
(1) (2) @)
2012 1,34 0,26
2013 2,16 0,55
2014 1,98 0,45
2015 2,52 0,75
2016 1,50 0,29
2017 1,85 0,49
2018 2,21 0,62
2019 1,57 0,33
2020 1,14 0,18
2021 2,00 0,45

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang
diterima terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indicator
relative tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi NTP, relative semakin sejahtera
tingkat kehidupan petani.

Perkembangan NTP Kabupaten Banyuasin sepanjang periode 12 bulan, yaitu
dari Januari hingga Desember 2021 menunjukkan angka yang berfluktuasi. Secara
rata-rata, NTP berada dibawah angka 100, yaitu sebesar 99,71.

Kenaikan NTP umumnya disebabkan oleh adanya kenaikan harga komoditas
pertanian karena ketersediaan komoditas terbatas atau karena adanya perayaan hari
raya sehingga permintaan naik dan mempengaruhi kenaikan harga.

Sebaliknya penurunan nilai NTP biasanya terjadi pada saat musim panen dan stok
melimpah sehingga harga menjadi rendah. Selanjutnya, fluktuasi harga produk
barang kebutuhan/konsumsi masyarakat, bahan baku/biaya produksi serta barang

modal bisa menjadi penyebab kenaikan atau penurunan NTP.




HAMTURSIN

LKJIP
| BUPAENEAYASZ0

1tk

; --s--",'i'.x\"_- ’

Dampak pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan masih
terasa, apalagi pada periode ini Indonesia sedang menghadapi gelombang kedua
pandemic Covid-19. Musim panen dan perayaan hari raya yang seharusnya
menjadi moment petani menikmati keuntungan yang lebih baik, namun menjadi
sebuah kenyataannya pahit dikarenakan harga yang anjlok akibat daya beli
masyarakat yang rendah serta pembatasan social berskala besar.

Kondisi NTP Kabupaten Banyuasin nampaknya lebih baik dibandingkan
provinsi Sumatera selatan dikarenakan NTP yang juga ikut terpengaruh turun akibat
dampak Covid-19. Diharapkannya dengan telah dilaksanakannya Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyrakat (PPKM), yang diharapkan dapat mengendalikan
laju Covid-19. Pada masa ini perekonomian diharapkan mulai bangkit lagi setelah
wabah Covid-19 melumpuhkan hampir seluruh aktivitas, termasuk aktivitas pertanian

yang menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar penduduk kita.

Gambar 3.17
Pencapaian Penerimaan Tahunan 2021
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Tabel 3.21
Nilai Tukar Petani Kabupaten Banyuasin Tahun 2021
Bulan
Rincan Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli Agustus | Sept Okt Nov Des Rata-rata

1. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) 100.23 100.72 100.70 100.68 99.98 99.65 100.00 99.66 99.40 99.40 99.08 101.55 100.09
1.1. Padi 100.27 100.84 100.76 100.75 99.84 99.60 100.60 100.81 101.29 101.28 100.86 103.77 100.89

1.2. Palawija 100.00 100.00 100.35 100.31 100.71 99.94 96.94 93.29 88.95 88.95 89.25 89.24 95.64

2. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) 100.29 100.29 100.35 100.63 100.91 100.77 100.58 99.48 100.03 99.94 100.18 101.07 100.38
2.1. Indeks Konsumsi Rumah Tangga 100.43 100.44 100.53 100.91 101.27 101.03 101.14 99.57 99.54 99.39 99.53 100.38 100.35
211 101.24 101.26 101.44 102.20 102.91 102.38 102.61 99.28 99.65 99.2 99.4 101.22 101.07

.12, Makanan Jadi, Minuman, Rokok & 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17 99.21 99.21 99.42 99.42 99.22

Tembakau

2.1.3 gzL‘;Taha”’ Air Listrik, Gas & Bahan 100.03 100.04 100.09 100.16 10033 | 100.41 100.41 100.38 98.27 98.34 98.37 98.41 99.60

2.14. Sandang 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88 100.04 100.08 100.10 100.1 99.95
2.15. Kesehatan 100.12 100.14 100.14 100.43 100.55 100.55 100.55 100.55 101.04 101.04 101.04 101.12 100.60

2.1.6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.00 99.92
2.1.7.  Transportasi dan Komunikasi 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.01 100.48 100.52 100.52 100.13
2.2. Indeks BPPBM 99.92 99.87 99.87 99.85 99.95 | 100.08 100.08 99.25 101.33 101.43 101.93 102.94 100.46
Bibit 100.00 100.00 100.00 99.80 100.1 100.78 100.78 101.12 93.17 93.17 94.01 95.44 98.20
Pupuk dan Obat-obatan 99.52 99.56 99.56 99.59 99.60 99.86 99.86 99.96 105.84 106.27 108.18 11212 102.48

2.2.3. Sewa, Pajak dan

Pengeluaran Lainnya 100.12 99.48 99.48 99.48 100.21 100.21 100.21 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10 98.97
224 Transportasi 100.00 100.00 100.00 99.93 99.95 99.95 99.95 100.29 12159 12159 121.67 122.00 107.19
225 Barang Modal 100.14 100.14 100.14 100.14 100.14 100.30 100.30 106.64 106.64 106.64 106.64 106.66 103.39
2.2.6. Biaya Buruh Tani 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 98.47

Nilai Tukar Petani (NTP) 99.93 100.43 100.34 100.05 99.07 98.89 99.42 100.18 99.37 99.45 98.9 100.47 99.71

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) 100.31 100.85 100.83 100.83 100.03 99.75 100.92 100.41 98.09 98.00 97.21 98.65 99.64

75



Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai tukar nelayan diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang
diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan, yaitu indeks
harga hasil produksi yang dijual oleh nelayan (It) terhadap indeks harga biaya
operasional produksi dan konsumsi sehari-hari nelayan (lb). Nilai Tukar Nelayan
menunjukkan kemampuan daya tukar dari produk perikanan dengan barang dan jasa
yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, juga dapat untuk digunakan sebagai
salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan. Apabila
Nilai Tukar capaiannya sebesar 100 berarti nelayan memperoleh pendapatan lebih
besar dari pengeluarannya. Sebaliknya apabila Nilai Tukar kurang dari 100, maka
artinya pengeluaran nelayan untuk biaya rumah tangga dan produksi lebih besar dari
uang yang diperoleh dari hasil menjual produk perikanan. Semakin tinggi Nilai Tukar,
secara relatif semakin kuat kemampuan/daya beli nelayan. Oleh sebab itu Nilai
Tukar Nelayan dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator dini tingkat

kesejahteraan nelayan.

Realisasi capaian dengan indikator Nilai Tukar Nelayan sudah melebihi target
yang ditetapkan terealisasi sebesar 102.37 dari target sebesar 101,4. Tercapainya
target NTN karena adanya kenaikan harga jual hasil produksi dibanding harga
barang untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan produksi. Peningkatan
volume produksi perikanan tangkap dan peningkatan harga jual ikan dapat menutupi
biaya yang harus dikeluarkan oleh nelayan yang cenderung meningkat diakhir tahun.

Gambar 3.18
Nilai Tukar Nelayan (NTN)
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Pada tiga triwulan pertama, Nilai Tukar Nelayan tergolong rendah

dikarenakan banyak nelayan yang tidak pergi melaut akibat angin musim barat
sebab resiko para nelayan di tengah laut pun menjadi lebih tinggi lantaran kerap
terjadi badai di tengah lautan. Pada triwulan IV NTN naik sebesar 105,61. Tren
naiknya NTN disebabkan naiknya indeks pendapatan nelayan yang disebabkan
mulai terjadinya musim ikan. Sedangkan nilai terendah terjadi pada triwulan Il yang
dipengaruhi oleh faktor cuaca. Apabila dilihat dari capaiannya di tahun 2021, capaian
Nilai Tukar Nelayan bernilai diatas 100 dan telah melabihi target tahun 2021 yaitu
101,4. Beberapa faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Nelayan antara lain adalah
hasil produksi perikanan dalam waktu berjalan, harga komoditi produksi perikanan
yang dihasilkan pada waktu berjalan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk
memproduksi komoditi perikanan, harga barang dan jasa konsumsi untuk
memproduksi komoditi perikanan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk
kebutuhan sehari-hari, serta faktor harga ikan yang tidak mudah dikontrol dan

dipengaruhi oleh situasi pasar.

Nilai Tukar Pembudidaya lkan (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya lkan (NTPi) adalah salah satu indikator kinerja yang
digunakan untuk mengukur daya tukar hasil usaha budidaya dengan kebutuhan
sehari-sehari dan biaya usaha budidayanya. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh pembudidaya ikan
(It) terhadap indeks harga yang dibayar oleh pembudidaya ikan (Ib). Nilai tukar lebih
besar dari 100 berarti pembudidaya mengalami surplus kenaikan harga produksi
lebih tinggi dibanding kenaikan harga konsumsi, nilai tukar sama dengan 100 berarti
pembudidaya mengalami impas kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan
harga konsumsi dan nilai tukar lebih kecil dari 100 berarti pembudidaya mengalami
defisit kenaikan harga produksi lebih kecil daripada kenaikan harga konsumsi.

Realisasi capaian dengan indikator Nilai Tukar Pembudidaya lkan telah
melampaui target yang ditetapkan terealisasi sebesar 99.98 dari target sebesar
99.95. Kenaikan harga komoditas ikan hasil budidaya air tawar dan komoditas ikan

hasil budidaya air payau merupakan penyumbang kenaikan pendapatan yang
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diterima oleh pembudidaya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan
pemerintah sektor bidang perikanan budidaya yang lebih fokus pada budidaya tawar
dan payau tepat sehingga NTPi terus mengalami kenaikan.

Data peningkatan produksi perikanan budidaya sampai dengan tahun 2021

secara lebih lengkap disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 22
Produksi Perikanan Budidaya
Produksi (Ton)
NO Sub Sektor
2017 2018 2019 2020 2021
1 Perikanan 37,345.97 39,304.73 40,303.07 41,490.52 | 42,724.24
Budidaya
- Tambak 16,995.18 17,944.05 18,399.83 18,941.51 15,316.36
- Kolam 20,250,20 | 21,259,50 21,799,49 2244228 | 27,297.90
- Keramba 100.59 101.18 103.75 106.73 109.98

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin, 2021

Penyebab kenaikan ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan bantuan
pemerintah pakan mandiri, excavator, bantuan benih dan induk unggul, bantuan
prasarana dan kebijakan lainnya yang menjadi pemicu naiknya harga jual ikan
budidaya dan menekan biaya produksi perikanan budidaya. Kendala dalam
pencapaian NTPi diantaranya adalah harga pakan yang cukup tinggi sementara

pakan merupakan komponen utama dalam biaya produksi (60-70%).

Gambar 3.19
Nilai Tukar Pembudidaya lkan (NTPi)
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Pada Triwulan | dan Il Nilai Tukar Pembudidaya lkan (NTPi) sangat rendah
karena rendahnya hasil jual dan produksi ikan yang belum melimpah yang
dipengaruhi musim atau perubahan cuaca yang ekstrim dimana terjadi perubahan
suhu yang signifikan. Dengan adanya perubahan suhu 2 atau 3 derajat dapat
menurunkan nafsu makan ikan, secara tidak langsung daya tahan tubuh ikan jadi
lemah, mudah dimasuki parasit dan bakteri, selain itu pasokan air juga minim
sehingga mempengaruhi produktivitas ikan. Pada Triwulan Il dan IV Nilai Tukar
Pembudidaya lkan (NTPi) mengalami kenaikan seiring meningkatnya ketersediaan
benih ikan yang masih tinggi dan kondisi musim yang sangat mendukung karena
suhu cuaca masih stabil. Naiknya harga kebutuhan pokok sebagai akibat dari
semakin melemahnya nilai rupiah dan dampak dari Covid 19 memberikan
kontribusi yang cukup signifikan dalam pencapaian NTPi, akan tetapi pada akhir
tahun 2021 NTPi sudah mencapai angka 99.98 melebihi target yang ditetapkan.
Meskipun belum mencapai 100, namun angka tersebut menunjukkan bahwa hasil
dari pembudidayaan ikan hampir bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup
pembudidaya sehari-hari. Stabilitas harga jual ikan dan harga kebutuhan bahan
pokok dan kebutuhan produksi sangat menentukan dalam peningkatan Nilai Tukar
Pembudidaya lkan (NTPi).

Perdagangan

Daerah—daerah di Indonesia mempunyai karakteristik yang bermacam-—
macam baik dari segi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, demografi wilayah,
dan aksesibilitasnya terhadap pusat pemerintahan sehingga daerah yang satu
dengan daerah yang lain berbeda—beda.

Perturnbuhan ekonomi sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Banyuasin
dapat dilihat dari seberapa besar kontribusinya terhadap PDRB. Sektor perdagangan
merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan
atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB. Sektor perdagangan terdiri dari
3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran, rumah makan/restoran dan

perhotelan.
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Indikator Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Realisasi capaian dengan indikator Meningkatnya Kontribusi Sektor
Perdagangan terhadap PDRB telah mencapai target bahkan melebihi target yang
ditetapkan. Untuk Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB tahun 2021
terealisasi 101,69% vyaitu kontribusi PDRB sebesar 13,22 melebihi target akhir
RPJMD yang sudah ditetapkan yaitu 13%. Namun menurun dari kontribusi PDRB
tahun 2020 yaitu sebesar 13,4. Persentase ini melebihi target pada tahun 2019 yaitu
12.9% dengan tingkat capaiannya sebesar 99.23%.sedangkan Pada tahun 2018
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB sebesar 12.19% dengan tingkat
capaian 93,77%. Tercapainya realisasi target ini tidak lepas karena Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021 melakukan
pembangunan/Rehabilitasi 3 Pasar melalui dana APBD dan 1 Pasar melalui dana

Tugas Pembantuan dari Kementerian perdagangan.

Tabel 3.23
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di
Table Kabupaten Banyuasin, 2018 —2021

1 2 3 4 5
Pasar/Market 17 17 17 34
Toko/Store 11 10 7 43
Kios/stall 1095 1100 1100 1100
Warung/shop Na Na Na Na

Jumlah pasar di Kabupaten Banyuasin sebanyak 34 unit. Jumlah pasar pada
tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (17 unit). Jumlah

toko pada tahun 2021 sebanyak 43 toko dan jumlah kios sebanyak 1.100 kios.




Sektor Perindustrian

Sektor industri merupakan sektor yang berperan penting bagi perekonomian
Indonesia yang pada tahun 1991 selama pembangunan jangka pendek 1 telah
mengalami perubahan struktur perekonomian yang pada awalnya berbasis sektor
pertanian menjadi sektor industri. Di dalam pelaksanaannya, sektor industri
pengolahan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor
lainnya yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan
menyerap tenaga kerja, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap
input atau bahan dasar yang diolah. Sektor industri pengolahan di Indonesia di satu
pihak memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tertinggi, dan
nilai investasi yang tertanam cukup besar, namun kontribusi tersebut tidak sebanding
dengan daya serap tenaga kerjanya. Sektor industri yang merupakan penyumbang
terbesar PDB hanya mampu menduduki peringkat ketiga dalam menyerap tenaga

kerja setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan.

Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Realisasi capaian dengan indikator Meningkatnya Kontribusi Sektor
Perindustrian terhadap PDRB telah mencapai target 2021 bahkan melebihi target
yang ditetapkan yaitu kontribusi PDRB sebesar 25.88 melebihi target yang sudah
ditetapkan yaitu 24.34%. Namun lebih rendah dari kontribusi PDRB Sektor Industri
pada tahun 2020 sebesar 25.97% dengan target yang sudah ditetapkan yaitu 24%.
Sedangkan target pada tahun 2019 yaitu 25.72%. Capaian tahun 2021 sudah
mencapai target akhir yang ditetapkanyaitu 24,8% dengan capaian 104,35.

PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Banyuasin tahun 2021 sebesar
30.985,98 miliar rupiah. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi
penyumbang PDRB terbesar dengan nilai 10.210,12 miliar rupiah atau 32,95 persen
dari total PDRB tahun 2019. Sektor kedua penyumbang PRDB terbesar adalah sektor
Industri Pengolahan dengan sumbangan sebesar 25,91 persen atau senilai 8.028,24

miliar rupiah.
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Secara total laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar

harga konstan 2010 pada tahun 2021 sebesar 3,84 persen. Laju tercepat pada
tahun 2021 adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor yakni sebesar 7,29 persen

Tabel 3.24
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2017- 2021

1 2 3 4 5 6
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/
Households Consumption Expenditure 2,62 5,01 4,09 -0,89 1,59
Pengeluaran Konsumsi LNPRT/ NPISHs
Consumption Expenditure 4,53 8,18 7,66 -4,74 1,22
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/
Government Consumption Expenditure 4,67 7,99 5,18 -11,84 1,87
Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed
Capital Formation 5,19 4,81 2,35 2,81 -2,34

Perubahan Inventori/ Changes in Inventories

Net Ekspor Barang dan Jasa / Net Exports of Goods and Services

Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product 5,05 5,10 5,22 0,13 3,84

Sumber: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia,

Meningkatnya Realisasi Investasi

Sasaran ini dimaksudkanuntuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
perencanaan, deregulasi penanaman modal dan memfasilitasi kemitraan UMKM
dengan PMA/PMDN yang menunjang percepatan penanaman modal. Hasil
pengukuran capaian kinerja sasaran adalah “Meningkatnya realisasi investasi sesuai
dengan target yang ditetapkan ditetapkan oleh Propinsi Sumatera Selatan untuk
PMA dan PMDN di tahun 2021 sebesar 2 Triliun, maka Kabupaten Banyuasin dapat
memenuhi target tersebut, karena capaian realisasi investasi PMA/PMDN tahun
2021 adalah 2,18 Triliun, atau tercapai 109%. (Target yang ditetapkan adalah target
tahunan), sedangkan target yang ditetapkan dari Kabupaten Banyuasin untuk
realisasi investasi PMA/PMDN s.d tahun 2021 adalah 8,14 Triliun dan tercapai atau
tercapai 6,34 Triliun atau 77,88%.
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Tabel 3.25
Pengukuran Kinerja DPMPTSP
Kabupaten Banyuasin Tahun 2021

No Sasaran Strategis Indikator KinerjaUtama Target Realisasi %
1 Jumlah Investor
Penanaman ModalAsing 4 0 0
(PMA)
2 Nilai Jumlah
Realisasi Investasi 0,793 T 0,115 T 14,50
Penanaman Modal
Asing (PMA)
Meningkatnya Iklim
3 . . Jumlah Investor
Investasi dan Realisasi Penanaman Modal Dalam 4 3 75
Investasi Negeri(PMDN)
4 Nilai Jumlah
Realisasi Investasi 0,710 2,071 T 291
Penanaman Modal Dalam
Negeri
(PMDN)
5 Persentase Peningkatan
Investasi PMA dan 1,50T 2,18 145,33
PMDN

Catatan : berdasarkan target dan capaian realisasi investasi untuk tahun 2021

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja nilai investasi
PMA/PMDN tahun 2021 berdasarkan target tahunan yang telah ditetapkan, belum
mencapai target secara keseluruhan dari yang yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat
dari penambahan realisasi investasi PMA untuk tahun 2021 sebesar 0,115 Triliun
dari target yang ditetapkan 0,793 Triliun atau hanya tercapai 14,5 %, namun untuk
PMDN, Kabupaten Banyuasin mencapai over target yaitu 2,071 Triliun dari target
0,710 Triliun atau mencapai 291% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan

dengan target akhir renstra sebesar 26.1 T maka pencapaian nya sebeasr 156.36%.
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Tabel 3.26
Perbandingan dengan Target Akhir Renstra

L KjIP
| FrbuATEN DA ZoZ T

No Sasaran Strategis

Indikator
Kinerja Utama

Realisasi s.d
Tahun 2021

Target Akhir
RENSTRA
2023

Capaian
(100%)

Meningkatnya Iklim
Investasi

3 dan Realisasi
Investasi

Jumlah Investor
Penanaman
Modal Asing
(PMA)

50

66

75,75

Nilai Jumlah
Realisasi
Investasi
Penanaman
Modal Asing
(PMA)

4,26 T

4,64 T

91,81

Jumlah Investor
Penanaman
Modal Dalam
Negeri

(PMDN)

58

46

126

Nilai Jumlah
Realisasi
Investasi
Penanaman
Modal

Dalam Negeri
(PMDN)

485T

541T

89,64

Persentase
Peningkatan
Investasi PMA
dan

PMDN

6,34 T

10,55

60,09

Dari table diatas dapat dilihat hasil capaian kinerja sampai dengan tahun 2021

dibanding target yang telah ditentukan sampai akhir RENSTRA. Dari tabel dapat

dilihat untuk jumlah investor PMA sudah mencapai 75,75% dari target yang telah

ditentukan, untuk PMDN sudah over target yaitu 125%. Sedangkan untuk realisasi
investasi PMA telah tercapai 91,81% dan PMDN 89,64%, sedangkan untuk realisasi
investasi PMA dan PMDN sudah mencapai 60,09% dari target akhir RENSTRA yang

telah ditetapkan.
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Nilai/Realisasi Investasi

Nilai/Realisasi investasi adalah jumlah modal yang telah ditanamkan suatu
perusahaan/investor, untuk pembangunan proyek investasi berdasarkan izin prinsip
yang dimilikinya. Nilai realisasi investasi dihitung berdasarkan Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM) mengacu pada periode pelaporan. (Sesuai dengan
Peraturan Kepala BKPM Nomor Peraturan BKPM Nomor 14 tahun 2020 tentang
Pelaksanaan dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Adapun
hasil analisa secara umum terhadap pencapaian kinerja tahun 2021 dari indikator
kinerja utama dari sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin dibandingkan dengan tahun sebelumnya
dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.27
Realisasi Investasi di Kabupaten Banyuasin

Tahun

No Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021

Target Realisasi| Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1. Jumlah Investor 21 15 153 15 13,33 4 0
Penanaman Modal
Asing (PMA)

2. Nilai Jumlah 1,287 T 0,246 T 22,9 0,410T 36,9 0.793T 14,50
Realisasi Investasi
Penanaman Modal
Asing (PMA)

3. Jumlah Investor 9 6 522 6 66,6 4 3
Penanaman Modal
Dalam Negeri
(PMDN)

4. Nilai Jumlah 0,858 T 1,144 T 132,86 T 1,176 T 103,14 T 0,710 T 291
Realisasi Investasi
Penanaman Modal
Dalam Negeri
(PMDN)

Catatan : Diisi berdasarkan target akumulasi s/d 2021

Capaian beberapa indikator pada tahun 2021 mengalami penurunan dari
tahun sebelumnya yaitu indikator Jumlah Investor baik PMA maupun PMDN. Halini
disebabkan karena masih pandemi sehingga belum ada investor terutama yang
PMA untuk berinvestasi di Kabupaten Banyuasin. Selebihnya tidak mengalami

perubahan.




Dilihat dari Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target

nasional untuk realisasi investasi PMA dan PMDN bagi Kabupaten Banyuasin pada
tahun 2021 ditetapkan sebesar 2 Triliun, sedangkan realisasi investasi PMA dan
PMDN yang telah dicapai pada tahun ini adalah sebesar 2,186 T, dengan persentase
capaian adalah 109,30 %.

Rata-rata capaian sasaran ‘Meningkatnya iklim investasi dan realisasi

investasi sebesar 152,52% didukung oleh capaian indikator:
Target Indikator Kinerja ‘Jumlah Investor pada Tahun 2021 adalah 3 investor PMDN,
realisasi 3 investor dan capaiannya 75%. Investor terdiri dari 0 Penanaman Modal
Asing (PMA) dengan jumlah tenaga kerja 143, dan 3 Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) yang terdiri dari 245 tenaga kerja. Tidak tercapainya jumlah investor
PMA dari target yang ditetapkan dapat disebabkan oleh pandemik covid -19
sehingga masih terbatasnya jumlah investor untuk berinvestasi di Kabupaten
Banyuasin. Target Indikator Kinerja ‘Nilai Realisasi Investasi PMA’ sampai dengan
Tahun 2021 adalah Rp 4,26 Triliun, terealisasi Rp 1,498 Triliun dengan capaiannya
34%. Dapat dilihat untuk capaian realisasi investasi PMA belum tercapai dari target
yang ditetapkan, Hal tersebut dapat disebabkan karena masih mewabahnya
pandemic yang terjadi hampir di seluruh dunia sehingga capaian untuk realisasi
PMA masih sangat kecil. Hal ini berbanding terbalik dengan capaian realisasi
investasi PMDN, Target Indikator Kinerja ‘Nilai Realisasi Investasi PMDN’ sampai
dengan tahun 2021 adalah Rp 3,88 Triliun, dan realisasi investasi yang telah dicapai
sampai dengan tahun ini adalah Rp 4,85 Triliun atau telah melewati target
sebesar 125%.

Sasaran ini salah satunya dicapai melalui kegiatan promosi dan pameran
investasi, yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik penanam modal melalui
promosi potensi daerah dan kegiatan pengendalian dan pelaksanaan penanaman
modal. Pada tahun 2021 pameran investasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
Kegiatan pameran investasi yang diikuti adalah INFRADA SUMSEL KE 3 TAHUN
2021 yang dilaksanakan di PTC Mall Palembang dari tanggal 27 Oktober s.d 30
Oktober 2021 dan pameran SUMSEL EXPO 2021 yang dilaksanakan tanggal 2 s.d 5
Juli 2021 dengan alokasi anggaran Rp. 120.000.000,00. Sedangkan untuk kegiatan

Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan dengan 3 sub kegiatan
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yaitu Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan dimana sumber dana untuk
pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
dari Kementrian Investasi atau BKPM RI tahun anggaran 2021 berjumlah Rp.
326.122.000,00.

Rasio Penduduk yang berkerja

Realisasi indikator kinerja Rasio Penduduk yang bekerja pada Tahun 2021
adalah 96.18 % dari target sebesar 96.18 % dengan persentase capaian target
sebesar 100.00 %. Data ini diperoleh dari Jumlah Penduduk yang bekerja
(401.480 Orang) dibanding dengan Jumlah Angkatan Kerja (417.421 Orang) x 100 %.
Dilihat dari data yang diperoleh terjadi peningkatan Jumlah penduduk yang bekerja
sebanyak 401.480 orang pada tahun 2021, untuk angkatan kerja juga terjadi
Penurunan sebanyak 417.421 orang ditahun 2021. Dengan demikiantarget
meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dapat tercapai sesuai target. Tahun
2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin akan
melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
dengan adanya kegiatan tersebut di harapkan kan dapat meningkatkan Rasio
Penduduk yang Bekerja. Bila dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun
sebelumnya dengan tren menurun sudah mengalami peningkatan. Untuk target akhir
tahun periode RENSTRA sebesar 96.51 % masih bisa di capai..

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka

Realisasi indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2021
adalah 3.82 % dari target sebesar 3.82% dengan persentase capaian target sebesar
100.00%. Data ini diperoleh dari Jumlah Pengangguran (15.941 Orang) dibanding
dengan Jumlah Angkatan Kerja (417.421 Orang) x 100%. Untuk Target kinerja dan
capaian kinerja tahun 2021 masih Sdah tercapai. Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin akan melaksanakan kegiatan Pelaksanaan
Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dengan adanya kegiatan tersebut
diharapkan dapat mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka. Bila dibandingkan
dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya dengan tren menurun sudah

mengalami peningkatan. Untuk target akhir tahun periode RENSTRA sebesar 3.49%

SRt ATl s TP ——— 87




masih bisa di capai. Adapun pelatihan yang dilakukan adalah Pelatihan Berbasis

Kompetensi. Pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakandi Balai Latihan Kerja
Kabupaten Banyuasin, peserta pelatihan diajarkan berbagai macam kompetensi
yang terdiri daripelatihan  menjahit, Pelatihan Otomotif, Las dan Tata
Rias Kecantikan kemudian ada juga pelatihan Komputer. Pelatihan yang
diselenggarakan Balai Latihan Kerja Kabupaten Banyuasin mentargetkan
pesertanya tidak hanya dari Tamatan sekolah menengah atas (SMA) akan tetapi
semua warga Kabupaten Banyuasin yang ingin memiliki keterampilan diharapkan
agar mendaftar menjadi peserta pelatihan. Setelah pelatihan para peserta akan di uiji
kompetensinya, ujian ini sangat penting guna mengetahui tingkat kompetensi yang
dimiliki peserta pelatihan. Sehingga nantinya peserta pelatihan mempunyai keahlian
yang dapat di aplikasikan di dunia kerja atau pun usaha mandiri, sehingga para
peserta pelatihan dapat mengurangi pengangguran yang ada. Bila dibandingkan
dengan realisasi dan capaian tahunsebelumnya mengalami penurunan. Untuk target

akhir tahun periode RENSTRA masih bisa tercapai.

Gambar 3.20
Peserta Pelatihan Menjahit
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Gambar 3.21
Peserta Pelatihan Las

Gambar 3.22
Peserta Pelatihan Komputer

Gambar 3.23
Peserta Pelatihan Salon Kecantikan

Gambar 3.24
Peserta Pelatihan Otomotif




Persentase Pemanfaatan Inovasi Unggulan Daerah

Bappeda Litbang sendiri menunjang 1 sasaran yaitu Bangkit Daya Saing
Produk Daerah. Indikator dalam sasaran ini adalah persentase pemanfaatan inovasi
unggulan daerah. Tahun 2021 target yang harus dicapai Bappeda Litbang
Kabupaten Banyuasin dalam hal Inovasi sebesar 70%. Target Tahun 2021 lebih
besar dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2020 Target capaian Persentase
Pemanfaatan Inovasi Unggulan daerah hanya 55%.

Dapat diketahui juga pada tahun 2021, capaian Persentase Pemanfaatan
Inovasi Unggulan daerah telah mencapai target yang telah ditentukan. Nilai realisasi
didapat dari Jumlah inovasi Daerah yang mengikuti lomba dibagi dengan jumlah
Inovasi Daerah Yang telah dilaksanakan. Dari 55 Inovasi yang ada, 44 inovasi telah

mengikuti lomba. Adapun Inovasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28
Inovasi PD Kabupaten Banyuasin Tahun 2021
NO INOVASI
1 Si-Bangkit (Sistem Informasi Basis Data Analisis Penanggulangan Kemiskinan)
2 Si-Risda (Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah)
3 SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangun)
4 Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS)
5 Si-Cantik
6 Penggunaan Mesin Absensi Finger Print
7 IKAN PATIN (Inovasi Kemudahan Pelayanan Pajak (PBB-P2) Tepat dan Terintegrasi

8 SIKEPANG (Sistem Informasi Ketahanan Pangan)

9 SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)

10 Sembilang Smart City

Pemanfaatan limbah vegetasi hasil pembukaan lahan menjadi asap cair menggunakan

" alat pembuat asap cair

12 E-Votting (Sistem Pemungutan Suara Berbasis Elektronik)

13 Pelayanan Keluarga Berencana




14 P2TP2A (Sistem Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak)

15 Si-Tarung  Betuah (Sistem Informasi Tata Ruang Betuah)

16 Paten (Pelayanan Satu Pintu)

17 BEGEMAT (Bantuan Untuk Keluarga Kematian)

18 BERENAK (Bantuan Melahirkan Emak Dan Anak)

19 DESA WISATA, DESTINASI WISATA DAN POTENSI DESTINASI PARIWISATA
KABUPATEN BANYUASIN

20 Job Fair (Bursa Tenaga Kerja)

21 BUK SAMING (Buka Pelayanan Sabtu Dan Minggu)

22 Jemput Bola, Rekam Cetak KTP eL Langsung di Tempat (JAM KUNCI)

23 Banyuasin Job Fair

o4 LEPAT (Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan dengan Layanan Ojek
Paten)

25 DISHUB GOES TO SCHOOL

26 Kader Gigi Lansia (KAGISIA)

27 Taman Selfie Putri Wisata

28 Ecoprint Permata Sriwijaya
PEMANFAATAN APLIKASI MEDIA SOSIAL SEBAGAI INOVASI PELAYANAN

29 PERENCANAAN DAN INOVASI DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN
BANYUASIN

30 SAP-PBB (Sistem Administrasi Pelayanan - Pajak Bumi dan Bangunan

31 LAYANAN ANTAR JEMPUT PERIZINAN ELEKTRONIK MOBIL AKSES KELILING
SEDERHANA (Lampu Petromaks)

32 P2TS (Pusat Pelayanan Terpadu Sembilang)

33 SIMBPHTB (Sistem Informasi Managemen Beaperolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan)

34 SIMPADA (Sistem Informasi Pendapatan Daerah)

35 SIMPEG (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Tahun 2019)

36 PRO BUMDES

37 Pakan Mandiri

38 SI-MANIS (Siswa Membaca dan Menulis)

39 PRODESGA (Program Desa Siaga Bencana Karhutla Pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Banyuasin)

40 PEKAN MURAH DAHSAT (Puskesmas Mekar Sari)
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41 Medical Cek Up

42 Produk Olahan Herbal

43 Perpustakaan Digital Kabupaten Banyuasin

44 Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

45 Sistem Informasi Manjemen Objek Pajak (SISMIOP)

46 Sistem Informasi Pendapatan Daerah SIMDA

47 Kader Eksklusif Puskesmas Betung Kota

48 Gerebek Masjid Betung Kota

49 DIVA Puskesmas Betung Kota

50 Logo Pariwisata Kabupaten Banyuasin

51 Minyak Serai Desa Taja Raya

52 Geli Sejiwa Puskesmas Talang Jaya Betung

53 Kader Akting Posyandu Puskesmas Sembawa

54 IBU ISA MANIS Puskesmas Pangkalan Balai

55 PMT Sehati Puskesmas Gasing

Sumber : Bappeda Litbang Kab Banyuasin 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah
serta berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian
Pemberian dan Penghargaan atau Insentif Inovasi Daerah telah mengamanatkan
kepada Kemendagri untuk melakukan pengukuran indeks inovasi daerah. Innovative
Government Award (IGA) 2021 merupakan salah satu cara dalam melaksanakan
pengukuran indeks tersebut. Dari 55 Inovasi daerah yang telah dilaksanakan, hanya
40 inovasi yang di ikut sertakan dalam mengikuti lomba Innovative Government
Award (IGA) Tahun 2021 dan mendapatkan penghargaan dengan kategori terinovatif.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Pusat,
terhadap semangat dan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dengan cara-cara inovatif.




Adapun Inovasi Daerah Yang mengikuti lomba Innovative Government Award
(IGA) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29
Inovasi PD yang Mengikuti Lomba
pada Tahun 2021

NO INOVASI
1 Si—Bgngkit (Sistem Informasi Basis Data Analisis Penanggulangan
Kemiskinan)
2 Si-Risda (Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah)
3 SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangun)
4 Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS)
5 Si-Cantik
6 Penggunaan Mesin Absensi Finger Print
7 IKAN PATIN (Inovasi Kemudahan Pelayanan Pajak (PBB- P2) Tepat dan Terintegrasi
8 SIKEPANG (Sistem Informasi Ketahanan Pangan)
9 SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)
10 Sembilang Smart City
11 Pemanfaatan limbah yegetasi hasil pembukaan lahan menjadi asap cair menggunakan
alat pembuat asap cair
12 E-Votting (Sistem Pemungutan  Suara Berbasis Elektronik)
13 Pelayanan Keluarga Berencana
14 P2TP2A (Sistem Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak)
15 Si-Tarung Betuah (Sistem Informasi Tata Ruang Betuah)
16 Paten (Pelayanan Satu Pintu)
17 BEGEMAT (Bantuan Untuk Keluarga Kematian)
18 BERENAK (Bantuan Melahirkan Emak Dan Anak)
19 Desa Wi;ata, Destinasi Wisata Dan Potensi Destinasi Pariwisata Kabupaten
Banyuasin
20 Job Fair (Bursa Tenaga Kerja)
21 BUK SAMING (Buka Pelayanan Sabtu Dan Minggu)
22 Jemput Bola, Rekam Cetak KTP eL Langsung di Tempat (JAM KUNCI)
23 Banyuasin Job Fair
o4 LEPAT (Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan

dengan Layanan Ojek Paten)




25 DISHUB GOES TO SCHOOL

26 Kader Gigi Lansia (KAGISIA)

27 Taman Selfie Putri Wisata

28 Ecoprint Permata Sriwijaya

o9 Pemanfaatan Aplikasi Media Sosial Sebagai Inovasi Pelayanan Perencanaan Dan Inovasi
Daerah Pada Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin

30 SAP-PBB (Sistem Administrasi Pelayanan - Pajak Bumi dan Bangunan

31 Layanan Antar Jemput Perizinan Elektronik Mobil Akses Keliling Sederhana (Lampu
Petromaks)

32 P2TS (Pusat Pelayanan Terpadu Sembilang)

33 SIMBPHTB (Sistem Informasi Managemen Beaperolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

34 SIMPADA (Sistem Informasi Pendapatan Daerah)

35 SIMPEG (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Tahun 2019)

36 PRO BUMDES

37 Pakan Mandiri

38 SI-MANIS (Siswa Membaca Dan Menulis)

39 PRODESGA (Program Desa Siaga Bencana Karhutla Pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Banyuasin)

40 PEKAN MURAH DAHSAT (Puskesmas Mekar Sari)

Sumber : Bappeda Litbang Kab Banyuasin 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 55 Inovasi yang masuk, hanya 40 inovasi

yang di ikursertakan dalam perlombaan Innovative Government Award (IGA) Tahun

2021. Jumlah inovasi yang mengikuti lomba ditahun 2021 lebih banyak dibandingkan

dengan tahun sebelumnya yaitu di tahun 2020 terdapat sebanyak 26 inovasi dan
hanya 15 Inovasi yang mengikuti lomba.
Tabel 3.30
Capaian IKU Kabupaten
Capaian
Indikator Kinerja Tahun 2021
Uraian — -
Satuan Target Realisasi Capaian
%
Bangkit Persentase % 70 72.72 102.85
Daya Saing Pemanfaatan
Produk Inovasi
Daerah Unggulan
Daerah
Sumber : Bappeda Litbang Kab Banyuasin 2021
V4
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Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Persentase Pemanfaatan
inovasi unggulan daerah sebesar 72.72 %. Nilai ini didapat dari Jumlah inovasi
Daerah yang mengikuti lomba dibagi dengan jumlah Inovasi Daerah Yang telah
dilaksanakan. Jumlah inovasi yang dilaksanakan sebanyak 55 inovasi dan yang
mengikuti lomba sebanyak 40 inovasi. Dengan nilai realisasi tersebut, maka target
Pemanfaatan inovasi unggulan daerah tercapai dengan nilai capaian 102.85 %. Nilai
capaian tahun 2021 lebih kecil dibandingkan dengan nilai capaian tahun sebelumnya
tahun 2020. Dengan kata lain walaupun capaian di tahun 2021 turun dibanding tahun
2020, hal ini dikarenakan target yang akan dicapai lebih besar dibandingkan tahun
2020 dan jumlah inovasi yang dilaksanakan juga lebih banyak dibanding tahun
sebelumnya.

Pada tahun 2021, Kabupaten banyuasin mendapatkan penghargaan dengan
kategori Kabupaten/Kota terinovatif penghargaan Innovative Government Award
(IGA), selain itu kabupaten banyuasin juga mendapatkan penghargaan Peringkat |
atas Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Lokus dalam Pelaksanaan Konvergensi
Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2020. Dari dua penghargaan tersebut, dapat dikatakan Kabupaten Banyuasin
memiliki berbagai inovasi yang dapat membanggakan. Hal ini tidak terlepas atas

semua bantuan serta kerja sama khususnya antar OPD di Kabupaten Banyuasin.

Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata

Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan

untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini.

Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling
tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan

definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia.

Banyak negara bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai
sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada
wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu

strategi yang dipakai oleh Pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu

WMM SM 9o



https://id.wikipedia.org/wiki/Perjalanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Rekreasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Liburan
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Pariwisata_Dunia
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Non-Pemerintah

sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang

dan jasa.

Menurut Undang Undang Nomor 10/2009 tentang Kepariwisataan, yang
dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang
didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat,

pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.31
Nama Objek Wisata dan Jenis Objek Wisata
di Kabupaten Banyuasin Tahun 2021

1 2
Desa Wisata Marga Sungsang Alam
Desa Wisata Sungsang | Alam, Buatan, Kuliner Dan Budaya
Desa Wisata Sungsang |l Alam, Buatan, Kuliner Dan Budaya
Desa Wisata Sungsang |l Alam, Buatan, Kuliner Dan Budaya
Desa Wisata Sungsang IV Alam, Buatan, Kuliner Dan Budaya
Taman Nasional Sembilang Alam
Danau Tanah Mas Buatan
Desa Wisata Lalang Sembawa Alam Dan Buatan
Monumen Front Langkan Sejarah
Tugu Sejarah Silk Air Buatan
Pulau Pejaye Alam
Bom Berlian (Rawa Buaye) Alam
Hutan Gemampo Alam
Alun-Alun Kota Pangkalan Balai Buatan
Suaka Maega Satwa Padang Sugihan Buatan
(Penangkaran Gajah)
Taman Rekreasi Lembayung Buatan

ada Tahun 2021 Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten
Banyuasin Ditargetkan Sekitar 2400, dari data Kunjungan Wistawan andalan yang
berada di Kabupaten banyuasin tahun 2021 jumlah Kunjungan wisata sebanyak
3.374 Orang. Capaian ini bisa dikatakan baik karena mengingat indonesia sedang
dilanda pademi covid-19 sehingga menurunkan minat kunjungan wisatawan disatu
sisi kebutuhan akan wisata alam dan Flora Fauna di daerah - daerah yang dinilai

tidak terlalu berdampak akibat pandemi meningkat.

WMME‘M 96




LKjIP

Tabel 3.32
Kunjungan Wisatawan yang ada di Kabupaten Banyuasin
N N Desti X Tahun 2021
° Wa_m? esﬁmam Jan Feb Mart Apr Mei Jun Jul Agst Sep Okt Nov Des
N A N A N A N Al N [ A N A N A N A N A N A N N
1 Desa Wisata 0 112 0 0 0 5] 0 6 of 0 0 0 0 6 0 8 4 14 0 23 0 28 0 50
Sungsang
2 Taman Nasional 0 4 0 100 0 3 0 7 of 0 0 0 0 10 0| 100 0 100 0 80 0| 200 0 150
Sembilang
3 Desa Wisata 0 100 0 10 0 12 0 6 of 0 0 5 0 6 0 43 0 100 0] 33 | 0Of 135 0 500
Sungsang |
4 Desa Wisata 0 55 0 13 0 16 0 12 of 0 0 7 0 15 0 74 0 150 0] 100 | Of 212 0 400
Sungsang IV
Total 0 371 0 123 0 36 0 31 of 0 0 12 0 37 0| 192 4 364 0| 533 | 0| 575 0 1100

Total Kunjungan 4 (Empat) Orang

Wistawan
Total Kunjungan Wisnus 3.374 (Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat) Orang
A: Wisman
N: Wisnus
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3.1.6 Analisa Capaian Kinerja Tujuan 6 Mewujudkan Pembangunan

Berkelanjut.

Capaian Kinerja Tujuan 6 dengan 2 sasaran :

Tujuan . Mewujudkan Pembangunan Berkelanjut
Indikator Tujuan  : Pencapaian Indikator SDGs
Sasaran : 1. (Bangkit Infrastruktur dan Pembangunan Perdesaan)

Meningkatnya Infrastruktur Yang Baik, Merata,
Berwawasan Lingkungan dan Naiknya Status Desa.
2. (Bangkit Kualitas Lingkungan Hidup) Meningkatnya

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Resiko

Bencana.
RPJMD
Indikator Sasaran Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target | Capaian
SeivEm Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
L. Tahun L. Tahun L. Tahun L. Tahun
Realisasi 2018 (%) Realisasi 2019 (%) Realisasi 2020 (%) Realisasi 2021 (%)

Tujuan 1: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan

1.

Pencapaian Indikator SDGs

Rata-Rata Capaian

Kinerja
RPJMD
Indikator Sasaran Target | Capaian | Target | Capaian | parger | Capaian Target | Capaian
SEER Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja

L Tahun L Tahun L Tahun L Tahun
Realisasi 2018 (%) Realisasi 2019 (%) Realisasi 2020 (%) Realisasi 2021 (%)

Sasaran: (Bangkit Infrastruktur dan Pembangunan Pendesaan) Meningkatnya Infrastruktur Yang Baik, Merata, Berwasan Lingkungan dan

Naiknya Status Desa

1. | Persentase
Jalan 54,59 64,14 83,67 61,70
Kabupaten % 99,96 75,90 74,96 103,21
Dalm  Kondisi 54,57 56,42 62,72 63,68
Baik

2. | Persentase 97,11 97,60 98,57 98,71
DemiERE % 107,90 115 100,30 100,29
Dalam  Kondisi 100 97,71 98,87 99,00
Baik

3. | Cakupan 183.226 183.226 186.226 86,80
Rumah  Layak | Rymah 100 102 102,36 103
Huni 184.02 186.803 190.617 86,83

4. | Persentase 40 55 60 47
ggpﬁ;s‘l‘;k ar | % 85,87 74,16 74,33 111,83
. 68,70 40,79 44,60 52,56
Minum

5. | Cakupan Layak 71,90 75,50 79,27 83,23
Telekomunikasi % ! 19,76 ! 21,71 ’ 22,06 ! 116,94

14,21 16,39 17,49 97,33
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6. | Persentase
Irigrasi
Kabupaten
Dalam Kondisi
Baik

%

73

7,91

98,88

80

72,27

83

90,33

74,13

89,31

76

87,61

115,28

7. | Jumlah
Sangat
Tertinggal
Tertinggal
Menjadi Desa
Berkembang

Desa

dan

Desa

103

131

183

139,69

159

128,30

204

187

205

109,63

Rata-Rata Capaian
Kinerja

108,17

Sasaran : (Bangkit K
Bencana

ualitas Lingkungan Hi

dup) Meningkatnya Pengelolaan Lin

gkungan Hi

dup dan Pengelolaan Resiko

1. | Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup (lklh)

Indeks

56,74

56,02

98,73

57

68,49

59

120,17

65,04

110,24

64,04

64,32

100,44

2. | Persentase
Menurunnya
Indeks Resiko
Bencana

%

6,90

115

624.84

37.49

24,46

407,67

Rata-Rata Capaian

Kinerja

254,05

Indikator sasaran pada Misi empat Meningkatkan Nilai tambah sumber daya

alam, sumber daya ekonomi menujuh banyuasin yang sejahtera.

Indikator dalam rangka menigkatkan atau mendukung tujuan ke enam adalah

Komitmen Penerapan SDGs dalam Program dan Kegiatan di Pemerintah Kabupaten

Banyuasin.

Pelaksanaan SDGs Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 disusun dengan

mempertimbangkan arah pembangunan RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2019-

2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun

2019-2023.

Sejalan dengan penyusunan RPJMD 2018-2023, telah disusun Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang pada prinsipnya untuk mengutamakan

SDGs dalam RPJMD.
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Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs,
Pemerintah Kabupaten Banyuasin, sebagaimana pemerintah pusat berketetapan
untuk menjadikan SDGs sebagai suatu “gerakan bersama” dalam mencapai
masyarakat yang lebih sejahtera.

Sebagaimana Pemerintah Daerah, yang tidak hanya berkomitmen
melaksanakan, namun bertekad menjadi pelopor (pioneer) dan teladan (role model)
dunia pelaksanaan SDGs dalam upaya transformasi peradaban global yang lebih
adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan kebijakan
bebas dan aktif dikancah dunia, maka Kabupaten Banyuasin sebagai salah satu
kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga berkomitmen untuk
melaksanakan dan mencapai SDGs. Dari tujuan enam yakni Mewujudkan

Pembangunan Berkelanjut dengan Indikator didalamnya yaitu:

Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Panjang jalan di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2021 adalah 1.309,74 km
yang terdiri dari jalan negara sepanjang 61 km, jalan provinsi sepanjang 50,14 km,
dan jalan kabupaten sepanjang 1 198,60 km. Jenis permukaan jalan terdiri dari jalan
aspal sepanjang 292,34 km, kerikil sepanjang 388,44 km, tanah sepanjang 253,76
km, dan lainnya sepanjang 375,2 km.

Pada tahun 2021 jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah
763,28 km dari panjang seluruh jalan kabupaten 1198,60 km. Target tahun 2021
sebesar 61,70 % terealisasi 63,68% capaian pada indikator ini sebesar 103,21%
dengan nilai baik. Pada tahun 2020 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
sebesar 727,17 km, tahun 2021 menjadi sebesar 763,28 km, jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya ada peningkatan sebesar 36,11 km, jika dibandingkan
dengan tahun awal periode Renstra yaitu tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar
134,25 km.

Meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan
kecepatan >40 Km/Jam disebabkan adanya peningkatan pembangunan dan

peningkatan jalan di setiap tahunnya.

SRR AUl Sk TP e — 700




HAMTURSIN

L":i

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan
tahun 2021 dengan taget jangka menengah dokumen Renstra, realisasi capaian
dengan indikator kinerja persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
pada tahun 2021 adalah 63,68% Realisasi ini jika dibandingkan dengan target di
akhir Renstra masih jauh dari target karena target pada tahun Renstra 2023 sebesar
69,40%. Dengan demikian persentase capaian jika dibandingkan tahun 2021
sebesar 63,68% Indikator ini didukung oleh Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan dan Program Rahabilitasi Jalan dan Jembatan.

Tabel 3.33
Meningkatnya Kualitas Jalan di kabupaten Banyuasin

Realisasi Kinerja Capaian Kinerja

Indikator Satu an — — Re_?liEaSi —
ahun ahun ahun ahun
Tahun 2019 Tahun 2020 2021 2019 2020 2021
Persentase Panjang
jalan dalam kondisi baik % 56,42 62,75% 63,68 % 75,90 75% | 103,21%

Gambar 3.25
.Persentase Panjang Jalan menurut tingkat kewenanganan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Kabupaten/
Regency 91%

N

Negara/State5%

Provinsi/
Province4%

Persentase Dermaga Dalam Kondisi Baik

Indikator Persentase Dermaga dalam kondisi mantap di Kabupaten
Banyuasin Realisasi indikator kinerja Persentase Dermaga dalam kondisi mantap di
Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 adalah 98,71% dengan persentase capaian

target sebesar 99,00%. Data capaian ini diperoleh dari Jumlah Dermaga di
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Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 sebanyak 27 unit dibanding Total
Kebutuhan dermaga di kabupaten Banyuasin sampai Tahun 2021 sebanyak 27 unit
hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan.
Jika dibandingkan realisasi persentase dermaga sungai diKabupaten Banyuasin
Tahun 2015-2019 dengan Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan di
tahun 2020. Tahun 2014 pembangunan dermaga sungai di kabupaten Banyuasin
berjumlah 48 unit Tahun 2015 pembangunan dermaga sungai di kabupaten
Banyuasin berjumlah 66 unit, Tahun 2016 pembangunan dermaga sungai di
kabupaten Banyuasin bertambah 10 unit, Tahun 2017 pembangunan dermaga
sungai di kabupaten Banyuasin bertambah menjadi 16 unit. Tahun 2019
pembangunan dermaga sungai di kabupaten Banyuasin bertambah menjadi 20 unit
Tahun 2020 pembangunan dermaga sungai di kabupaten banyuasin bertambah
menjadi 35 unit Tahun 2021 pembangunan dermaga sungai di kabupaten banyuasin
menjadi 27 unit. Hal ini dikarenakan Wilayah Kabupaten Banyuasin yang sebagian
berada di wilayah perairan sehingga kebutuhan aktivitas transportasi untuk
masyarakat di perairan Kabupaten Banyuasin yang melakukan bongkar muat
barang dan naik turun penumpang sangat besar, untuk itulah Dinas Perhubungan
Tahun 2021 melakukan penambahan jumlah pembangunan dermaga di Kabupaten
Banyuasin dengan dana APBD maupun Dana Alokasi Khusus. Sampai dengan
Tahun 2021 Jumlah Keseluruhan Dermaga yang ada di Kabupaten Banyuasin

Berjumlah 198 unit.

Tabel 3.34
Dermaga yang ada di Kabupaten Banyuasin
Tahun
No Pembangunan Lokasi Sumber Dana Jumlah
Dermaga

1 2012 1. Desa MuaraPadang APBN DAK 7 unit
2. Desa Tirtomulyo Kementrian PDT dan
3. Desa Pulau Rimau APBD Da.na
4. Merah Mata Tahap 3 (Lanjutan) PRI
5. Kecamatan Tungkal llir
6. Desa Upang karya jalur 10
7. Desa Jalur 19 Tanjung Lago
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Sungai Bungin(Lanjutan) APBD 4 unit
Desa Banyu Urip Kec. TanjunglLago

Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasinll
Desa Saleh Mulya Jalur 8 Kec. Air Saleh

Hwnh =

2 2013 BesalBorang APBD 6 unit

Desa Sejagung

Desa Sungsang

Desa KentenLaut

Desa UjungTanjung

Desa Rambutan (Lanjutan)
Kecamatan Sumber Marga Telang

G S CR

3 2014 Desa SungaiSemut APBD 10 unit

Desa PendowoHarjo

Desa SalehMukti

Desa Lebung Kec. Rantau Bayur

Desa Sukaraja Kec. Tungkal llir

Desa TerusanKenten

Desa Pagar Bulan Kec. RantauBayur
Desa Air Gading Kec.MuaraPadang
Desa Rimau Sungsang Kec. Banyuasinll
Desa Srijaya Kec.Rantau Bayur

SO oND AN~

=

Dusun 2 Desa Sejagung Kec. Rantau Bayur DID 14 unit
Desa Cendana Kec. Muara Sugihan

Dusun 3 Kec. Muara Sugihan

Dusun | Desa Timbul Jaya Kec. Muara
Sugihan

Dusun Il Desa Timbul Jaya Kec. Muara
Sugihan

Desa Daya Kusuma Kec. MuaraSugihan

£ ORIV

2]

Dusun | Desa Sungai Dua Kec.Rambutan

Kel. Makarti Jaya Kec. MakartiJaya
Dusun | Desa Teluk Tenggulang Kec.
Tungkal llir

10. Dusun Il Desa Sebalik Kec. TanjungLago
11. Desa Rimau Sungsang Kec. Banyuasinl|

©® N

12. Dusun 1 Desa Sejagung Kec. RantauBayur
13. Dusun 5 Desa Sejagung Kec. Rantau Bayur
14. Desa Tanjung Baru Kec. Makarti Jaya

Desa Telok Payo Kec. Banyuasin I RESES DPRD 6 unit
Desa Tirto Mulyo Kec. Makarti Jaya
Desa Sido Makmur Kec. Muara Sugihan
Desa Tirta Harja Kec. Muara Sugihan
RT. 09 Lk. lll Kec. Makarti Jaya

Srijaya Kec. Makarti Jaya

o g AW =

N

Desa Karang Baru Kec. Sumber Marga APBD | 1 unit
Telang (Tahap II)

4 2015 1. Desa Semuntul Kec. Rantau Bayur APBD 6 unit
2. Desa Sidoharjo Jalur 10 Kec. Air Salek
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Desa Purwodadi Kec. Muara Padang

Desa Margo Mulyo Kec. Muara Padang
Dusun Talang Balam Desa Srijaya Kec.
Rantau Bayur

Pesantren Desa Ujung Tanjung Kec.
Banyuasin Il

Dusun 1 dan 2 Desa Juru Taro Kec. Muara
Sugihan

Desa Tirta Harja Kec. Muara Sugihan
Desa Sugi Waras Kec. Muara Sugihan
Desa Daya Kusuma Kec. Muara Sugihan
Desa Teluk Tenggirik Kec. Air Kumbang

DID

5 unit

5 2016

e

N

Pembangunan Tambatan Speedboat/Garasi
Speedboat di Kenten Laut sebanyak 1unit
Pembangunan dermaga/tambatan perahu di
Desa Semuntul Kec. Rantau Bayur
sebanyak 1 unit

Pembangunan dermaga/tambatan perahu di
Desa Muara Padang Kec. Muara Padang
sebanyak 1unit

DAK

3 unit

Pembangunan dermaga/ tambatan perahu
di Desa Upang Mulya Kec. Makarti jaya
sebanyak 1unit

Pembangunan dermaga/tambatan perahu di
Desa Perambahan Kec. Banyuasinl
Pembangunan dermaga/tambatan perahu di
Desa Tirto Harjo Kec. Muara Sugihan
sebanyak 1unit

DID

3 unit

-

. Pembangunan Dermaga di Desa Manggar

Raya Kec. Tanjung Lago sebanyak 1 unit

Dana RESES

1 unit

-

Pembangunan Dermaga/Tambatan Perahu
di Rumah Sakit Pratama Makarti Jaya

Dana CSR
CukaiRokok

1 unit

Pembangunan Jembatan Pelabuhan
Speedboat Sungsang di depan
Puskesmas Rt. 13 LK. || Pasar Makarti
Jaya Kec. Makarti Jaya
Pembangunan dermaga sungai Desa
Sungai Semut Kec. Makarti Jaya

Dana Bantuan
Gubernur

2 Unit

6 2017

- Pembangunan/Tambatan Perahu (DanaDAK):

1.

Pembangunan Tambatan Perahu di
Desa Karang Sari Kecamatan
Banyuasinll

Pembangunan Tambatan Perahu di
Desa Margo Rukun Kecamatan
MuaraSugihan

Pembangunan Dermaga Jalur 21 Muara
Padang Kecamatan MuaraPadang
Pembangunan Dermaga di Desa Mukut
Kecamatan PulauRimau

Pembangunan Dermaga di Depan
Kantor Camat MuaraTelang
Pembangunan Tambatan Perahu di
Desa SidoMulyo Jalur 20 Kecamatan
Muara Padang

Pembangunan Tambatan Perahu di
Desa Jatisari Kecamatan Banyuasinl|
Pembangunan Tambatan Perahu di
Desa Sumber Makmur Kecamatan
Muara Padang

Dana DAK

13 unit

104




9. Pembangunan Tambatan Perahu di
Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber
Marga Telang

10. Pembangunan Tambatan Perahu di
Desa Mukti Jaya Kecamatan
MuaraTelang

11.  Pembangunan Tambatan Perahu di
Desa Telang Jaya Kecamatan
MuaraTelang

12. Pembangunan Tambatan Perahu di
Desa Sido Rejo Kecamatan
MuaraPadang

13. Pembangunan Tambatan Perahu di
Desa Muara Sugihan Kecamatan Muara
Padang

- Pembangunan Dermaga Penyeberangan
(Dana DAK)

1. Pembangunan Dermaga Penyeberangan
di Desa Muara Telang
KecamatanSumber Marga Telang

Dana DAK

1 Unit

- Peningkatan Fasilitas Dermaga(APBD)
1. Pembangunan Gedung Pengawas Perairan
Dermaga Pengumbuk Kecamatan Rantau
Bayur

Dana APBD

1 Unit

- Pembangunan Tambatan Perahu (DanaAPBD)
1. Pembangunan dermaga
pengawasan di Desa Bentayan
Kecamatan Tungkal llir

Dana APBD

1 Unit

7 2018

1.  Pembangunan Tambatan perahu di Desa
Sukatani Kec. Tanjung Lago

2. Pembangunan Tambatan perahu di Desa
Telang Karya Kec. MuaraTelang

3. Pembangunan Tambatan perahu di Desa
Delta Upang Kec. MakartiJaya

4. Pembangunan Tambatan perahu di Desa
Ringin Harjo Kec. PulauRimau

5. Pembangunan Tambatan perahu di Desa
Damar Wulan Kec. Air Salek

6. Pembangunan Tambatan perahu di Desa
Tirta Harja Kec. Muara Sugihan

7. Pembangunan Tambatan perahu di Desa
Telang rejo Kec. MuaraTelang

8. Pembangunan Tambatan perahu di Desa
Manggar Raya Kec. Tanjung Lago

9. Pembangunan Dermaga di Desa Sritiga
Kec. Sumber MargaTelang

10. Pembangunan Tambatan perahu di Desa
Margo Mulyo Kec. MuaraPadang

11. Pembangunan Tambatan perahu di Desa
Purwodadi Kec. Muara Padang

Dana DAK

11 Unit

1. Pembangunan dermaga/ tambatan perahu
di Desa Mekar Mukti Kec. MuaraTelang

2. Pembangunan dermaga/ tambatan perahu
di Desa Teluk Payo Kec. Banyuasinll

3. Pembangunan dermaga/ tambatan perahu
di Ik. | Kel. Makarti Jaya kec. MakartiJaya

4. Pembangunan dermaga/ tambatan perahu
di Desa Tenggirik Kec. AirKumbang

5. Pembangunan dermaga/ tambatan perahu
di Desa Indrapura Kec. MuaraSugihan

6. Pembangunan dermaga/ tambatan perahu

Dana APBD

8 Unit
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di Desa Sementul Kec. RantauBayur

. Pembangunan dermaga/ tambatan perahu

di Desa Sumber Makmur Kec. Muara
Padang

. Pembangunan dermaga/ tambatan perahu

di Desa Sido Mulyo 18 Kec. Muara Padang

- Pembangunan tambatan perahu di Dana Pajak 1 Unit
DesaMuara Sungsang Kec. Banyuasin || Rokok
8 2019 1. Pembangunan Dermaga di Desa Bunga Dana APBD 27 Unit

Karang Kec. Tanjung Lago

2. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa
Muara Baru Kec. Makarti Jaya

3. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa
Upang Ceria Kec. Muara Telang

4. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa
Upang Cemara Kec. Muara Telang

5. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa
Suka Mulya Kec. Tungkal llir

6. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa
RantauBayur Kec. Rantau Bayur

7. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa
Wonodadi Kec. Selat Penuguan

8. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa
Marga Sungsang Kec. Banyuasin I

9. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa
Sugih Waras Kec. Muara Sugihan

10. Pembangunan Tambatan Perahu di Dusun
| Laju Jaya Desa Pulau Borang Kec. Ba |

11. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa
Sidoharjo Kec. Air Saleh

12. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa
Beringin Agung Kec. Muara Sugihan

13. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa
Tanah Pilih Kec. Banyuasin Il

14. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa
Tebing Abang Kec. Rantau Bayur

15. Pembangunan Tambatan Perahu di
(Polsek Muara Telang) Kec. Muara Telang

16. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa
Lubuk Karet Kec. Betung

17. Pembangunan Tambatan Perahu di Pasar
Sumber Rejo Kec. Selat Penuguan

18. Pembangunan Tambatan Perahu di Enggal
Rejo Kec. Air Saleh

19. Pembangunan Tambatan Perahu di Suka
Rela Kec. Rantau Bayur

20. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa
Sidomulyo 20 Kec. Muara Padang

21. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa
Tirto Raharjo Kec. Muara Padang

22. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa
Sumber Hidup Kec. Muara Telang

23. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa
Sri Agung Kec. Banyuasin I
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24.

25.

26.

27.

Pembangunan Tambatan Perahu di Desa
Saleh Mukti Kec. Air Saleh
Pembangunan Tambatan Perahu di Desa
Mekar Sari Kec. Muara Telang
Pembangunan Tambatan Perahu di Desa
Sri Katon Kec. Air Salek

Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Margo Mulyo Kec. Muara Sugihan

9 2020

. Pembangunan Tambatan Perahu Desa Mukti

Jaya Kecamatan Muara Telang

Dana DAK

1 Unit

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pembangunan Dermaga Desa Dalam
Wilayah Perairan Desa Pendowo Harjo
Kecamatan Makarti Jaya
Pembangunan Dermaga desa dalam
wilayah perairan Desa Muara Baru
Kecamatan Makarti Jaya
Pembangunan Dermaga Desa dalam
wilayah perairan Kelurahan Makarti Jaya
Kec. Makarti Jaya

Pembangunan Dermaga Desa dalam
wilayah perairan Desa Saleh Mukti
Kecamatan Air Salek

Pembangunan Dermaga Desa dalam
wilayah perairan Desa Bintaran Kecamatan
Air Salek

Pembangunan Dermaga Desa dalam
wilayah perairan Desa Saleh Mulya
Kecamatan Air Salek

Pembangunan Dermaga Desa dalam
wilayah perairan Desa Air Solok Batu
Kecamatan Air Salek

Pembangunan Dermaga Desa dalam
wilayah perairan Desa Rejosari Kecamatan
Muara Sugihan

Pembangunan Dermaga Desa dalam
wilayah perairan Desa Gilirang Kecamatan
Muara Sugihan

Pembangunan Dermaga Desa dalam
wilayah perairan Desa Kuala Sugihan
Kecamatan Muara Sugihan
Pembangunan Dermaga Desa dalam
wilayah perairan Desa Telang Jaya
Kecamatan Muara Telang
Pembangunan Dermaga Desa dalam
wilayah perairan Desa Muara Telang
Kecamatan Sumber Marga Telang
Pembangunan Dermaga Desa dalam
wilayah perairan Desa Air Gading
Kecamatan Muara Padang
Pembangunan Dermaga Desa dalam
wilayah perairan Desa Tabala Jaya
Kecamatan Karang Agung llir
Pembangunan Dermaga Desa dalam
wilayah perairan Desa Sumber Rezeki
Kecamatan Karang Agung llir
Pembangunan Dermaga Desa dalam
wilayah perairan Desa Purwodadi
Kecamatan Muara Padang
Pembangunan Dermaga Desa dalam
wilayah perairan Desa Teluk Tenggirik
Kecamatan Air Kumbang
Pembangunan Dermaga Desa dalam
wilayah perairan Desa Karang Anyar
Kecamatan Muara Padang

BANGUB & APBD

37 Unit
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Pembangunan Dermaga Desa dalam
wilayah perairan Desa Dana Mulya
Kecamatan Pulau Rimau

Pembangunan Dermaga Desa dalam
wilayah perairan Desa Sungsang IV
Kecamatan Banyuasin Il

Pembangunan Dermaga Desa dalam
wilayah perairan Desa Sungsang llI
Kecamatan Banyuasin ||

Pembangunan Dermaga Desa dalam
wilayah perairan Desa Mekar Sari
Kecamatan Selat Penuguan
Pembangunan Tambatan PerahuLorong
Ratu Sungsang Il Kecamatan Banyuasin Il
Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Saleh Agung Dusun Il Kecamatan Air
Saleh

Pembangunan Tambatan Perahu Dusun |
Desa Prajen Jaya Kecamatan Banyuasin Il
Pembangunan Tambatan Perahu
Pemakaman Kecamatan Makrti Jaya
Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Upang Makmur Dusun Pulau Anyar
Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang
Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin Il
Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Prajen Jaya Kecamatan Banyuasin Il
Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Rantau Rantau Kecamatan Rantau Bayur
Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Salek Makmur Kecamatan Air Salek
Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Songo Makmur Kecamatan Selat
Penuguan

Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Srimulyo Kecamatan Air Salek
Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Suka Karya Kecamatan Tungkal llir
Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Sungai Pinang Kecamatan Rambutan
Pekerjaan Tambatan Perahu Lorong
Manggar LKII Kel. Makarti Jaya

10

2021

10.

11.

Pembuatan Dermaga Polsek Makarti Jaya
Kecamatan Makarti Jaya

Pembangunan Dermaga Desa Saleh Jaya
Kec. Air Salek

Pekerjaan Pembangunan Dermaga Dusun
3 Sungai Tempuling Desa Upang Cemara
Kec. Muara Telang

Pembangunan Dermaga Tambatan Perahu
Pangkalan Pesirah Suak Tapa Desa
Sungai Dua, Kec.Rambutan
Pembangunan Tambatan Perahu
Kelurahan Makarti Jaya Lingkungan |
Kec.Makarti Jaya

Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Enggal Rejo Kec. Air Salek
Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Upang Kec.Air Salek

Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Salek Agung Kec.Air Salek

Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Pulau Borang Kecamatan BA. |
Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Tirta Jaya Kecaatan Muara Padang
Pembangunan perahu Desa Tirto Raharjo
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Kec.Muara Padang

12. Pembangunan Tambatan Perahu Desa Air
Gading Kecamatan Muara Padang

13. Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Sumber Makmur Kec,Muara Padang

14. Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Daya Utama Kec. Muara Padang

15. Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Daya Makmur Kec. Muara Padang

16. Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Daya Bangun Harjo Kec.Muara Sugihan

17. Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Mekar Jaya Kec.Muara Sugihan

18. Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Cendana Kec. Mura Sugihan

19. Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Daya Murni Kec.Muara Sugihan

20. Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Bangun Sari Kec.Tanjung Lago

21. Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Karang Manunggal Kec.Selat Penuguan

22. Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Purwodadi Kec.Selat Penuguan

23. Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Ringin Harjo Kec.Selat Penuguan

24. Pembanguan Tambatan Perahu Desa
Sumber Mulya Kec. Muara Telang

25. Pembangunan Tambatan Oerahu Desa
Upang Cemara Kec.Muara Telang

26. Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Upang Mulya Kec.Makarti Jaya

27. Pembangunan Tambatan Perahu Desa
Rikun Makmur Kecamatan Pulau Rimau

JUMLAH 198 UNIT

Melihat Perbandingan Target sampai tahun 2021 sebesar 98,71% capaian
sebesar 99,50% telah melebih target yang telah ditetapkan, sehingga ketersedian
dermaga dalam kondisi baik dapat meningkatkan aktifitas perekonomian masyarakat

kabupaten banyuasin khususnya wilayah perairan.

Cakupan Rumah Layak Huni

Sasaran Meningkatkan layanan Perumahan dan mendorong masyarakat
untuk mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni dicapai melalui
Indikator capaian rumah layak huni. Indikator capaian rumah layak huni dalam kurun
waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020 dan 2021 terus mengalami
peningkatan. Di tahun 2019 realisasi capaian rumah layak huni Kabupaten
Banyuasin sebesar 85,71% dan meningkat di Tahun 2020 menjadi 86,11% dan di
Tahun 2021 mengalami peningkatan lagi menjadi 86,83%. Jika dihitung

prosentasenya di Tahun 2021 melalui rumus jumlah seluruh rumah layak huni di




suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yaitu sebesar 192.759 unit di bagi

jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebesar 221.984 dikali
seratus (100) sehingga realisasi cakupan rumah layak huni tahun 2021 mencapai
86,83%, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 86,80 sehingga tingkat
Capaianya sebesar 100,03%.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian untuk cakupan rumah layak huni di tahun
2021 telah mencapai target. Peningkatan capaian rumah layak huni dikarenakan
adanya kebijakan pemerintah pusat dalam pemenuhan rumah layak huni melalui
program 1 juta rumah dan upaya Dinas Perkimtan dalam mencari kesempatan untuk
mendapatkan peluang tersebut melalui sumber-sumber pendanaan selain APBD
yaitu dengan pendanaan APBN. Pendanaan APBN melalui kegiatan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rumah berbasis komunitas, rumah khusus
serta rumah susun sedangkan Pendanaan APBD dilaksanakan melalui program
pengembangan perumahan yang terdiri dari kegiatan :
1. Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3. Perencanaan dan survey kawasan perumahan dan permukiman.

Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Pada Tahun 2021 Persentase Penduduk berakses Air Minum dengan Target
sebesar 47% , Realisasi sebesar 52,18% dan dengan Persentase Capaian sebesar
80,27% sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2019 Persentase
Penduduk Penduduk berakses Air Minum Realisasinya 40,73% dengan persentase
Capaian Sebesar 74,05%, dan Pada Tahun 2020 Persentase Penduduk Penduduk
berakses Air Minum Realisasinya sebesar 48,41% dengan persentase Capaian
Sebesar 80,68%. Persentase Penduduk Penduduk berakses Air Minum diperoleh
dari Jumlah penduduk yang terlayani akses air minum yang aman tahun 2021
Sebanyak 429.461.

Jika dilihat dari target pada tahun 2021, realisasi indikator tersebut sebesar
52,56% dengan Target sebesar 47% dan dengan tingkat capaiaan sebesar 111,82%
sehingga untuk indikator tersebut telah mencapai Target. Hal ini dipengharui Target

yang Kecil yang mana Target tersebut terhitung hanya setengah dari Total
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Penduduk di Kabupaten Banyuasin Yang Terlayani Akses Air Minum yang aman.
Yang mana Total penduduk adalah sebanyak 882.954, Data tersebut kami dapat
melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin per Bulan
Desember Tahun 2021. sedangkan Penduduk Yang terlayani Akses Air Minum yang
Aman adalah sebanyak 429.561, bila di Persentasekan Sebesar 52,18.

Upaya pemerintah daerah dalam memenuhi penyediaan Air minum dilakukan
melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan Air limbah
dengan sumber pendanaan APBD Induk, Pokok Pikiran Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (pokir) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Air Minum, APBN, CSR serta
Loan Melalui Program PAMSIMAS dan Kelola Sandan.

Gambar 3.26
Bangunan Fasilitas Air Bersih Dipemukiman Warga.

Cakupan Layak Telekomunikasi

Tersedianya cakupan layanan telekomunikasi peningkatan Realisasi capaian
dengan indikator persentase yang menggunakan fasilitas jaringan informasi teknologi
(IT). telahmencapai target yang ditetapkan. Dengan Jaringan yang sudah terlayani

terealisasi capaian sebesar 9,25% dari target sebesar 15,00% Pada tahun 2017
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Jaringan Intranet sudah terlayani infrastruktur Jaringan TIK meningkat capaiannya
menjadi 14,21% dari target 71,90% pada tahun 2018, meningkatknya Jaringan TIK
yang terlayani capaiannya capaian jaringaan intranet ke wilayah tercovarege masih
tahap pengembangan yaitu sebesar 21,71% dari target 75,50%pada tahun 2019 dan
pencapaian internet yang terjangkau sesuai luas keseluruhan sebesar 22,33%
dari target 79,27% pada tahun 2020 terjadinya meningkatan terkoneksinya jaringan
internet dengan capaian 22,33% dari target 79,27% jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya capaiannya hanya 9,25% peningkatan Realisasi Infrastruktur layanan
Jaringan Teknologi informasi komunikasi pada tahun anggaran 2021 Sebesar
97,33% dari target 83,23% Dengan capaian 116,94% dibandingkan dengan tahun

awal periode Renstra tahun 2017.

Gambar 3.27
Persentase Sasaran Tersedianya infrastruktur jaringan /integrasi
pelayanan publik (Cakupan layananTelekomunikasi) Target dan
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021

120,0 —"l::'ﬁ::' 116,9

0 1
100,8 : 83,2 ﬂ
AN N
Target ‘ Realisasi Capaian
(2021%) (2021%*) (2021%)

Cakupan layanan Telekomunikasi

Sasaran Tersedianya infrastruktur jaringan
lintegrasi pelayananpublik

*) Angka Sementara Sumber ; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian , 2021

Cakupan Layanan Telekomunikasi dengan perhitungan luas wilayah yang
tercoverage (jangkauan wilayah) dijelaskan sebagai berikut;
Layanan Infrastruktur jaringan internet dari wilayah yang tercoverage (jangkauan
wilayah) yang terealisasi 73 terlayani jaringan internet yaitu Realisasi Luas

Wilayah yang tercovarege (31 Opd, 21 kecamatan, 7 Titik pemkab, 9 cctv, 1 opi mall,
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1 taman kota dan 3 desa) dibagi Luas Wilayah Keseluruhan 75 Titik Jaringan)
di Kali 100%.

Dari total luas wilayah keseluruhan 75 Titik Jaringan yang masih belum tercapai dari

target capaian indikator kinerja dengan uraian ( 31 Opd, 21 Kecamatan, 9 Sub.
Bagian Setda, dan 3 Titik Jaringan Desa).

Meningkatnya dan keberhasilan Pengembangan Infrastruktur Jaringan
Internet berbasis IT. Menjadikan perkembangan sistem Egovernment yang
menunjang intranet dan internet berbasis IT. Internet (portmanteau dari
interconnected network) dan sistem jaringan komputer yang saling terhubung
secara global dengan menggunakan paket protokol internet (TCP/IP) untuk
menghubungkan seluruh OPD dan Kecamatan kelurahan dan desa di lingkungan
wilayah Kabupaten Banyuasin.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja dengan target
jangka menengah dokumen Renstra tahun 2023 realisasi capaian dengan indikator
kinerja dapatdiupayakan untuk meningkatkan Pengembangan jaringan infrastruktur
berbasis TIK dengan target 91,76%.

Pengembangan Pemasangan jaringan Infrastruktur internet TIK yang
digunakan Perangkat daerah dengan jumlah yang terhubung Menggunakan akses
internet menggunakan kabel LAN dan Fiber Optik adalah 52 perangkat daerah
lingkup kabupaten banyuasin dengan pembagian Akses internet 22 perangkat
daerah menggunakan Radio Point to point, 28 menggunakan kabel Fiber Optik dan 1
perangkat daerah menggunakan Kabel LAN.

Pelaksanaan komunikasi dan informatika melalui bidang infrastruktur jaringan
Teknologi informasi komunikasi (TIK) dan Bidang E-government di upayakan
Pemakaian Layanan publik yang di selenggarakan secara online Terintegrasi dengan
jumlah system informasi manajemen pemerintah yaitu 11 aplikasi, 32 website OPD
dan 21 Website Kecamatan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiankabupaten banyuasin
memprioritaskan tingkat kecepatan Kebutuhan Bandwidth internet 148 Mbps pada
tahun 2017, 424 Mbps tahun 2018, 488 Mbps tahun 2019 dan pada tahun 2020
Bandwidth internet Kabupaten banyuasin di tingkatkan lagi menjadi 1000 mbps, pada

Tahun Anggaran 2021 Kominfo Kabupten banyuasin sebagai layanan komunikasi
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dan informasi menyediakan kebutuhan bandwith internet dengan tingkat kebutuhan
bandwith internet yang sama dengan tahun 2020.

Gambar 3.28
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021
dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020,2019,2018 dan 2017 dengan
Sasaran Tersedianya infrastruktur jaringan/integrasi pelayanan publik berbasis
Informasi Teknologi (IT).

120,00
100,00

80,00
60,00
40,00

20,00

‘2017 ‘2018 ‘2019 ‘2020 2021 ‘2017 ‘2018 ‘2019 ‘2020
(20217%)
Realisasi Capaian
Cakupan layanan Telekomunikasi
Sasaran Tersedianya infrastruktur jaringan /integrasi pelayanan publik

U,uu

*) Angka Sumber ; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian , 2021

Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Pada tahun 2020 luas irigasi kabupaten kondisi baik sebesar 6.692,07 hektar
dibandingkan dengan jumlah total lahan sebesar 7.638,69 hektar. Target tahun 2021
sebesar 76 % terealisasi 87,61% maka capaian pada indikator ini sebesar 114,68 %,
dengan nilai Sangat Baik.

Pada tahun 2018 ada perubahan luas areal pengelolahan daerah irigasi rawa
sesuai dengan kewenangan Kabupaten <1.000 Ha, Daerah Irigasi Rawa yang ada
hanya 8 (delapan) yaitu DIR Air Rengit (723 Ha), DIR Air Limau (772 Ha) dan DIR
Rambutan (570 Ha), DIR dalam kondisi Rusak, DIR Semuntul (448), DIR Upang
Cemara (364), DIR Sri Menanti (240), DIR Sejagung (497), DIR Muara Telang (479),
DIR Muara Telang Marga (524). Pada 2019 ada 3 (tiga) yaitu DIR Upang Mulya
(738), DIR Upang Jaya (420), DIR Ujung Tanjung (434). DIR dalam kondisi baik,
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pada Tahun 2021 ada penambahan 2 DIR yaitu DIR Pagar Bulan (356,78) dan DIR
Srijaya (497,96) Dengan luas Daerah lIrigasi yang ada untuk mencapai target
tersebut Tidak sulit Harapan besar tercapai sesuai dengan target renstra 2018-2023
yang suda di tetapkan.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 melalui Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan sudah melakukan pengajuan pembangunan Daerah Irigasi Rawa
Baru kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia sebanyak 66 Daerah Irigasi Baru, pada tahun 2017 ada 2 (dua) dan Pada
2018 ada 5 (lima) Pembangunan Daerah lIrigasi Baru yaitu DIR Semuntul, DIR
Upang Cemara, DIR Sri Menanti, DIR Sejagung, DIR Muara Telang dan DIR Muara
Telang Marga Pada 2019 ada 3 (tiga) Pembangunan Daerah Irigasi Baru yaitu DIR
Upang Mulya, DIR Upang Jaya, DIR Ujung Tanjung pada 2021 ada 2 (dua)
Pembangunan Daerah Irigasi Baru yaitu DIR Pagar Bulan, DIR Srijaya.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan
tahun 2021 dengan taget jangka menengah dokumen Renstra, realisasi capaian
dengan indikator Persentase Irigasi Kabupaten Kondisi Baik pada tahun 2021 adalah
87,61 %. Realisasi ini jika dibandingkan dengan target di akhir Renstra sudah
tergolong besar karena target pada tahun 2023 sebesar 80 %. Dengan demikian

persentase capaian jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 87,61%.

Tabel 3.35
Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur irigasi

Realisasi Kinerja Capr?larll_ Kinerja
Indikator Satu an Tahun Tahun FTahun Tahun
Tahun 2019 | Tahun 2020 2021 2018 2019 2020
Persentase Irigasi
Kabupaten Dalam % 72,27 74,13 87,61 % 90,33 89,31 114,68 %
Kondisi Baik

Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Menjadi Berkembang

Capaian indikator tahun 2021 Jumlah Desa Sangat tertinggal dan menjadi
berkembang didapat dari adanya pencapaian target pada tahun 2021 yaitu status
Desa maju Sebesar 39 Desa, Desa Berkembang Sebanyak 205 Desa, Desa

Tertinggal sebanyak 51 Desa dan desa Tertinggal sebanyak 43 Desa.
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Tabel 3.36
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021

. - o Persentase
Sasaran/Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Tingkat Capaian
1 2 3 4 5
Sasaran : Bangkit Infrastruktur
(Meningkatnya infrastruktur yang baik, merata, berwawasan lingkungan, dan naiknya status desa)
1. Jumlah Desa Sangat Tertinggal
dan Tertinggal Menjadi % 187 205 109,63%
Berkembang

Sumber : Laporan Indeks Desa Mandiri

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021
dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa pada tahun 2020 Desa Sangat Tertinggal
dan Tertinggal Menjadi Desa Berkembang terealisasi sebesar 204dengan capaian
sebesar 128,30% , sedangkan pada tahun 2021 Jumlah Desa Sangat Tertinggal
dan Tertinggal Menjadi Desa Berkembang terealisasi sebesar 205 dengan
persentase capaian sebesar 109,63%. Sehingga dapat dilihat bahwa perbadingan
pada tahun 2020dan 2021 mengalami kenaikan sebanyak 1 Desa Sangat
Tertinggal dan Tertinggal Menjadi Desa Berkembang.

Penyebab dari Keberhasilan Sasaran dan indikator pada IKU Jumlah Desa Sangat
Tertinggal dan Tertinggal Menjadi Berkembang Adalah :

Peningkatan akses terhadap layanan publik dan peluang ekonomi;
Peningkatan kapasitas Sumber daya alam;

Peningkatan akses kelembagaan keuangan, pasar dan aktivitas ekonomi;

b=

Pemahaman dengan manajemenaset dan Sumber daya alam secara
berkelanjutan;

5. Memberikan perhatian pada karakteristik sosial dan budaya lokal.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2021
sebesar 64,32 dan telah melampaiui target yang telah ditetapkan yaitu 64,04.
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, nilai IKLH yang telah dicapai Kabupaten
Banyuasin berada pada kategori Sedang (50 < x < 70).
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Tabel 3.37
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021

Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
Renstra
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya Indeks  Kualitas
P_engelolaan _ Lingkungan Hidup Indeks 64.04 64.32 100,44
Lingkungan Hidup

Nilai IKLH tersebut merupakan formula dari tiga komponen utama dari
penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks
Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Penghitungan IKLH untuk
Kabupaten menggunakan Formula sebagai berikut :

IKLH kabupaten = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL
Dimana :
IKLH kabupaten = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten IKA

= Indeks Kualitas Air

IKU
IKL

Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Lahan

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) di peroleh dari hasil data 30 Titik Pemantauan
air permukaan yang dilaksanakan ditingkat Kabupaten 17 Titik Pantau, Provinsi 9
Titik Pantau dan Pusat 4 Titik Pantau. Parameter wajib dalam penghitungan Indeks
Kualitas Air( IKA) terdiri dari 8 (Delapan) parameter yaitu pH, Biochemical Oxygen
Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS),
Dissolved Oxygen (DO), Feecal Coliform, Total Phospat (PO4), dan Nitrite (NO3.)
Nilai IKA yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 58,13 dan termasuk dalam kategori
Sedang. (50 < x < 70). Sedangkan Indeks Kualitas Udara (IKU diperoleh dari hasil
pemantuan kualitas uadara ambien melalui metpde Passive Samplier dan Air Quality
Monitoring System (AQMS). Lokasi pemantauan Udara metode Passive Samplier di
2 Kecamatan yaitu Kecamatan Banyuasin |l dan Talang Kelapa dengan 4 lokasi
sampling dari Transfortasi di jalan Palembang Betung, Industri jalan Tanjung Api-Api,
Pemukiman Komplek Mega Asri Il dan Perkantoran DLH Kabupaten Banyuasin.

Sedangkan Pemantauan Udara .melalui AQMS berada pada lokasi di Kelurahan
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Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin Ill Kabupaten Banyuasin dimana lokasi
tersebut merupakan Representasi Kualitas Udara campuran transfortasi, perkantoran
dan pemukiman). Capaian nilai IKU pada tahun 2021 sebesar 79,42 dan berada
pada katergori Baik (70 < x < 90).

Nilai IKL merupakan data yang diperoleh dari hasil Citra Satelit yang
dilaksanakan oleh KLHK terhadap tutupan lahan dan hutan yang berda di wilayah
Kabupaten Banyuasin. Data tambahan yang berasal dari daerah hanya berupa data
Ruang Terbuka Hijau. Pada Tahu 2021 capaian nilai IKL sebesar 47,07 (25< x < 50).
dan termasuk kategori Kurang Jadi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kabupaten Banyuasin 64,24 dengan kategori sedang.

Persentase Menurunnya Indeks Resiko Bencana

Target penurunan indek resiko bencana Kabupaten Banyuasin tahun 2021
sebesar 6%, realisasi penurunan indeks resiko bencana pada tahun 2021 sebesar
24,46%. Penurunan angka ini didapat dari pengisian 71 indikator tentang Indeks
Kapasitas Daerah tahun 2021 serta di upload di Aplikasi Inarisk, kemudian dari
aplikasi terdapat trend penurunan indeks resiko dimana Indeks resiko bencana
Kabupaten Banyuasin pada tahun 2020 sebesar 81,54% dikurang dengan Indeks
resiko bencana Kabupaten Banyuasin pada tahun 2021 sebesar 57,08.

(dapat dilihat pada gambar dibawah ini)

Gambar 3.29
Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Banyuasin

Trend Indeks Risiko Chart Prioritas
1
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2.

Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

dengan target 50% dan realisasi sebesar 57,80% dapat dilihat dari jumlah
warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebanyak
252.830 warga dibagi dengan jumlah warga negara yang berada dikawasan

rawan bencana 437.409 warga dikali 100%.

Target Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Pencegahan
Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar 30% dengan realisasi 23,29%
hal ini dapat dihitung dari Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan
Pencegahan Dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana sebesar 101.192 warga
dibagi dengan jumlah warga negara yang seharusnya mendapat layanan
pencegahan dan kesiapsiagaan sebanyak 437.409 warga dikali 100% (data ini

merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya).

Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana dapat dihitung dari Jumlah Warga Negara Yang
Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana sebanyak
964 wargal/jiwa dibagi dengan Jumlah Semua Korban Bencana yaitu 964

wargal/jiwa dikali 100%

Wmmgu 119




3.1.7 Analisa Capaian Kinerja Tujuan 7 Meningkatkan Kinerja Pengelolaan

Pemerintah Menuju Good Govarnance.

Capaian Kinerja Tujuan 7 dengan 1 sasaran :

Tujuan

Indikator Tujuan

Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pemerintah Menuju Good

Govarnance

Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran . (Bangkit Reformasi Birokrasi) Meningkatnya Reformasi Birokrasi
RPJMD
Indikator Sasaran Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Satuan
Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun
ealisasi 2018 (%) ealisasi | 5019 (%) ealisasi | 070 (o) ealisasi 2021 (%)
Tujuan 1: Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintah Menuju Good Govarnance
1. | Indeks cc
Reformasi oo e e (57,00)
Birokrasi CcC CcC CcC Belum ada
(54,60) (57.91) (50,12) Nilai
Rata-Rata
Capaian Kinerja
RPJMD
Indikator Sasaran Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Satuan
Realisasi il Realisasi MUY Realisasi el Realisasi i)
158811 2018 (%) 158511 2019 (%) 158511 2020 (%) 158811 2021 (%)
Sasaran : (Bangkit Reformasi Birokrasi) Peningkatnya Reformasi Birokrasi
1. | Indeks cc
Reformasi Nilai e 100 2 2 (57,00) )
Birokrasi CcC CcC CcC Belum ada
(54,60) (57.91) (50,12) Nilai
2. | Maturitas 3 3 3 2
SPIP Level 100 100 100 100,00
3 3 3 3
3. '}Qde'@' B (77,00) B (80,01) B (85,5) B (84,22)
Mayarakat Nilai 104,11 96,03 98,49 104,12
CRPEIElE) 83,03 83,31 84,21 87,15
(IKM)
4. | Nilai SAKIP B B BB B (63,00)
Nilai -
60,04 (B)62,71 (B)62,96 Bellim ada
| e B WTP WTP WTP WTP
Iaporanp WTP 100 100 100 100
keuangan WTP WTP WTP WTP
Rata-Rata 101,3
Capaian Kinerja
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Misi lima pada sasaran ini adalah Meningkatkan keterbukaan dan Keadilan

untuk semua dengan indikatornya adalah

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online oleh Tim PMPRB Kabupaten yang di
Koordinir oleh Inspektorat Kabupaten Banyuasin. kemudian dievaluasi oleh Tim
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi/penilaiaan Tim PMPRB Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 sampai
dengan tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyuasin sebesar
54.60, 57,91 dan 50,12. Di tahun 2020 mengalami penurunan Nilai indeks Reformasi
Birokrasi namun masih didalam Predikat CC. Nilai ini belum memuaskan masih akan
terus diperbaiki terutama hal-hal yang berkaitan dengan perencanan dan Perubahan
Manajemen Kinerja yang harus sudah mengarah ke Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE).

Gambar 3.30
Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Banyuasin Tahun 2017-2020

NILAI INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Sumber : KemenPAN-RB (data diolah)
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Sedangkan capaian Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2020 belum dikeluarkan

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Upacaya untuk pencapaian kinerja reformasi birokrasi sesuai dengan target telah

dilakukan dengan :

a.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, tahapan yang telah dilakukan vyaitu
Perbaikan roadmap, asistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam
implementasi program reformasi birokrasi;

Melakukan salah satu Rekomendasi LHE RB di area Manajemen Perubahan
yang harus berbasis teknologi/SPBE dengan menerapakan Sistem Aplikasi yang
terintergrasi Yaitu SI-PINTER yang didalam mencakupi e-Kinerja, e-Pelayanan
Publik, e-SAKIP dan Perhitungan TPP berbasis Kinerja.

Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, prima, dan transparan kepada
masyarakat. Dengan Indikator-indikator sasarannya yang telah dilakukan adalah
bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, perbaikan pelayanan publik dan

peningkatan kinerja.

Maturasi SPIP

Secara umum capaian sasaran ini telah tercapai dengan baik dengan rata-

rata capaian sebesar100,34%, sebagaimana tergambar pada diagram kinerja

inspektorat kabupaten banyuasin berikut :

Gambar 3.31
Capaian Indikator Kinerja inspektorat Tahun 2021

M Jumlah OPD ZI yang
100% 100% diusulkan WBK dan WBBM

(+)
123,51% el

100% B Persentase tingkat
98,90% akuntabilitas kinerja OPD dg
nilai "sangat baik"

71,50% 141,53%
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Indikator Level 3 Maturitas SPIP dari skala 1-5, capaian kinerja sebesar 100%.
Berdasarkan Laporan Tim Assesor Maturitas SPIP dari BPKP Perwakilan Provinsi
Sumatera Selatan Nomor : SP-2143/D3/02/2018 Tanggal 26 November 2018 Perihal
Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3 pada
Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018, yang menyatakan bahwa simpulan
hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten
Banyuasin telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP “Level 3
(Terdefinisi)” dengan skor 3,0227. Hasil penilaian ini masih berlaku hingga akhir
tahun 2020, sedangkan untuk penilaian mandiri tahun 2021 dilakukan secara online
dan masih dalam tahap Pengujian bukti oleh Tim Assesor Maturitas SPIP Kabupaten

Banyuasin.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Untuk Target Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 2021 sebesar 84,75 telah
mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 84,22 dengan capaian kinerja
sebesar 104,12 penilaian nilai SKM ini terjadi karena adanya peningkatan nilai
sarana dan prasarana dan waktu pelayanan yang dilakukan oleh unit penyelengara
layanan publik atau perangkat daerah dimana sarananya yaitu terdapat penambahan
ruang laktasi dan area bermain anak sedangkan untuk pelayanan yang dilakukan
oleh perangkat daerah semakin responsif, tepat waktu dan efesien, sebagian
mengunakan sistem elektronik berupa aplikasi sebagai upaya juga dalam
mendukung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) untuk memaksimal
pelayanan Publik dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala dengan
dibentuknya Tim Kabupaten dalam rangka untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Publik selain itu juga dilakukan Pembinaan baik secara internal maupun secara
eksternal yang melibatkan Pihak - pihak terkait seperti Lembaga Ombudsman

Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

WMWSM 123




Tabel 3.38
Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada Dinas, Badan, Sat Pol-PP, Kecamatan dan Sekretariat

Daerah Kabupaten Banyuasin

NO PERANGKAT DAERAH NILAI TAHUN 2021
1 2 3
1. Sekretariat Daerah 82,968
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 94,490
3. Inspektorat Daerah 76,652
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 87,063
5. Dinas Kesehatan 94,470
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 78,700
7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 81,942
8. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 93,223
9 Dinas Sosial 89,460
10, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 86,418
Perempuan dan Perlindungan Anak
11. | Dinas Ketahanan Pangan 73,830
12. | Dinas Lingkungan Hidup 85,375
13. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 94,213
14. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 72,655
15. Dinas Perhubungan 86,333
16. Dinas Komunikasi dan Informatika 97,180
17. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 91,490
18. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 88,583
19. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 80,035
20. | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 90,400
21. | Dinas Perikanan 82,115
22. | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 72,085
23. | Dinas Perkebunan dan Peternakan 83,629
24. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 84,214
25. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 87,467
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 85215
Kabupaten
27. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 96,223
28. | Badan Pendapatan Daerah 82,040
29. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah 87,625
30. Kesatuan Bangsa dan Politik 88,110
31. Kecamatan Banyuasin | 95,213
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32. | Kecamatan Banyuasin Il 78,225
33. | Kecamatan Banyuasin IlI 95,675
34. | Kecamatan Betung 83,685
35. | Kecamatan Suak Tapeh 79,805
36. | Kecamatan Sembawa 92,305
37. | Kecamatan Pulau Rimau 82,380
38. | Kecamatan Rantau Bayur 84,419
39. | Kecamatan Rambutan 80,262
40. | Kecamatan Talang Kelapa 86,270
41. | Kecamatan Tungkal llir 83,325
42. | Kecamatan Tanjung Lago 77,603
43. | Kecamatan Muara Telang 78,460
44. | Kecamatan Muara Padang 79,790
45. | Kecamatan Muara Sugihan 78,270
46. | Kecamatan Makarti Jaya 84,013
47. | Kecamatan Air Saleh 83,725
48. | Kecamatan Air Kumbang 78,410
49. | Kecamatan Sumber MargaTelang 77,930
50. | Kecamatan Selat Penuguan 79,050
51. | Kecamatan Karang Agung llir 89,343

Total 4322,35

Nilai Rata-rata (Total/51) 84,75

Suber data : Laporan Hasil Survei indeks kepuasan masyarakat pada perangkat daerah tahun 2021

Nilai Sakip

Gambar 3.32
Nilai SAKIP Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 — 2020

NILAI SAKIP

Sumber Data: KemenPAN-RB RI (data diolah)
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Untuk Nilai SAKIP Capaian kinerja sasaran terus mengalami kenaikan nilai
pada tahun 2016, tahun 2017 berturut turut dengan predikat CC dengan nilai adalah
50.96, dan 57.74 serta pada tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan capaian nilai
60,04 , 62,71 dan 62,96 dengan predikat B, sehingga Pemerintah Kabupaten
Banyuasin memperoleh predikat B dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) berturut — turut selama 3 tahun dan untuk nilai tahun 2021 Kabupaten
Banyuasin belum mendapat nilai secara resmi dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Secara pencapaian Nilai SAKIP masih dirasa kurang dan perlu ditingkatkan
kembali adapun upaya yang dilakukan pada tahun 2021 :

a. Di Akhir tahun 2021 telah diadanya Aplikasi Center yang terintergarasi yang
didalamnya berupa
1. Aplikasi Kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan kepada PNS (TPP)

atau TPP berbasis kinerja.

2. Aplikasi SAKIP untuk mendorong kinerja Petugas penyusun LKjIP
Perangkat Daerah agar LKjIP PD dalam cepat, efektif, efesien dan
akuntabel;

3. Aplikasi Pelayanan Publik untuk mendorong peningkatan pelayanan publik
yang bersih bebas dari KKN, Melayani dan Responsif.

4. Aplikasi Anjab ABK dalam rangka meningkatkan Sistem Manajeman di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

b. Meningkatkan kapasitas ASN dalam bidang akuntabilitas dan manajemen
kinerja serta mendorong inovasi dalam manajemen kinerja dan memaksimalkan
inovasi — inovasi yang ada.

c. Terus menerus melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah,
tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
sehingga diharapkan Perangkat Daerah dapat lebih paham terhadap SAKIP dan
manfaat dari implementasi SAKIP;

d. Melakukan Penyempurnaan keterkaitan/integrasi perencanaan, penganggaran

dan manajemen kinerja.
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3.2 AKUNTABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 165 Tahun 2021 Tanggal 19
Oktober 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021. Dimana Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

A. Jumlah Pembiayaan Daerah
1. Sebelum Perubahan : 112.697.472.450
2. Setelah Perubahan :  81.648.104.338
B. Pembiayaan Netto
1.Sebelum Perubahan : 523.707.368.173

2.Setelah Perubahan : 223.806.347.650
C. Total APBD

1.Sebelum Perubahan : 2.808.583.001.678

2.Setelah Perubahan : 2.628.748.942.329

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

APBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsiotorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar
untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;

2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang
bersangkutan;

3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah
Daerah dengan ketentuan vyang telah ditetapkan;

4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk
menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan
sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;

5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah

harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
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6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental

perekonomian daerah.

Berdasarkan RPJMD Perubahan Kabupaten Banyuasin 2018-2023 arah

pengelolaan pendapatan Kabupaten Banyuasin antara lain meliputi :

1. Optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan
kondisi daerah,;

2. Peningkatan kemampuan dan keterampilan dan keterampilan SDM
pengelolaan pendapatan daerah;

3. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi dibidang

pendapatan atau organisasipenghasil.

Upaya - upaya efektif dalam penggalian sumber - sumber pendapatan daerah
harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga
nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis
pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari
agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di
Kabupaten Banyuasin lebih banyak didominasi oleh sektor primer, maka sudah
saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber - sumber
pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya.
Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan
Transfer dan lain-lain Pendapatan yang sah yang masing - masing mempunyai fungsi
untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada

masyarakat dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel 3.39

Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2021 Per 31 Desember 2021

JUMLAH LEBIH KURANG
NO URAIAN
Pagu Anggaran Realisasi Rp %
1. Pendapatan Asli Daerah 258.522.013.227,45 228.262.860.688,56 30.259.152.538,89 88,30
(PAD)
2. Hasil Pajak Daerah 164.898.415.000,00 139.307.500.457,45 25.590.914.542,55 84,48
3. Hasil Retribusi Daerah 11.546.700.000,00 7.734.459.736,00 3.812.240.264,00 66,98
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan 7.837.457.903,45 7.837.457.903,45 - 100,00
Daerah yang dipisahkan
5. Lain-lain Pendapatan Asli 74.239.440.324,00 73.383.442.591,66 855.997.732,34 98,85
Daerah yang sah
6. Pendapatan Tranfer 1.926.673.043.976,90 1.909.561.209.243,92 17.111.834.732,98 99,11
7. Tranfer Pemerintah Pusat 1.731.909.723.747,00 1.755.077.427.428,00 - 101,34
23.167.703.681,00
8. Dana Perimbangan 1.406.935.583.747,00 1.430.595.299.804,00 - 101,68
23.659.716.057,00
9. Dana Insentuf Daerah (DID) 27.300.175.000,00 27.300.175.000,00 - 100,00
10. | Dana Desa 297.673.965.000,00 297.181.952.624,00 492.012.376,00 99,83
11. | Pendapatan Transfer Antar 194.763.320.229,90 154.483.781.815,92 40.279.538.413,98 79,32
Daerah
12. | Pendapatan Bagi hasil 104.307.237.229,00 102.713.984.125,92 1.593.253.103,08 98,47
13. | Batuan Keuangan 90.456.083.000,00 51.769.887.690,00 38.686.195.310,00 57,23
14. | Lain-lain Pendapatan Asli 168.242.852.137,00 147.896.395.725,00 20.346.456.412,00 87,91
Daerah yang sah
15. | Pendapatan Hibah 51.814.220.884,00 35.207.855.725,00 16.606.365.159,00 67,95
16. | Lain lain Pendapatan sesuai 116.428.631.253,00 112.688.540.000,00 3.740.091.253,00 96,79
dengan ketentuan peraturan
perundang undangan
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2.353.437.909.341,35 2.285.720.465.657,48 67.717.443.683,87 97,12

Sumber Data : LRA Pendapatan dan Belaja Daerah Kabupaten Banyuasin untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2021

129




LKjIP

Pengelolaan Belanja Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Banyuasin
2016 - 2021 bahwa Pengelolaan belanja daeerah dilaksanakan berdasarkan pada
anggaran kinerja (Performance Budged) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada
pencapaian hasil atau kinerja Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas
pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan
publik. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal,

Belanja Tidak Terduga danTransfer dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.40
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Per 31 Desember 2021
JUMLAH LEBIH KURANG
NO URAIAN
Pagu Anggaran Realisasi Rp %
1. Belanja Daerah
2. Belanja Operasi 1.554.432.919.541,42 1.472.689.789.087,58 81.743.130.453,84 94,74
3. Belanja Pegawai 773.439.264.655,06 761.264.958.731,20 12.174.305.923,86 98,43
4. Belanja Barang dan 628.558.052.866,81 575.041.382.101,71 53.516.670.765,10 91,49
jasa
5. Belanja Bunga 22.015.097.666,55 16.320.981.316,77 5.694.116.349,78 74,14
6. Belanja Hibah 129.504.629.353,00 119.419.941.937,90 10.084.687.415,10 92,21
7. Belanja Bantuan Sosial 915.875.000,00 642.525.000,00 273.350.000,00 70,15
8. Belanja Modal 597.381.828.940,45 444.620.359.691,62 152.761.469.248,83 74,43
9. Belanja Modal Tanah 180.000.000,00 - 180.000.000,00 -
10. | Belanja Modal 66.780.882.199,45 61.083.265.493,00 5.697.616.706,45 91,47
Peralatan dan Mesin
11. | Belanja Modal Gedung 45.662.666.078,00 40.940.707.920,36 4.721.958.157,64 89,66
Bagunan
12. | Belanja Modal Jalan, 473.393.689.107,00 331.553.390.096,26 141.840.299.010,74 70,04
jaringan dan Irigasi
13. | Belanja Modal Aset 11.364.591.556,00 11.042.996.182,00 321.595.374,00 97,17
tetap lainnya
14. | Belanja tidak terduga 7.245.243.737,57 - 7.245.243.737,57 -
15. | Belanja tidak terduga 7.245.243.737,57 - 7.245.243.737,57 -
16. | Belanja Transfer 418.184.264.772,00 415.526.148.843,00 2.658.115.929,00 99,36
17. | Belanja Batuan 418.184.264.772,00 415.526.148.843,00 2.658.115.929,00 99,36
keuangan
JUMLAH 2.577.244.256.991,44 2.332.836.297.622,20 244.407.959.369,24 90,52

Sumber Data : LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2021
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Tranfer Daerah

Tranfer Daerah terdiri atas transfer bagi hasil dan transfer bantuan keuangan

Tabel 3.41
Realisasi Pembiayaan Transper Daerah
Tahun Anggaran 2021 Per 31 Desember 2021

JUMLAH LEBIH KURANG
URAIAN
Pagu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Rp %
Transfer Bagi Hasil 418.184.264.772,00 415.526.148.843,00 2.658.115.929,00 99,36
JUMLAH 418.184.264.772,00 415.526.148.843,00 2.658.115.929,00 99,36

Sumber Data : LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2021

Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk
menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun kebijakan umum
pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi,
efektifitas dan profitabilitas;

2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah
melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito,
Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun
berjalan;

3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah
memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas

kemitraan.

Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Daerah,
Pengeluaran Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masing -

masing dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 3.42
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 Per 31 Desember 2021

JUMLAH LEBIH KURANG
URAIAN
Anggaran Realisasi Rp %
PEMBIAYAAN DAERAH
51,30
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 305.454.451.987,59 156.687.662.116,74 148.766.789.870,85
100,16

Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya

9.169.031.876,39

9.184.040.488,39

15.008.612,00

4978
Penerimaan Pinjaman Daerah | 296.285.420.111,20 | 147.503.621.628,35 | 148.781.798.482,85
99.71
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 81.648.104.337,50 81.415.292.301,44 232.812.036,06
93,35
Penyertaan Modal Daerah 3.500.000.000,00 3.267.187.964,00 232.812.036,00
— 100,00
Pembayaran  Cicilan ~Pokok | 74 148 104 337,50 78.148.104.337 44 0,60
Utang yang Jatuh Tempo
PEMBIAYAAN NETTO 223.806.347.650,09 | 75.272.369.81530 | 148.533.977.83479 | 33,63
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0 28.156.537.850,58 0

(SILPA)

Sumber Data : LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31

Desember 2021

Keterkaitan Antara Sasaran, Indikator, dan Program dengan Target dan Realisasi

Anggaran

Keterkaitan Antara Sasaran, Indikator, dan Program dengan Target dan

Realisasi anggaran adalah untuk melihan dan menggukur target dan realisasi

program dalam menunjang pencapaian Kinerja

Kabupaten Banyuasin tahun 2021.

indikator sasaran Pemerintah
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Tabel 3.43

Keterkaitan Antara Sasaran, Indikator, dan Program dengan Target dan Realisasi

Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021

ANGGARAN

SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN
STRATEGIS RIRIER ER SUB KEGIATAN -
Target (Rp) Realisasi (Rp)
7 2 3 5 6

Bangkit Pendidikan
(Meningkatnya
Kualitas
Pendidikan)

Angka Rata-rata
Lama Sekolah
(Tahun)

Program Pengelolaan Pendidikan

191.959.071.890,00

183.144.754.538,63

Kegaiatan Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Dasar

129.503.786.019,00

123.219.222.873,63

1 Sub Kegiatan Penambahan
Ruang Kelas Baru

9.400.917.000,00

9.220.731.675,89

2 Sub Kegiatan
Pembangunan
Perpustakaan Sekolah

770.367.000,00

674.506.592,61

3 Sub Kegiatan
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah

872.396.350,00

849.300.330,00

4 Sub Kegiatan
Pembangunan Rumah
Dinas Kepala Sekolah/
Guru/ Penjaga Sekolah

20.691.450,00

000,00

5 Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/ Berat Ruang Kelas

15.667.251.200,00

15.360.981.951,13

6 Sub Kegiatan Pengadaan
Mebel Sekolah

2.524.657.000,00

1.263.897.800,00

7 Sub Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Siswa

1.423.065.000,00

632.766.324,00

8 Sub Kegiatan
Penyelengaraan Proses
Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik

130.200.000,00

129.651.200,00

9 Sub Kegiatan Penyediaan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar

8.306.400.000,00

8.109.800.000,00

10  Sub Kegiatan
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar

614.980.000,00

530.877.000,00

11 Sub Kegiatan Pengelolaan
Dana BOS Sekolah Dasar

89.772.861.019,00

86.446.710.000,00

Kegiatan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama

62.455.285.871,00

59.925.531.665,00

1 Sub Kegaiatan
Pembangunan Unit Sekolah
Baru (USB)

42.145.287,00

000,00

2 Sub Kegiatan Penambahan
Ruang Kelas Baru

6.708.907.800,00

5.947.494.800,00

3 Sub Kegiatan
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah

1-02.500.000,00

99.079.000,00

4 Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/ Berat Ruang Kelas
Sekolah

9.969.220.000,00

9.840.142.054,00
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5 Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/ Berat Ruang Guru
Sekolah

2.820.070.000,00

2.790.287.367,00

6 Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/Berat Perpustakaan
Sekolah

1.344.995.000,00

1.332.395.249,00

7 Sub Kegaitan Rehabilitasi
Sedang/ Berat Laboratorium

2.406.923.550,00

2.376.754.457,00

8 Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/Berat Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah

2.753.606.000,00

2.717.143.668,00

9 Sub Kegiatan Pengadaan
Mebel Sekolah

2.306.613.000,00

1.826.445.070,00

10  Sub Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Siswa

388.275.000,00

000,00

11 Sub Kegiatan
Penyelengaraan Proses
Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik

1.109.760.000,00

1.108.060.000,00

11 Sub Kegiatan Pembinaan
Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa

200.000.000,00

200.000.000,00

12 Sub Kegiatan Penyediaan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama

5.544.000.000,00

5.453.400.000,00

13 Sub Kegiatan
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama

102.500.000,00

102.500.000,00

14  Sub Kegiatan Pengelolaan
Dana BOS Sekolah
Menengah Pertama

26.655.770.234,00

26.131.830.000,00

2 Harapan Lama
Sekolah (Tahun)

Program Pengelolaan Pendidikan

191.959.071.890,00

183.144.754.538,63

Kegaiatan Pengelolaan
Pendidikan Sekolah Dasar

129.503.786.019,00

123.219.222.873,63

1 Sub Kegiatan Penambahan
Ruang Kelas Baru

9.400.917.000,00

9.220.731.675,89

2 Sub Kegiatan Pembangunan
Perpustakaan Sekolah

770.367.000,00

674.506.592,61

3 Sub Kegiatan Pembangunan
Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah

872.396.350,00

849.300.330,00

4 Sub Kegiatan Pembangunan
Rumah Dinas Kepala
Sekolah/ Guru/ Penjaga
Sekolah

20.691.450,00

000,00

5 Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/ Berat Ruang Kelas

15.667.251.200,00

15.360.981.951,13

6 Sub Kegiatan Pengadaan
Mebel Sekolah

2.524.657.000,00

1.263.897.800,00

7 Sub Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Siswa

1.423.065.000,00

632.766.324,00

8 Sub Kegiatan
Penyelengaraan Proses
Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik

130.200.000,00

129.651.200,00

9 Sub Kegiatan Penyediaan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar

8.306.400.000,00

8.109.800.000,00

10  Sub Kegiatan
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar

614.980.000,00

530.877.000,00
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11

Sub Kegiatan Pengelolaan
Dana BOS Sekolah Dasar

89.772.861.019,00

86.446.710.000,00

Program Pengelolaan Pendidikan

62.455.285.871,00

59.925.531.665,00

Kegiatan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama

62.455.285.871,00

59.925.531.665,00

1

Sub Kegiatan Pembangunan
Unit Sekolah Baru (USB)

42.145.287,00

000,00

Sub Kegiatan Penambahan
Ruang Kelas Baru

6.708.907.800,00

5.947.494.800,00

Sub Kegiatan Pembangunan
Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah

102.500.000,00

99.079.000,00

Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/ Berat Ruang Kelas
Sekolah

9.969.220.000,00

9.840.142.054,00

Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/ Berat Ruang Guru
Sekolah

2.820.070.000,00

2.790.287.367,00

Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/Berat Perpustakaan
Sekolah

1.344.995.000,00

1.332.395.249,00

Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/ Berat Laboratorium

2.406.923.550,00

2.376.754.457,00

Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/Berat Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah

2.753.606.000,00

2.717.143.668,00

Sub Kegiatan Pengadaan
Mebel Sekolah

2.306.613.000,00

1.826.445.070,00

Sub Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Siswa

388.275.000,00

000,00

Sub Kegiatan
Penyelengaraan Proses
Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik

1.109.760.000,00

1.108.060.000,00

Sub Kegiatan Pembinaan
Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa

200.000.000,00

200.000.000,00

Sub Kegiatan Penyediaan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama

5.544.000.000,00

5.453.400.000,00

Sub Kegiatan
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama

102.500.000,00

102.500.000,00

Sub Kegiatan Pengelolaan
Dana BOS Sekolah
Menengah Pertama

26.655.770.234,00

26.131.830.000,00

&) Angka Putus Sekolah (DO) Pendidikan Dasar

SD (%)

Program Pengelolaan Pendidikan

129.503.786.019,00

123.219.222.873,63

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Dasar

129.503.786.019,00

123.219.222.873,63

1

Sub Kegiatan Penambahan
Ruang Kelas Baru

9.400.917.000,00

9.220.731.675,89

Sub Kegiatan Pembangunan
Perpustakaan Sekolah

770.367.000,00

674.506.592,61
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3 Sub Kegiatan Pembangunan
Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah

872.396.350,00

849.300.330,00

4 Sub Kegiatan Pembangunan
Rumah Dinas Kepala
Sekolah/ Guru/ Penjaga
Sekolah

20.691.450,00

000,00

5 Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/ Berat Ruang Kelas

15.667.251.200,00

15.360.981.951,13

6 Sub Kegiatan Pengadaan
Mebel Sekolah

2.524.657.000,00

1.263.897.800,00

7 Sub Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Siswa

1.423.065.000,00

632.766.324,00

8 Sub Kegiatan
Penyelengaraan Proses
Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik

130.200.000,00

129.651.200,00

9 Sub Kegiatan Penyediaan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar

8.306.400.000,00

8.109.800.000,00

10  Sub Kegiatan
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar

614.980.000,00

530.877.000,00

11 Sub Kegiatan Pengelolaan
Dana BOS Sekolah Dasar

89.772.861.019,00

86.446.710.000,00

SLTP (%)

Program Pengelolaan Pendidikan

62.455.285.871,00

59.925.531.665,00

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama

62.455.285.871,00

59.925.531.665,00

1 Sub Kegiatan Pembangunan
Unit Sekolah Baru (USB)

42.145.287,00

000,00

2 Sub Kegiatan Penambahan
Ruang Kelas Baru

6.708.907.800,00

5.947.494.800,00

3 Sub Kegiatan Pembangunan
Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah

102.500.000,00

99.079.000,00

4 Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/ Berat Ruang Kelas
Sekolah

9.969.220.000,00

9.840.142.054,00

5 Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/ Berat Ruang Guru
Sekolah

2.820.070.000,00

2.790.287.367,00

6 Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/Berat Perpustakaan
Sekolah

1.344.995.000,00

1.332.395.249,00

7 Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/ Berat Laboratorium

2.406.923.550,00

2.376.754.457,00

8 Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/Berat Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah

2.753.606.000,00

2.717.143.668,00

9 Sub Kegiatan Pengadaan 2.306.613.000,00 1.826.445.070,00
Mebel Sekolah
10  Sub Kegiatan Pengadaan 388.275.000,00 000,00

Perlengkapan Siswa

11 Sub Kegiatan
Penyelengaraan Proses
Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik

1.109.760.000,00

1.108.060.000,00

11 Sub Kegiatan Pembinaan
Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa

200.000.000,00

200.000.000,00
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Sub Kegiatan Penyediaan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama

5.544.000.000,00

5.453.400.000,00

Sub Kegiatan
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama

102.500.000,00

102.500.000,00

Sub Kegiatan Pengelolaan
Dana BOS Sekolah
Menengah Pertama

26.655.770.234,00

26.131.830.000,00

Rata-rata Nilai Ujian

SD (%)

Program Pengelolaan Pendidikan

129.503.786.019,00

123.219.222.873,63

Kegiatan Pengelolaan Sekolah
Dasar

129.503.786.019,00

123.219.222.873,63

1

Sub Kegiatan Penambahan
Ruang Kelas Baru

9.400.917.000,00

9.220.731.675,89

Sub Kegiatan Pembangunan
Perpustakaan Sekolah

770.367.000,00

674.506.592,61

Sub Kegiatan Pembangunan
Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah

872.396.350,00

849.300.330,00

Sub Kegiatan Pembangunan
Rumah Dinas Kepala
Sekolah/ Guru/ Penjaga
Sekolah

20.691.450,00

000,00

Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/ Berat Ruang Kelas

15.667.251.200,00

15.360.981.951,13

Sub Kegiatan Pengadaan
Mebel Sekolah

2.524.657.000,00

1.263.897.800,00

Sub Kegaiatan Pengadaan
Perlengkapan Siswa

1.423.065.000,00

632.766.324,00

Sub Kegiatan
Penyelengaraan Proses
Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik

130.200.000,00

129.651.200,00

Sub Kegiatan Penyediaan
Pendidik dan Tenaga

Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar

8.306.400.000,00

8.109.800.000,00

Sub Kegiatan
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar

614.980.000,00

530.877.000,00

Sub Kegiatan Pengelolaan
Dana BOS Sekolah Dasar

89.772.861.019,00

86.446.710.000,00

SLTP (%)

Program Pengelolaan Pendidikan

62.455.285.871,00

59.925.531.665,00

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama

62.455.285.871,00

59.925.531.665,00

1

Sub Kegiatan Pembangunan
Unit Sekolah Baru (USB)

42.145.287,00

000,00

2 Sub Kegiatan Penambahan 6.708.907.800,00 5.947.494.800,00
Ruang Kelas Baru

3 Sub Kegiatan Pembangunan 102.500.000,00 99.079.000,00
Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah

4 Sub Kegiatan Rehabilitasi 9.969.220.000,00 9.840.142.054,00

Sedang/ Berat Ruang Kelas
Sekolah
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5 Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/ Berat Ruang Guru
Sekolah

2.820.070.000,00

2.790.287.367,00

6 Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/Berat Perpustakaan
Sekolah

1.344.995.000,00

1.332.395.249,00

7 Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/ Berat Laboratorium

2.406.923.550,00

2.376.754.457,00

8 Sub Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/Berat Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah

2.753.606.000,00

2.717.143.668,00

9 Sub Kegiatan Pengadaan
Mebel Sekolah

2.306.613.000,00

1.826.445.070,00

10  Sub Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Siswa

388.275.000,00

000,00

11 Sub Kegiatan
Penyelengaraan Proses
Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik

1.109.760.000,00

1.108.060.000,00

11 Sub Kegiatan Pembinaan
Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa

200.000.000,00

200.000.000,00

12 Sub Kegiatan Penyediaan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama

5.544.000.000,00

5.453.400.000,00

13 Sub Kegiatan
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama

102.500.000,00

102.500.000,00

14  Sub Kegiatan Pengelolaan
Dana BOS Sekolah
Menengah Pertama

26.655.770.234,00

26.131.830.000,00

JUMLAH 830.291.573.431,00 792.504.549.819,52
Bangkit Angka Harapan Program Pemenuhan Upaya

Kesehatan Hidup (Tahun) Kesehatan Perorangan dan Upaya

(Meningkatny Kesehatan Masyarakat

a Derajat Kegiatan Penyediaan Fasilitas

Kesehatan Pelayanan Kesehatan untuk UKM

dan dan UKP Kewenangan Daerah

Kecukupan Kabupaten/Kota

Gizi

Masyarakat) 1 Sub Kegiatan Pembangunan 98.965.701,00 87.995.730,00

Angka Kematian
Bayi per 1.000
Kelahiran Hidup
(Rasio/1.000
Kelahiran Hidup)

Puskesmas

2 Sub Kegiatan
Pengembangan Puskesmas

5.000.000.000,00

4.954.026.500,00

3 Sub Kegiatan Pengadaan
Sarana Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

1.440.360.000,00

1.402.307.936,00

4 Sub Kegiatan Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat

911.555.700,00

909.301.780,00

5 Sub Kegiatan Pengelolaan
Jaminan Kesehatan
Masyarakat

62.229.439.205,36

47.087.683.713,00

6 Sub Kegiatan Penyediaan
Telemedicine di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

494.822.306,00

494.145.942,00

7 Sub Kegiatan Pelaksanaan
Akreditasi Fasilitas
Kesehatan di
Kabupaten/Kota

2.179.285.000,00

1.186.898.000,00
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8 Sub Kegiatan Pengendalian
dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Rumah Sakit
Kelas C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Lainnya

36.590.050,00

36.588.877,00

9 Sub Kegiatan Penyiapan
Perumusan dan
Pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan

34.464.600,00

34.384.600,00

Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Menusia Kesehatan

Kegiatan Pemberian Izin Praktik
Tenaga Kesehatan di Wilayah

Sub Kegiatan Pengendalian
Perizinan Praktik Tenaga
Kesehatan

50.420.000,00

50.419.900,00

Kegiatan Perencanaan Kebutuhan
dan Pendayagunaan Sumberdaya
Manusia Kesehatan untuk UKP
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota

1 Sub Kegiatan Perencanaan
dan Distribusi serta
Pemerataan Sumber Daya
Manusia Kesehatan

14.349.814,00

14.349.814,00

2  Sub Kegiatan Pemenuhan
Kebutuhan Sumber Daya
Manusia Kesehatan sesuai
Standar

12.749.814,00

12.749.814,00

3  Sub Kegiatan Pembinaan
dan Pengawasan Sumber
Daya Manusia Kesehatan

46.158.128,00

46.158.128,00

Kegiatan Pengembangan Mutu
dan Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

6.418.924.236,00

6.397.924.553,00

Program Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan

Kegiatan Advokasi,
Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan
Upaya Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat

181.049.795,00

159.661.795,00

Angka Kematian ibu
per 100.000 kelahiran
hidup (Rasio/ 100.000
kelahiran Hidup)

Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

1. Sub kegiatan
Pengembangan Fasilitas
Kesehatan Lainnya

2. Sub kegiatan Pengadaan
Obat, Vaksin

170.642.909,60

169.211.000,00

2.389.157.336,00

2.197.147.122,00

D R et e —————————
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Persentase Penurunan
Penyandang
Disabilitas Miskin dan
Rentan (%)

Program Rehabilitasi Sosial

115.009.053,00

114.649.555,00

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar serta Gelandangan
Pengemis Diluar Panti

115.009.053,00

114.649.555,00

1. Sub Kegiatan Penyediaan
alat bantu

82.899.455,00

82.549.455,00

2. Sub Kegiatan Pemberian
layanan kedaruratan

32.109.598,00

32.100.100,00

Pencapaian Skor Pola
Pangan Harapan
(PPH) (%)

Program Peningkatan Diversifikasi
dan Ketahanan Masyarakat

Kegiatan Pelaksanaan
Pencapaian Target Konsumsi
Pangan Perkapita Pertahun
Sesuai dengan angka Kecukupan
Gizi

- Sub Kegiatan Penyusunan
dan Penetapan Target
Konsumsi Pangan Perkapita
Pertahun

50.046.000,00

1.675.000,00

JUMLAH

82.104.007.753,96

65.586.578.869,00

Bangkit
Ketentrama,
Ketertiban Umum
dan Perlindungan
Masyarakat
(Menurunnya
Kriminalitas)

10

hgka Kriminalitas (%)

Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum

Kegiatan Penanganan gangguan
ketentraman dan ketertiban umum
dalam 1 (satu) daerah kabupaten

- Sub Kegiatan Pencegahan
gangguan ketentraman dan
ketertiban umum melalui
deteksi dini dan cegah dini,
pembinaan dan penyuluhan,
pelaksanaan patroli
pengamanan dan
pengawalan

94.999.858,00

94.999.858,00

11

Persentase Penurunan
Pelanggaran Perda
(%)

Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum

Kegiatan Penanganan gangguan
ketentraman dan ketertiban umum
dalam 1 (satu) daerah kabupaten

- Sub Kegiatan Penindakan
atas gangguan ketentraman
dan ketertiban umum
berdasarkan Perda dan
Perkada melalui penertiban
dan penanganan unjuk rasa
dan kerusuhan massa

29.918.182,00

29.918.100,00

33.395.455,00

33.395.400,00

19.986.325,00

19.986.300,00

42.070.909,00

42.070.800,00

40.217.273,00

40.217.200,00

38.420.404,00

38.420.400,00

97.576.691,00

97.472.820,00

48.620.891,00

48.620.000,00

JUMLAH

445.205.988,00

445.100.878,00
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(Bangkit
Demokrasi)
Meningkatnya
Kesadaran
Masyarakat Dalam
Berdemokrasi

12

Angka Partisipasi
Pemilu (%)

(Bangkit Prestasi
dan Keimanan
Masyarakat)
Meningkatnya
Masyarakat yang
Berprestasi dan
Religius

13

Persentase Atlet
Berprestasi (%)

Program Pengembangan
Kapasitas Daya Saing Pemuda

Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga Prestsi
Tingkat Daerah Provinsi (Spot
Science)

- Pemusatan Latih Daerah,
limu Pengentahuan dan
Teknologi Keolahraga (Spot
Science)

1.247.178.650,00

1.159.041.000,00

14

Persentase Prestasi
Bidang Seni dan
Budaya (%)

Program Pengembangan
Kebudayaan

408.125.000,00

403.942.400,00

Kegiatan Pelestarian Kesenian
Tradisional Yang Masyarakat
Pelakunya Dalam Daerah
Kabupaten/Kota

308.125.000,00

304.942.400,00

1. Sub Kegiatan Perlindungan
Pengembangan,
Pemanfaatan Objek
Pemajuan Tradisi Budaya

125.825.000,00

125.825.000,00

2. Sub Kegiatan Pemberian
Penghargaan kepada Pihak
yang Berprestasi atau
Berkontribusi Luar Biasa
sesuai dengan Prestasi dan
Kontribusinya dalam
Pemajuan Kebudayaan

182.300.000,00

179.117.400,00

Kegiatan Pembinaan Lembaga
Adat Yang Penganutnya Dalam
Daerah Kabupaten/Kota

100.000.000,00

99.000.000,00

- Sub Kegiatan Penyediaan
Sarana dan Prasarana
Pembinaan Lembaga Adat

100.000.000,00

99.000.000,00

15

Generasi Muda Hafiz
Al-Qur'an (Orang)

Program Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

9.324.828.530,00

9.265.479.397,00

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat

6.331.694.268,00

6.273.012.920,00

- Sub Kegiatan Fasilitasi
Pengelolaan Bina Mental
Spiritual

2.929.854.402,00

2.883.616.700,00

16

Masyarakat Khatam
Qur'an (Orang)

Program Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

9.324.828.530,00

9.265.479.397,00

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat

6.331.694.268,00

6.273.012.920,00

- Sub Kegiatan Fasilitasi
Pengelolaan Bina Mental
Spiritual

2.929.854.402,00

2.883.616.700,00

17

Persentase
Peningkatan
Zakat dan Infak
Melalui BAZNAZ
(%)

JUMLAH

39.644.308.050,00

39.215.086.234,00

Bangkit Pertanian
(Meningkatnya

18

Nilai Tukar Petani
(indeks)

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
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Kesejahteraan
Petani dan
Nelayan)

Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

453.787.093,00

266.987.443,00

- Sub Kegiatan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat daerah

453.787.093,00

266.987.443,00

19 Nilai Tukar Program Pengelolaan Perikanan 900.000.680,00 771.679.600,00
Nelayan (indeks) Tangkap
Kegiatan Pengelolaan 825.255.000,00 697.013.100,00
Penangkapan lkan di Wilayah
Sungai, Danau,Waduk, Rawa, dan
Genangan Air Lainnya yang dapat
Diusahakan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/ Kota
1 Sub Kegiatan Penyediaan 93.089.000,00 92.411.000,00
Data dan Informasi Sumber
Daya lkan
2 Sub Kegiatan Penyediaan 47.962.600,00 000,00
Prasarana Usaha Perikanan
Tangkap
3 Sub Kegiatan Penjaminan 732.166.000,00 604.602.100,00
Ketersediaan Sarana Usaha
Perikanan Tangkap
Kegiatan Pemberdayaan Nelayan 74.745.680,00 74.666.500,00
Kecil dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1 Sub Kegiatan 25.798.680,00 25.719.500,00
Pengembangan Kapasitas
Nelayan Kecil
2 Sub Kegiatan Pelaksanaan 32.369.000,00 32.369.000,00
Fasilitasi Pembentukan dan
Pengembangan
Kelembagaan Nelayan Kecil
3 Sub Kegiatan Pelaksanaan 16.578.000,00 16.578.000,00
Fasilitasi Bantuan
Pendanaan, Bantuan
Pembiayaan, Kemitraan
Usaha
Program Pengawasan Sumber 152.998.000,00 152.998.000,00
Daya Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Pengawasan Sumber 152.998.000,00 152.998.000,00
Daya Perikanan di Wilayah
Sungai,Danau, Waduk, Rawa, dan
Genangan Air Lainnya yang dapat
Diusahakan Dalam
Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengawasan 152.998.000,00 152.998.000,00
Usaha Perikanan Tangkap
di Wilayah Sungai,Danau,
Waduk, Rawa, dan
Genangan Air Lainnya yang
dapat Diusahakan dalam
Kabupaten/Kota
20 Nilai Tukar Program Pengelolaan Perikanan 2.015.307.643,00 1.953.834.396,00

Pembudidaya lkan
(indeks)

Budidaya

Kegiatan Pemberdayaan Pembudi
Daya lkan Kecil

47.576.579,00

47.576.578,00

- Sub Kegiatan Pelaksanaan
Fasilitasi Pembentukan dan
Pengembangan
Kelembagaan Pembudi daya
lkan Kecil

47.576.579,00

47.576.578,00
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LKjIP

Kegiatan Pengelolaan
Pembudidaya lkan

1.967.731.064.87

1.906.257.818.00

1 Sub Kegiatan Penyediaan
Data dan Informasi
Pembudidayaan lkan dalam
1(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

92.769.580,00

91.880.380,00

2 Sub Kegiatan Penyediaan
Prasarana Pembudidayaan
lkan dalam 1(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

190,742,300

000,00

3 Sub Kegiatan Penjaminan
Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan lkan dalam
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

1.853.715.925,00

1.793.826.938,00

4 Sub Kegiatan Pengelolaan
Kesehatan lkan dan
Lingkungan Budidaya dalam
1(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

12.105.240,00

11.444.000,00

5 Perencanaan,
Pengembangan,
Pemanfaatan dan
Perlindungan Lahan untuk
Pembudidayaan ikan di
darat

9.140.320,00

9.106.500,00

Program Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan

142.518.913,00

142.476.113,00

Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar
Usaha Pengolahan Hasil
Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro
dan Kecil

16.866.089,00

16.866.089,00

- Sub Kegiatan Penyediaan
Data dan Informasi Usaha
Pemasaran dan Pengolahan
Hasil Perikanan dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

16.866.089,00

16.866.089,00

Kegiatan Pembinaan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Bagi
Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

100,533,859

- Sub Kegiatan Pelaksanaan
Bimbingan dan Penerapan
Persyaratan atau Standar
pada Usaha Pengolahan
dan Pemasaran Skala Mikro
dan Kecil

100,533,859

73.548.859,00

Kegiatan Penyediaan dan
Penyaluran Bahan Baku Industri
Pengolahan lkan Dalam 1 (satu)
Daerah Kabuapten/Kota

52.061.565,00

52.061.565,00

- Sub Kegiatan Pemberian
Fasilitas Bagi Pelaku Usaha
Perikanan Skala Mikro dan
Kecil Dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten /Kota

52.061.565,00

52.061.565,00

JUMLAH 4.118.399.422,00 3.554.962.995,00
Bangkit

Perdagangan, 21. Kontribusi Sektor Terhadap PDRB :

Industri, Koperasi

dan UMKM Perdagangan (%) Program Peningkatan Sarana 340.000.000,00 338.186.230,08

Terhadap PDRB
dan Investasi
(Meningkatnya
Kontribusi Sektor
Perdagangan,

Distribusi Perdagangan

Kegiatan Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan

340.000.000,00

338.186.230,08
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Industri,
Pengolahan dan
Investasi)

- Sub Kegiatan Penyediaan
Sarana Distribusi
Perdagangan

340.000.000,00

338.186.230,08

Industri Pengolahan (%)

Program Perencanaan dan
Pembangunan Industri

4.101.858.475,00

4.038.881.500,00

Kegiatan Penyusnan dan
Evaluasi rencana
Pembangunan Industri
Kab/Kota

4.101.858.475,00

4.038.881.500,00

Sub Kegiatan Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pembangunan
Sumber Daya industri

3.847.858.475,00

3.784.886.700,00

- Sub Kegiatan Koordinasi ,
Sinkronisasi dan
Pelakasanaan Pemberdayan
Industri dan Peran Serta
Msyarakat

254.000.000

253.994.800,00

22

Penanaman Modal
Asing (PMA)

Program Promosi Penanaman
Modal

120.000.000,00

108.552.700,00

(Perusahaan)

Kegiatan Penyelenggaraan
Promosi Penanaman Modal yang
menjadi Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota

120.000.000,00

108.552.700,00

- Sub Kegiatan pelaskanaan
kegiatan promosi
penanaman modal daerah

120.000.000,00

108.552.700,00

23

Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN)
(Perusahaan)

Program Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

326.122.000,00

128.578.000,00

Kegiatan Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal
Yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

326.122.000,00

128.578.000,00

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemantaun
Pelaksanaan Penanaman
Modal

48.300.000,00

23.685.000,00

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman
Modal

181.222.000,00

81.046.000,00

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman
Modal

96.600.000,00

23.847.000,00

JUMLAH

4.887.980.475,00

4.614.198.430,08

Bangkit
Tenaga Kerja
Lokal
(Meningkatny
a
Kesempatan
Berusaha dan
Kesempatan
Kerja)

24

Rasio Penduduk yang
Bekerja (%)

Program Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Tenaga Kerja

632.274.400,00

632.274.400,00

Kegiatan Pelaksanaan
pelatihan berdasarkan unit
kompetensi

632.274.400,00

632.274.400,00

- Sub Kegiatan Proses
pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan
keterampilan bagi
pencari kerja
berdasarkan klaster
kompetensi

25

Persentase Tingkat

Pengangguran Terbuka (%)

632.274.400,00

632.274.400,00

JUMLAH

632.274.400,00

632.274.400,00
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Bangkit Daya Saing
Produk Daerah dan
Pariwisata
(Meningkatnya
Inovasi Teknologi
dan Destinasi
Pariwisata)

26

Persentase Pemanfaatan
Inovasi Unggulan Daerah (%)

Program Penelitian dan
pengembangan Daerah

254.425.000,00

248.975.000,00

Kegiatan Pengembvangan
inovasi dan teknologi

53.575.000,00

50.625.000,00

- Sub Kegiatan
diseminasi jenis,
prosedur dan metode
penyelenggaraan
pemerintah daerah yang
bersipat inovatif

53.575.000,00

50.625.000,00

27

Peningkatan Jumlah
Kunjungan Wisata (Orang)

Program Peningkatan Daya
Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan Pengelolaan
Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Analisis
Pasar untuk promosi dan
pemasaran objek
pariwisata

700.000.000,00

443.395.831,00

JUMLAH

954.425.000,00

692.370.831,00

(Bangkit
Infrastruktur dan
Pembangunan
Perdesaan)
Meningkatnya
Infrastruktur yang
Baik, Merata,
Berwawasan
Lingkungan dan
Naiknya Status
Desa

28

Persentase Jalan Kabupaten
Dalam Kondisi Baik (>40
KM/Jam) (%)

Program Penyelenggaraan
Jalan

302.196.367.724,00

262.562.633.608,19

Kegiatan Penyelenggaraan
Jalan Kabupaten

302.196.367.724,00

262.562.633.608,19

Sub Kegiatan Penyusunan
rencana, kebijakan dan
strategis pengembangan
jaringan jalan serta
perencanaan teknis
penyelenggaraan jalan dan
jembatan

3.390.848.650,00

1.753.057.635,35

Sub Kegiatan Pembebasan
lahan/tanah untuk
penyelenggaraan jalan

450.000.000,00

48.904.700,00

Sub Kegiatan
Pembangunan jalan

286.532.453.324,00

214.298.574.396,46

Sub Kegiatan Pelebaran
jalan menuju standar

1.500.000.000,00

443.850.000,00

Sub Kegiatan Pelebaran
jalan menambah jalur

5.000.000.000,00

2.353.914.750,00

Sub Kegiatan Rekonstruksi
jalan

21.519.495.000

21.186.954.000,00

Sub Kegiatan Rehabilitasi
jalan

5.323.065.750,00

2.841.442.315,00

Sub Kegiatan
Pembangunan jembatan

22. 346.261.915

19.436.799.811,38

Sub Kegiatan Rehabilitasi
jembatan

1. 200.000.000

199.136.000,00

29

Persentase
Dermaga Dalam
Kondisi Baik (%)

Program Pengelolaan Pelayaran

Kegiatan Pembangunan dan
Penerbitan Izin Pembangunan
dan Pengoperasian Pelabuhan
Sungai Danau

7.033.291.000,00

6.600.138.831,00

Sub Kegiatan
Pembangunan Pelabuhan
Sungai dan Danau

6.888.341.000,00

6.455.643.831,00
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- Sub Kegiatan
Pengawasan
pengoperasian pelabuhan
sungai dan danau

144.950.000,00

144.495.000,00

30

Cakupan Rumah
Layak Huni
(Rumah)

Program Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Kumuh

17.195.783.624,04

17.095.466.400,00

Kegiatan Pencegahan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh pada Daerah
Kabupaten/Kota

17.195.783.624,04

17.095.466.400,00

- Sub Kegiatan Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni
untuk Pencegahan
terhadap Tumbuh dan
Berkembangnya
Permukiman Kumuh diluar
Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (sepuluh) Ha

17.195.783.624,04

17.095.466.400,00

31

Persentase
Penduduk
Berakses Air
Minum (%)

Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum

20.057.553.714,00

19.596.452.200,00

Kegiatan Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di
Daerah Kabupaten/Kota

20.057.553.714,00

19.596.452.200,00

Sub Kegiatan Penyusunan
Kebijakan, Strategi dan Teknis
SPAM

1.031.004.294,00

900.690.900,00

32

Cakupan Layanan
Telekomunikasi
(%)

Program Informasi dan
Komunikasi Publik

2.432.000.000,00

2,288,662.986

Kegiatan Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

2.432.000.000,00

2,288,662.986

33

Persentase Irigasi
Kabupaten Dalam
Kondisi Baik (%)

Program Pengelolaan Sumber
Daya Air (SDA)

72.898.668.864,00

57.276.818.526,36

Kegiatan Pengelolaan SDA
Bangunan Pengaman Pantai
pada Wilayah Sungai (WS) dalam
1 (satu) Daerah Kabupaten

21.592.212.814,00

21.005.386.047,50

1 Sub Kegiatan
Pembangunan embung
dan penampung air
lainnya

300.000.000,00

298.810.000,00

2 Sub Kegiatan
Pembangunan tanggul
sungai

2.200.000.000,00

2.167.644.400,00

3 Sub Kegiatan
Pembangunan pintu
air/bendung pengendali
banjir

200.000.000,00

199.590.000,00

4 Sub Kegiatan
Normalisasi/restorasi
sungai

18.664.318.000,00

18.275.866.147,50

5 Sub Kegiatan Pembinaan
dan pemberdayaan
kelembagaan pengelolaan
SDA kewenangan
Kabupaten

77.894.814,00

63.475.500,00

6 Sub Kegiatan Operasi dan
pemeliharaan sungai

150.000.000,00
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KegiatanPengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi Primer
dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang luasnya dibawah
1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah
Kab/Kota

51.306.456.050,00

36.271.432.478,86

1 Sub Kegiatan Penyusunan
rencana teknis dan
dokumen lingkungan hidup
untuk konstruksi irigasi dan
rawa

1.038.125.000,00

702.130.600,00

2 Sub Kegiatan
Pembangunan jaringan
irigasi rawa

14.342.445.000,00

14.124.944.600,00

3 Sub Kegiatan peningkatan
jaringan irigasi rawa

8.536.355.706,00

8.383.677.671,86

4 Sub Kegiatan Rehabilitasi
jaringan irigasi rawa

24.319.745.300,00

12.326.155.980,00

5 Sub Kegiatan Operasi dan
Pemeliharaan jaringan
irigasi rawa

6 Sub Kegiatan Operasional
Unit pengelola irigasi

3.069.785.044,00

734.523.627,00

34

Jumlah Desa Sangat
Tertinggal dan
Tertinggal Menjadi
Desa Berkembang
(Desa)

Program Administrasi
Pemerintahan Desa

2.934.849.254

Kegiatan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Desa

2.934.849.254

- Sub Kegiatan Fasilitasi
Evaluasi perkembangan
desa serta lomba desa dan
kelurahan

149.998.885,00

128.771.561,00

JUMLAH

428.846.955.926,04

369.731.648.396,55

(Bangkit
Kualitas
Lingkungan
Hidup)
Meningkatnya
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup dan
Pengelolaan
Resiko Bencana

35

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH) (%)

Program Pengendalian
pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan hidup

510.938.225,00

471.125.800,00

Kegiatan Pencemaran dan atau
kerusakan lingkungan hidup Kab

510.938.225,00

471.125.800,00

1 Sub Kegiatan Koordinasi,
sinkronisasi dan
pelaksanaan pencegahan
pencemaran lingkungan
hidup dilaksanakan
terhadap media tanah, air
udara dan tanah

44.450.400,00

42.180.600,00

2 Sub Kegiatan Koordinasi,
Sinkronisasi dan
pelaksanaan pengendalian
emisi gas rumah kaca,
mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim

19.988.400,00

18.393.600,00

3 Sub Kegiatan
Pengelolaan
Raboratorium
lingkungan hidup kab

446.499.425,00

410.551.600,00

36

Persentase
Menurunnya Indeks
Resiko Bencana (%)

Program Penanggulangan
Bencana

23.619.564.011,00

1.681.975.962,00

Kegiatan Pelayanan Informasi
Rawan Bencana

120.190.446,00

120.190.446,00

- Sub Kegiatan Sosialisasi,
komunikasi, informasi dan
edukasi (KIE) rawan
bencana Kab/Kota (per
jenis bencana)

120.190.446,00

120.190.446,00

Kegiatan Penataan Sistem Dasar
Penanggulangan Bencana

91.458.909,00

90.794.000,00
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- Sub Kegiatan Penguatan
Kelembagaan Bencana
Kabupaten/Kota

91.458.909,00

90.794.000,00

Kegiatan Pelayanan Pencegahan
dan Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana

22.515.838.656,00

621.133.080,00

1 Sub Kegiatan Penyusunan
rencana penanggulangan
bencana Kabupaten/Kota

39.670.000,00

39.670.000,00

2 Sub Kegiatan Pelatihan
pencegahan dan mitigasi
bencana Kabupaten/Kota

80.000.000,00

80.000.000,00

3 Sub Kegiatan Penguatan
kapasitas kawasan untuk
pencegahan dan
kesiapsiagaan

243.170.052,00

243.170.000,00

4 Sub Kegiatan Penanganan
pasca bencana
Kabupaten/Kota

22.152.998.604,00

258.293.080,00

Kegiatan Pelayanan
Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana

892.076.000,00

849.858.436,00

1 Sub Kegiatan Respon cepat
darurat bencana
kabupaten/kota

744.133.000,00

701.940.436,00

2 Sub Kegiatan Penyediaan
logistik penyelamatan dan
evakuasi korban bencana
kab/kota

147.943.000,00

147.918.000,00

JUMLAH

24.130.502.236,00

2.153.101.762,00

(Bangkit
Reformasi
Birokrasi)
Meningkatnya
Reformasi
Birokrasi

37

Indeks Reformasi
Birokrasi (Nilai)

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penataan Organisasi

- Sub Kegiatan Peningkatan
Kinerja dan Reformasi
Birokrasi

132.578.674,00

132.339.500,00

38

Maturitas SPIP
(Level)

Program Penyelenggaraan
Pengawasan

16.200.000,00

16.200.000,00

Kegiatan Penyelenggaraan
Pengawasan Internal

16.200.000,00

16.200.000,00

- Sub Kegiatan
Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah

16.200.000,00

16.200.000,00

39

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
(Nilai)

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penataan Organisasi

- Sub Kegiatan Fasilitas
Pelayanan Publik dan Tata
Laksana

178.833.952,00

178.813.485,00

- Sub Kegiatan Monitoring
Evaluasi dan Pengendalian
Kualitas Pelayanan Publik
dan Tata Laksana

173.227.132,07

173.209.200,00

40

Nilai SAKIP (Nilai)

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penataan Organisasi

- Sub Kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah

237.701.079,00

237.657.363,00
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41

Opini BPK

Terhadap Laporan

Keuangan (Hasil
Penilaian BPK)

Program Pengelolaan Keuangan
Daerah

490.105.040.867,84

473.030.690.625,77

Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Rencana Anggaran
Daerah

1.246.965.773,67

1.036.852.977,00

1

Sub Kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan KUA dan
PPAS

115.514.000,00

56.943.000,00

Sub Kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

71.975.000,00

51.723.900,00

Sub Kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan Peraturan
Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD

309.528.000,00

295.021.077,00

Sub Kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan Peraturan
Daerah tentang Perubahan
APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD

649.803.773,67

612.721.500,00

Sub Kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan Regulasi
serta Kebijakan Bidang
Anggaran

54.437.000,00

17.438.500,00

Sub Kegiatan Pembinaan
Perencanaan
Penganggaran Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota

45.708.000,00

3.005.000,00

Kegiatan Koordinasi dan
Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah

653.627.000,00

614.118.943,00

1

Sub Kegiatan Koordinasi
dan Pengelolaan Kas
Daerah

44.188.000,00

35.863.118,00

Sub Kegiatan Penyiapan,
Pelaksanaan Pengendalian
dan Penerbitan Anggaran
Kas dan SPD

000,00

000,00

Sub Kegiatan
Penatausahaan
Pembiayaan Daerah

65.754.000,00

65.553.670,00

Sub Kegiatan Koordinasi,
Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi,
Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya

258.563.000,00

236.159.958,00

Sub Kegiatan Koordinasi,
Pelaksanaan Kerjasama
dan Pemantauan Transaksi
Non Tunai dengan
Lembaga Keuangan Bank
dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank

000,00

000,00

Sub Kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)

87.484.000,00

86.603.217,00
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7 Sub Kegiatan Koordinasi
Pelaksanaan Piutang dan
Utang Daerah yang Timbul
Akibat Pengelolaan Kas,
Pelaksanaan Analisis
Pembiayaan dan
Penempatan Uang Daerah

19.585.000,00

19.479.800,00

sebagai Optimalisasi Kas

8 Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D
dengan Instansi Terkait

82.289.000,00

75.440.800,00

9 Sub Kegiatan Penyusunan
Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan
yang Berkaitan dengan
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan

95.764.000,00

95.018.380,00

10 Sub Kegiatan Pembinaan
Penatausahaan Keuangan
Pemerintah
Kabupaten/Kota

000,00

000,00

Kegiatan Penunjang Urusan
Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

487.519.728.062,12

470.698.640.058,77

1 Sub Kegiatan Analisis
Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembayaran
Cicilan Pokok dan Bunga
Pinjaman Pemerintah
Daerah

22.028.606.666,55

16.320.981.316,77

2 Sub Kegiatan Analisis
Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan
Keuangan

458.245.877.658,00

454.377.658.742,00

3 Sub KegiatanPengelolaan
Dana Darurat dan
Mendesak

7.245.243.737,57

000,00

Kegiatan Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Lingkup
Keuangan Daerah

26.960.846,00

26.960.846,00

Sub Kegiatan Implementasi
dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Keuangan
Daerah

26.960.846,00

26.960.846,00

Kegiatan Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah

657.759.186,05

654.117.801,00

1 Sub Kegiatan Rekonsiliasi
dan Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan-
LO dan Beban

129.510.800,00

129.507.500,00

2 Sub Kegiatan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran

76.494.700,05

75.377.995,00

3 Sub Kegiatan Konsolidasi
Laporan Keuangan SKPD,
BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah

109.289.686,00

109.190.500,00
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Sub Kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan
Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran

54.288.000,00

54.086.300,00

Sub Kegiatan Penyusunan
Tanggapan/Tindak Lanjut
terhadap LHP BPK atas
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

80.782.000,00

80.670.105,00

Sub Kegiatan Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan
Tuntutan Kerugian Daerah

207.394.000,00

205.285.401,00

Sub Kegiatan Penyusunan
Kebijakan dan Panduan
Teknis Operasional
Penyelenggaraan
Akuntansi Pemerintah
Daerah

000,00

000,00

Sub Kegiatan Penyusunan
Sistem dan Prosedur
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah
Daerah

000,00

000,00

Program Pengelolaan Barang Milik

Daerah

521.826.580,00

518.753.095,00

Kegiatan Pengelolaan Barang
Milik Daerah

521.826.580,00

518.753.095,00

1

Sub Kegiatan Penyusunan
Standar Harga

27.522.280,00

27.410.000,00

Sub Kegiatan Penyusunan
Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah

6.702.600,00

6.450.000,00

Sub Kegiatan Inventarisasi
Barang Milik Daerah

000,00

000,00

Sub Kegiatan Pengamanan
Barang Milik Daerah

218.056.000,00

217.466.970,00

Sub Kegiatan Optimalisasi
Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah

68.777.700,00

68.592.700,00

Sub Kegiatan Rekonsiliasi
dalam rangka Penyusunan
Laporan Barang Milik
Daerah

24.900.000,00

24.800.000,00

Sub Kegiatan Penyusunan
Laporan Barang Milik
Daerah

175.868.000,00

174.033.425,00

Sub Kegiatan Pembinaan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

000,00

000,00

JUMLAH

491.365.408.284,91

474.287.663.268,77
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Pengukuran efisiensi pada pelaporan ini dilakukan dengan membandingkan

penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian
sasaran dan realisasi anggaran sasaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu
anggaran sasaran dengan capaian sasaran, serta program pendukung sasaran tidak
menjadi bagian perhitungan efesiensi. Dari 12 Sasaran, terdapat efesiensi pada 8
sasaran, 2 sasaran tepat guna 2 sasaran dilakukan perubahan penganggaran

sebagai berikut :

1. Sasaran Bangkit Pendidikan (Meningkatnya Kualitas Pendidikan) sebesar
4,55 %.

2. Sasaran Bangkit Kesehatan (Meningkatnya Derajat Kesehatan dan
Kecukupan Gizi Masyarakat) sebesar 20,12%.

3. Sasaran Bangkit Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
(Menurunnya Kriminalitas) sebesar 0,02%.

4. Sasaran Bangkit Prestasi dan Keimanan Masyarakat (Meningkatnya
Masyarakat yang Berprestasi dan Religius) sebesar 1.08%.

5. Sasaran Bangkit Pertanian (Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan
Nelayan) sebesar 13,68%.

6. Sasaran Bangkit Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM Terhadap
PDRB dan Investasi (Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan,
Industri, Pengolahan dan Investasi) sebesar 5,60%.

7. Sasaran Bangkit Tenaga Kerja Lokal (Meningkatnya Kesempatan Berusaha dan
Kesempatan Kerja) sebesar 0%.

8. Sasaran Bangkit Daya Saing Produk Daerah dan Pariwisata (Meningkatnya
Inovasi Teknologi dan Destinasi Pariwisata) sebesar 27,46%.

9. Sasaran Bangkit Infrastruktur dan Pembangunan Perdesaan
(Meningkatnya Infrastruktur yang Baik, Merata, Berwawasan Lingkungan

dan Naiknya Status Desa) sebesar 13,78%.
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10. Sasaran Bangkit Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Resiko Bencana) sebesar 91,08% besaran
efesien pada sasaran ini dikarena tidak ada resiko becana besar yang terjadi
dikabupaten Banyuasin sehingga anggara tersebut di anggarkan kembali untuk
tahun depan sebagai cadagan dana bencana.

11. Sasaran Bangkit Reformasi Birokrasi (Meningkatnya Reformasi Birokrasi)
sebesar 3,48%.

12. Sasaran Bangkit Demokrasi (Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam
Berdemokrasi) karena tidak ada perhitungan indikator terhadap sasaran ini

maka anggaran dalam pelaksanaan ini tidak ada.
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) Kabupaten Banyuasin Tahun

2021 sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas kinerja penyelenggaraan

Pemerintah Daerah. LKjIP Kabupaten Banyuasin menjadi bahan evaluasi capaian

kinerja pada tahun anggaran 2021 serta sebagai acuan strategi dan bahan

pertimbangan dalam melaksanakan pembangunan daerah dimasa yang akan

datang. Kinerja Kabupaten Banyuasin tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai

capaian kinerja Pemerintah Daerah dengan kategori Baik, dengan capaian kinerja

pada 7 (tujuh) Tujuan dengan 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 46 (empat puluh

enam) Indikator Kinerja Utama Sasaran, sebagai berikut:

1.

Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Pendidikan (Meningkatnya Kualitas
Pendidikan) dengan Nilai 79, 51 % Predikat BAIK.

Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Kesehatan (Meningkatnya Derajat
kesehatan dan Kecukupan Gizi masyarakat) dengan Nilai 97,23 Predikat BAIK.
Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat (Menurunnya kriminalitas) dengan Nilai 162.56
Predikat SANGAT BAIK.

Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Prestasi dan Keimanan Masyarakat
(Meningkatnya Masyarakat yang berprestasi dan religius) dengan Nilai 165.06
Predikat SANGAT BAIK.

Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Pertanian (Meningkatnya Kesejahteraan
Petani dan Nelayan) dengan Nilai 100,2 Predikat SANGAT BAIK.

Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Perdagangan, Industri, Koperasi dan
UMKM terhadap PDRB dan Investasi (Meningkatnya kontribusi sektor
perdagangan, industri Pengolahan dan Investasi) dengan Nilai 98,60 Predikat
BAIK.
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7.

8.

9.

Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Tenaga Kerja Lokal (Meningkatnya
kesempatan berusaha dan kesempatan kerja) dengan Nilai 100,00 Predikat
BAIK.

Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Daya Saing Produk Daerah dan
Pariwisata (Meningkatnya Inovasi Teknologi dan Destinasi Pariwisata) dengan
Nilai 122,23 Predikat SANGAT BAIK.

Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Infrastruktur dan Pembangunan
Perdesaan  (Meningkatnya infrastruktur yang baik, merata, berwawasan
lingkungan dan naiknya status desa) dengan Nilai 108,17 Predikat SANGAT
BAIK.

10. Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Kualitas Lingkungan Hidup

(Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Resiko
Bencana) dengan Nilai 254,05 Predikat SANGAT BAIK.

11. Capaian Kinerja pada Sasaran Bangkit Reformasi Birokrasi (Meningkatnya

Reformasi Birokrasi) dengan Nilai Ratanya 101,03 Predikat SANGAT BAIK.

Akhirnya, Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengucapkan terimakasih yang

sebesar-besarnya kepada seluruh elemen atas dukungan yang diberikan dalam

pencapaian kinerja tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus berupaya

meningkatkan kinerja dan prestasi pada tahun-tahun mendatang dan terus bekerja

keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak

untuk menuntaskan permasalahan dan kekurangan pembangunan daerah yang

masih belum terselesaikan.

Pangkalan Balai, =7 Maret 2022
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:BATS'" PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
Eﬂla INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran JL. KH. Mursyal Azhari No. 11 Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 7061910 Fax. (0711) 7690022 Kode Pos. 30753
Email : inspektoratdaerah2020@ gmail.com Website : www.irkab.banvuasinkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk
Tahun 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi
yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen

Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, laporan kinerja telah

disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam

laporan kinerja ini.

Pangkalan Balai, 2%  Maret 2022
_~INSPEKTUR,

( e T

ZAKIRIN, S.P., M.M.
PEMBINA TINGKAT |
“NIP. 19750214 199903 1 006



|BANYUAS PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

-
B INSPEKTORAT
o v Komplek Perkantoran JL. KH. Mursyal Azhari No. 11 Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan
Sty Telp. (0711) 7061910 Fax. (0711) 7690022 Kode Pos. 30753
Email : inspektoratdaerah2020@ gmail.com Website : www.irkab. banvuasinkab.go.id
Pangkalan Balai, 98 Maret 2022
Nomor : 700 /808 /irkab/2022 Yth. Bupati Banyuasin
Hal . Laporan Hasil Reviu atas Di
Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Balai

Pemerintah  Kabupaten
Banyuasin Tahun 2021

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan
Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021.
Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah terkait dengan hasil sebagai berikut :
1. Pernyataan Reviu
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Banyuasin untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai
pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang
dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab
manajemen Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Reviu bertujuan
untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami,
tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan
dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan

kinerja ini.

2. Dasar Reviu

1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun
2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

3) Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja OPD Kabupaten Banyuasin Nomor
138/KPTS/IRDA/2019

4) Surat Perintah Tugas Bupati Banyuasin Nomor
0158.a/SPT/IRDA/2022 tanggal 14 Maret 2022 dalam rangka
Melakukan Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2021.

. Waktu dan Pelaksanaan Reviu
Reviu dilaksanakan dari tanggal 14 Maret 2022 sampai

dengan tanggal 25 Maret 2022 ( 10 hari ).

Pelaksanaan Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten
Banyuasin Tahun 2021 dilakukan secara paralel dengan waktu
pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten
Banyuasin Tahun 2021, hal ini di maksudkan agar penyampaian
Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 dapat
tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

. Tujuan dan Sasaran Reviu

a. Tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan mengenai
akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja
dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 kepada Pemerintah
Kabupaten Banyuasin.

b. Sasaran Reviu meningkatnya kualitas Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 yang disajikan
oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Banyuasin.

. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

meliputi :

a. Metode pengumpulan data/informasi.

b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas.
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c. Penyusunan kertas kerja reviu.
d. Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah
penyajian manajemen.
. Simpulan dan Rekomendasi
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati berkewajiban
menyampaikan Laporan Kinerja yang telah direviu oleh
“Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah
Daerah” disampaikan Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara & Reformasi Birokrasi (Menpan & RB), BAPPENAS,
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur paling lambat
3 (tiga) bulan sejak Tahun Anggaran berakhir.

Memperhatikan ketentuan diatas Inspektorat Daerah
Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan Reviu terhadap
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021,
dengan kesimpulan sebagai berikut:

l. Simpulan
1. Penyajian Laporan Kinerja (LKj).

Penyajian Laporan Kinerja Pemerintah  Kabupaten

Banyuasin telah menggunakan format laporan kinerja

sebagaimana ditentukan dalam Peraturan  Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Mekanisme Penyusunan
a. LKj Pemerintah Kabupaten Banyuasin disusun oleh
Satgas yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin sesuali
dengan SK Bupati Banyuasin Nomor
33/KPTS/VII/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang



Pembentukan Tim Pelaksana, Narasumber dan Operator
Aplikasi Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021
Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2022;

b. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah cukup,
didukung dengan data yang memadai.

c. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari OPD
ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Banyuasin terdiri dari Laporan Monitoring dan Evaluasi
atas rencana aksi kinerja sasaran triwulan | sampai
dengan triwulan IV yang telah dilaksanakan sesuai
mekanisme yang diatur dalam SOP Pengumpulan Data
Kinerja Nomor : 131/VII/2017 tanggal 19 Januari 2017.

d. Datalinformasi kinerja yang disampaikan dalam LK] telah
cukup dilakukan verifikasi dan validasi secara berjenjang
sesuai SOP.

3. Substansi

a. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan
tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;

b. Tujuan/sasaran dalam LK] telah selaras dengan RPJMD;

c. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan Indikator
Kinerja Utama (IKU);

d. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja dalam
RPJMD cukup selaras dengan target indikator Kinerja
Tujuan/Sasaran dalam Perjanjian Kinerja.

e. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Laporan Kinerja
cukup sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.

f. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja telah
cukup menyatakan tujuan/sasaran.

g. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK)
telah cukup SMART.



4. Penyampaian Laporan Kinerja

Penyampaian laporan kinerja Pimpinan OPD melalui
aplikasi e-Sakip Reviu belum seluruhnya tepat waktu, yaitu
paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir
atau 28 Februari Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Il. Rekomendasi
Memperhatikan ketentuan pada Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan setelah melakukan penelusuran data

kinerja pada Laporan Kinerja masing-masing terkait, tim reviu

merekomendasikan sebagai berikut :

1) Mengembangkan sistem Akip dengan menerapkan aplikasi
kinerja yang terintegrasi dengan berbasiskan teknologi
informasi.

2) Memanfaatkan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja
dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja (LKj)
Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 disampaikan untuk

dimaklumi.

" INSPEKTUR,
(2 [————— =

" ZAKIRIN, S.P., M.M
PEMBINA TINGKAT |
NIP 19750214 199903 1 006
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7 BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :

Nama : H. ASKOLANI, SH., MH

Jabatan : BUPATI BANYUASIN

Berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pangkalan Balai, 2/ okkder 2021
BUPATI BAD

Banegibis il dane Seiaktera —

U
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

 SASARAN INDIKATOR KINERJA 2021
STRATEGIS
1 2 3
1 Bangkit Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 9
Pend?d1kan Harapan Lama Sekolah (Tahun) 12
(Meningkatnya =
Kadlitas Angka Putus Sekolah (DO) Pendidikan
Pendidikan) Dasar
SD % 0,18
SLTP % 0,14
Rata-rata nilai ujian (USBN / UN)
SD 77,00
SLTP 81,00
2 Bangkit Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) 68,97
Kesel_latan Angka Kematian Bayi per 1000 4
(Meningkatnya i . . X
Derajat kelahiran hidup (Rasio/ 1000 kelahiran

Kesehatan dan hidup)

Kecukupan Gizi

Angka kematian ibu per 100.000 103
Masyarakat) . . .
kelahiran hidup (Rasio/ 100.000
kelahiran hidup)
Persentase Penurunan Penyandang 43,60
Disabilitas Miskin dan Rentan (%o)
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan 93
(PPH) (%0)
3 Bangkit Angka Kriminalitas (Nilai) 1
Ketentraman,
Eetievtiban Persentase Penurunan Pelanggaran 40
Umum, dan Perda (%)
Perlindungan
Masyarakat
(Menurunya
Kriminalitas)
-+ (Bangkit Angka Partisipasi Pemilu (%) -
Demokrasi)
Meningkatnya
kesadarana
masyarakat
dalam
berdemokrasi
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SASARAN INDIKATOR KINERJA 2021
STRATEGIS ' e
= 2 : 3
(Bangkit Persentase Atlet berprestasi (%) 90
Ere_:stasu dan Persentase Prestasi Bidang Seni dan 45,00
eimanan
Masyarakat) Sudaya (0/0)
Meningkatnya Generasi muda Hafiz Al-Quran (Orang) 305
;;iar'lsg e Masyarakat Khatam Quran (Orang) 3.000
berprestasi dan .
religius Persentase Pferungkatan Zakat dan 45
Infak Melalui BAZNAZ (%)
Bangkit Nilai Tukar Petani (Indeks) 101
Pertanian
(Meningkatnya | Nilai Tukar Nelayan (Indeks) 101.4
Kesejahteraan
Petani dan Nilai Tukar Pembudidaya lkan (Indeks) 99,95
Nelayan)
Bangkit Kontribusi sektor terhadap PDRB :
Perdagangan,
Industri, Perdagangan (%) 2.4
Koperasi dan
UMKM Industri Pengolahan (%) 24,34
terhadap PDRB
dan Investasi Jumlah Investor Penanaman Modal -3
(Meningkatnya | Asing (PMA)
kontribusi Nilai Realisasi dan Investasi 0,793 T
sektor Penanaman Modal Asing (PMA)
perdagangan,
industri Jumlah Investor Penanaman Modal 4
Pengolahan dan | Dalam Negeri (PMDN)
Investasi) Nilai Realisasi dan Investasi 0,710 T
Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN)
Bangkit Tenaga | Rasio Penduduk yang Bekerja (%) 96,18
Kerja Lokal
(Meningkatnya Persentase Tingkat Pengangguran 382
kesempatan Terbuka (%)
berusaha dan
kesempatan
kerja)
Bangkit Daya Persentase Pemanfaatan Inovasi 70
Saing Produk Unggulan Daerah (%)
Daerah dan
Pariwisata Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata 2400
(Meningkatnya (Orang)
Inovasi
Teknologi dan
Destinasi
Pariwisata)
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SASARAN INDIKATOR KINERJA 2021
STRATEGIS
1 2 3
10 | (Bangkit Persentase jalan kabupaten dalam 61,70
Infrastruktur kondisi baik { > 40 KM /Jam)} (%)
dan Persentase Dermaga dalam Kondisi 98,71
Pembangunan Baik (%)
Perdesaan) Cakupan Rumah Layak Huni (Rumah) 86,80
Meningkatnya
infrastruktur Persentase Penduduk Berakses Air 47
yvang baik, Minum (%)
merata, Cakupan Layanan Telekomunikasi (%) 83,23
berwawasan
lingkungan dan | Persentase irigasi kabupaten dalam 76
naiknya status | kondisi baik (%)
desa Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan 187
Tertinggal menjadi desa berkembang
(Desa)
11 | (Bangkit Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 64,04
Kualitas (IKLH) (%}
Lingkungan Persentase Menurunnya Indeks Resiko 6
Hidup) Bencana (%)
Meningkatnya
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup dan
Pengelolaan
Resiko Bencana
12 | (Bangkit Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai) CC (57,00)
gffg;‘g;gf; Maturitas SPIP (Level) 3
Meningkatnya |[Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B (84,22)
Reformasi (Nilai)
Birokrasi Nilai SAKIP (Nilai) B (63,00)
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan WTP
(Hasil Penilaian BPK)

Jumlah Perubahan APBD Tahun 2021, Rp. 2.628.748.942.329,00
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BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SEL ATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 149 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021, perlu ditetapkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan Dokumen
Perencanaan yang menjadi Pedoman Penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun
2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4181);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor E Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang . . .




T ——

LAMPIRAN f
LKjIP KABUFATEN BANYUASIN -

TAHUN 2022

2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Keuangan Daerah Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 — 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintaha_%
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2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

10.
1.1

L2

13.

14.

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Banyuasin.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Ilembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Program adalah penjabaran Kebijakan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi OPD.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik
yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau semua sumber daya tersebut
sebagai masukan atau input untuk menghasilkan keluaran
atau output dalam bentuk barang atau jasa.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu
program.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Rencana Pembangunan Tahunan, vang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-— OPD)
adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh
semua pelaku pembangunan dalam rangka mewujudkan visi
daerah.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil Pemerintah
Daerah untuk mencapai tujuan.

15. Musyawara‘%
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15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya
disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku
pembangunan dalam rangka menyusun Rencana
Pembangunan Daerah.

16. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yvang
selanjutnya disebut RAPBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi, dan Program Prioritas Nasional dalam RKP yang
memuat antara lain Agenda Pembangunan Daerah, Kerangka
Ekonomi Makro, Prioritas Program, Sasaran Pembangunan
Daerah dan Rencana Kerja serta Pelaksanaannya.

Pasal 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, merupakan :

a. pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2021;

b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Tahun 2021.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat Visi, Misi, Arah
Kebijakan Daerah yang akan digunakan sebagai landasan
penyusunan KUA dan PPAS dalam menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021.

BAB III
TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 5
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
sebagai penjabaran dari RPJMD, dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut :
persiapan penyusunan RKPD;
penyusunan rancangan awal RKPD;
pPenyusunan rancangan RKPD;
pelaksanaan musrenbang RKPD;
perumusan rancangan akhir RKPD; dan

nopo o

penetapan RKPD.

(1) RencanJ
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Pasal 6

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini dilaksanakan pada
Tahun 2021.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 3 u 2020

BUPATI UASIN,
\
H. LANI
Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 3 JULy’ 2020
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUASIN,

i

H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020
NOMOR 149
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Rencana Program dan Kegiatan

Kabupaten Banyuasin Tahun 2021dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Rencana Prakiraan Maju
No Program/Kegiatan Tahun 2021 Tahun 2022
Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
1 2 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

507,470,531,041.92

521,416,889,959.89

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Pendidikan

Program Pengelolaan
Pendidikan

215,014,881,256.00

184,649,960,000.00

Program Pengembangan
Kurikulum

2,330,000,000.00

Program Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

1,100,000,000.00

1,210,000,000.00

Program Pengendalian
Perizinan Pendidikan

365,000,000.00

401,500,000.00

Program Pengembangan
Bahasa dan Sastra

1,400,000,000.00

1,540,000,000.00

Urusan Pemerintahan Bidang
Kebudayaan

3,295,000,000.00

3,129,500,000.00

Program Pengembangan
Kebudayaan

1,360,000,000.00

1,496,000,000.00

Program Pengembangan
Kesenian Tradisional

450,000,000.00

495,000,000.00

Program Pembinaan Sejarah

310,000,000.00

341,000,000.00

Program Pelestarian Dan
Pengelolaan Cagar Budaya

1,175,000,000.00

1,292,500,000.00

Dinas Kesehatan

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

95,178,180,801.82

98,942,212,005.98

Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat

127,550,506,835.07

134,470,065,817.08

Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Kesehatan

725,000,000.00

797,500,000.00

Program Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan Dan Makanan
Minuman

407,779,000.00

448,556,900.00

Program Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan

360,000,000.00

396,000,000.00
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Rumah Sakit Umum Daerah

Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

20,125,684,072.80

17,661,090,447.57

Urusan Pilihan Bidang Kesehatan RSUD

Urusan Pemerintahan Wajib
Yang Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah Bidang
Kesehatan

Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan

12,828,023,611.17

26,293,142,742.00

Perorangan dan Upaya

Kesehatan Masyarakat

Program Pemberdayaan

Masyarakat 115,000,000.00 125,000,000.00

Bidang Kesehatan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Program  Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

14,688,935,926.45

15,052,270,780.30

Urusan Pemerintahan Wajib
Yang Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar

144,427,894,954.27

151,620,684,449.48

Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum

19,293,388,100.00

21,697,500,000.00

Program Pengembangan
Sistem dan Pengelolaan
Persampahan Regional

5,050,000,000.00

5,500,000,000.00

Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Drainase

3,550,000,000.00

4,015,000,000.00

Program Penataan Bangunan
Gedung

39,825,534,200.00

47,066,684,449.48

Program Pengembangan
Jasa Konstruksi

150,000,000.00

165,000,000.00

Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahandan Kawasan
Permukiman

62,640,000,000.00

Program Pengembangan
Perumahan

6,278,400,000.20

9,020,000,000.00

Program Peningkatan
Prasarana, Saran dan Utilitas
Umum (Psu)

1,609,886,250.00

1,760,000,000.00




e S

LAMPIRAN
LKJIP KABUFATEN BANYUASIN
TAHUN 2022
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Penunjang Urusan 13,028,878,391.85 12,508,627,143.44
Pemerintahan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum dan 318,977,321,163.00 350,875,053,279.30
Penataan Ruang
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air(Sda) 14,841,750,000.00 16,325,925,000.00
Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem 660,000,000.00 726,000,000.00
Drainase
frogram  Penyelenggaraan | 302 360,817,000.00 332,596,898,700.00
Program Penyelenggaraan
Penataan 1,114,754,163.00 1,226,229,579.30
Ruang
6. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
Program Penungjang Urusan
Pemerintah 4,905,055,125.40 5,196,791,603.54
Daerah
Program  Penanggulangan 2,510,301,083.46 2,808,726,891.81
Kebakaran
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Penungjang Urusan

Pemerintah 3,709,352,615.40 4,029,156,430.79
Daerah

Program Penguatan Ideoogi

Pancasiladan Karakter 1,120,000,000.00 1,232,000,000.00
Kebangsaan

Program Peningkatan Peran
Parpol danLembaga
Pendidikan Melalui

Do can Melall 1,097,000,000.00 1,206,700,000.00
Pengembangan Etika Serta

Budaya Politik

Program Pemberdayaan dan 705,000,000.00 775.500,000.00

Pengawasan Ormas

Program Pembinaan dan
Pengembangan Ketahanan 330,000,000.00 363,000,000.00
Ekonomi, Sosial dan Budaya

Program Peningkatan
Keawaspadaan Nasional dan
Peningkatan Kualitas dan
Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial

1,740,000,000.00 1,914,000,000.00
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8. Satuan Polisi Pamong Praja
Program . Penunjang 12,317,019,302.82 14,049,572,198.24
Urusan Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan
Ketenteraman dan Ketertiban 1,107,830,292.00 1,274,004,835.80
Umum
Program Penunjang Urusan 6,601,526,544.16 21,961,841,957.74
Pemerintahan Daerah
g;‘g’;” Pemerintahan Bidang 3,473,000,000.00 23,295,000,000.00
Grogram Pemberdayaan 405,000,000.00 2,200,000,000.00
Program Penanganan Warga
Negara Migran Korban Tindak 55,000,000.00 250,000,000.00
Kekerasan
Program Rehabilitasi Sosial 863,000,000.00 5,995,000,000.00
Program Perlindungan dan
Jaminan 690,000,000.00 7,730,000,000.00
Sosial
Program Penanganan 1,080,000,000.00 5,170,000,000.00
Bencana
Program Pengelolaan
Taman Makam 380,000,000.00 1,950,000,000.00
Pahlawan

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program . Penunjang 10,844,314,061.68 11,928,745,467.85
Urusan Pemerintahan Daerah
Program Pelatihan Kerja dan 900,000,000.00 990,000,000.00
Produktivitas Tenaga Kerja
Program ~  Penempatan 795,000,000.00 874,500,000.00
Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial 410,000,000.00 451,000,000.00
Program Perencanaan 800,000,000.00 880,000,000.00
Kawasan Transmigrasi
Pencadangan Tanah Untuk
Kawasan 800,000,000.00 880,000,000.00
Transmigrasi
Program Pembangunan
Kawasan 933,378,649.00 1,026,716,513.90
Transmigrasi
Program Pengembangan 5,252,000,000.00 5,777,200,000.00
Kawasan Transmigrasi

10. | Dinas Ketahanan Pangan

Program  Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

4,834,201,808.12

4,984,013,640.72

Urusan Pemerintahan Bidang
Pangan

4,838,603,180.62

9,741,427,862.36

Program Pengelolaan
Sumber Daya Ekonomi Untuk
Kedaulatan dan

Kemandirian Pangan

2,991,610,230.62

6,581,542,507.36
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Program Peningkatan
Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat

1,293,142,100.00

2,550,649,420.00

Program Penanganan 198,014,650.00 217,816,115.00
Kerawanan Pangan
Program Pengawasan

Keamanan Pangan

355,836,200.00

391,419,820.00

11.

Dinas Lingkungan Hidup

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

10,305,959,110.90

11,572,466,705.44

Program Pengendalian
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup

500,000,000.00

2,500,000,000.00

Program Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
(Kehati)

100,000,000.00

1,593,417,000.00

Program Pengendalian
Bahan Berbahayadan
Beracun (B3) dan Limbah
Bahan Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3)

200,000,000.00

800,000,000.00

Program Pembinaan dan
Pengawasan Terhadap Izin
Lingkungan dan Izin
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Pplh)

200,000,000.00

800,000,000.00

Program Pengakuan
Keberadaan Masyarakat
Hukum Adat (Mha), Kearifan
Lokal dan Hak Mha Yang
Terkait Dengan Pplh

100,000,000.00

400,000,000.00

Program Peningkatan
Pendidikan, Pelatihan dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat

100,000,000.00

400,000,000.00

Program Penghargaan
Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat

50,000,000.00

200,000,000.00

Program Penanganan
Pengaduan
Lingkungan Hidup

100,000,000.00

400,000,000.00

Program Pengelolaan
Persampahan

4,000,000,000.00

2,374,529,058.23

12.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

13,706,394,337.19

14,192,533,665.19

Urusan Pemerintahan Bidang
Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Program Pendaftaran
Penduduk

175,364,200.00

175,364,200.00
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Program Pencatatan Sipil 533,543,650.00

533,543,650.00

Program Pengelolaan

Informasi Administrasi 1,650,063,460.00 1,945,863,460.00
Kependudukan

Program Pengelolaan Profil

Kependudukan 97,336,030.00

13. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 8,939,128,609.15 13,211,047,103.53
Urusan Pemerintahan Bidang

Pemberdayaan Masyarakat 159,251,155,000.00 175,176,270,500.00
dan Desa

Program Penataan Desa 151,375,000,000.00 166,512,500,000.00
Program Peningkatan 426,085,000.00 468,693,500.00
Kerjasama Desa

Program Administrasi 5,340,600,000.00 5,874,660,000.00
Pemerintahan Desa

Program Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan, 2,109,470,000.00 2,320,417,000.00

Lembaga Adat, dan
Masyarakat Hukum Adat

14. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 7,400,937,003.86 9,600,386,303.96

Urusan Pemerintahan Wajib
Yang Tidak Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Perempuan 2,296,000,000.00 1,266,650,000.00
dan Perlindungan Anak

Program Pengarus Utamaan

Gender dan Pemberdayaan 1,680,000,000.00 781,000,000.00
Perempuan
Program Perlindungan 396,000,000.00 286,000,000.00
Perempuan

Program Peningkatan

. 143,000,000.00 114,950,000.00
Kualitas Keluarga

Program Pengelolaan Sistem
Data 44,000,000.00 48,400,000.00
Gender dan Anak

Program Pemenuhan Hak

Anak (PHA) 33,000,000.00 36,300,000.00
Urusan Pemerintahan Bidang

Pengendalian Penduduk dan 9,544,616,464.00 10,153,664,400.00
Keluarga Berencana

Program Pengendalian 580,500,000.00 643,000,000.00
Penduduk

Program Pembinaan Keluarga 7,863,800,000.00 8,331,180,000.00
Berencana (KB) ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ :
Program Pemberdayaan dan

Peningkatan Keluarga 1,100,316,464.00 1,179,484,400.00

Sejahtera (KS)
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15.

Dinas Perhubungan

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

8,671,071,546.30

10,280,263,195.33

Program Penyelenggaraan
Lalu Lintasdan Angkutan
Jalan ( Llaj )

12,291,141,700.00

18,974,318,152.40

Program Pengelolaan
Pelayaran

5,895,316,600.00

1,833,650,000.00

16.

Dinas Komunikasi dan Informatika

Program  Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

13,701,602,051.53

13,396,708,984.89

Program Aplikasi Informatika

2,919,125,000.00

4,807,737,000.00

Program Penyelenggaraan
Statistik
Sektoral

1,069,640,000.00

866,595,000.00

Urusan Pemerintahan
Bidang Persandian

Program Penyelenggaraan
Persandian Untuk
Pengamanan Informasi

671,550,000.00

466,152,500.00

17.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

10,712,974,478.05

14,915,748,840.00

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Program Pelayanan |zin
Usaha Simpan Pinjam

100,000,000.00

0.00

Program Pengawasan an
Pdemeriksaan Koperasi

125,000,000.00

350,000,000.00

Program Penilaian

Kesehatan KSP/USP 100,000,000.00 0.00
Koperasi

Prqgram Pendldlkaq dan 75.000,000.00 0.00
Latihan Perkoperasian

Program Pemberdayaan 50,000,000.00 0.00

dan Perlindungan Koperasi

Program Pemberdayaan
Usaha Menengah, Usaha
Kecil, dan Usaha Mikro
(Umkm)

450,000,000.00

1,100,000,000.00

Program Pengembangan
Umkm

100,000,000.00

250,000,000.00

Urusan Pemerintahan
Bidang Perdagangan

Program Perizinan dan
Pendaftaran Perusahaan

1,305,000,000.00

750,000,000.00

Program Peningkatan
Sarana Distribusi
Perdagangan

340,000,000.00

2,600,000,000.00

Program Stabilisasi Harga
Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting

600,000,000.00

440,000,000.00
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Program Pengembangan
Ekspor

350,000,000.00

1,600,000,000.00

Program Standardisasi
dan Perlindungan Konsumen

195,000,000.00

950,000,000.00

Program Penggunaan dan
Pemasaran Produk Dalam
Negeri

230,000,000.00

400,000,000.00

Urusan Pemerintahan
Bidang Perindustrian

Program Perencanaan dan
Pembangunan Industri

4,345,000,000.00

2,800,000,000.00

Program Pengendalian Izin

Usaha Industri 225,000,000.00 0.00
Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Sistem 100,000,000.00 0.00

Informasilndustri Nasional

18.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Program Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah

6,522,616,513.45

6,826,054,474.26

Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program Pengembangan
Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan

900,000,000.00

605,000,000.00

Program Pengembangan
Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan

1,500,000,000.00

1,567,500,000.00

Program Pengembangan
Kapasitas Kepramukaan

600,000,000.00

660,000,000.00

Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata

Program Peningkatan Daya
Tarik Destinasi Pariwisata

1,275,000,000.00

1,402,500,000.00

Program Pengembangan
Ekonomi Kreatif Melalui
Pemanfaatan dan
Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual

50,000,000.00

55,000,000.00

Program Pengembangan
Sumber Daya Pariwisatadan
Ekonomi Kreatif

300,000,000.00

330,000,000.00

19.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

7,481,122,437.85

8,229,234,681.64

Urusan Pemerintahan Bidang
Perpustakaan

5,588,000,000.00

6,146,800,000.00

Program Pembinaan
Perpustakaan

5,288,000,000.00

3,094,300,000.00

Program Pelestarian Koleksi
Nasional dan Naskah Kuno

300,000,000.00

330,000,000.00

Urusan Pemerintahan Bidang
Kearsipan

1,670,000,000.00

1,837,000,000.00
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Program Pengelolaan Arsip

910,000,000.00

1,001,000,000.00

Program Perijinan
Penggunaan Arsip

110,000,000.00

121,000,000.00

20.

Dinas Perikanan

Program  Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

6,253,662,910.58

6,380,712,068.34

Program  Pengelolaan
Perikanan Tangkap

1,057,211,700.00

705,822,285.00

Program Pengelolaan
Perikanan Budidaya

5,926,000,000.00

1,329,300,000.00

Program Pengawasan
SumberdayaKelautan dan
Perikanan

390,000,000.00

409,500,000.00

Program Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan

293,325,000.00

307,991,250.00

21.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Urusan Pemerintahan Bidang
Pertanian

Program Penyediaan dan
Pengembangan Sarana
Pertanian

1,174,307,200.00

1,275,000,000.00

Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana
Pertanian

25,980,000,000.00

23,967,000,000.00

Program  Pengendalian
dan Penanggulangan
Bencana Pertanian

985,000,000.00

90,000,000.00

Program Penyuluhan
Pertanian

5,670,000,000.00

22.

Dinas Perkebunan dan Peternakan

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

9,019,930,738.15

5,614,783,230.50

Program Penyediaan dan
Pengembangan Sarana
Pertanian

3,981,498,150.00

2,485,000,000.00

Program Penyediaan dan
Pengembangan
Prasarana Pertanian

1,615,217,195.00

1,250,000,000.00

Program Pengendalian
Kesehatan Hewandan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner

755,203,000.00

680,000,000.00

Program  Pengendalian
dan Penanggulangan
Bencana Pertanian

486,103,000.00

330,000,000.00
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23. | Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan 81,607,006,741.00 88,753,184,706.78
Pemerintah Daerah
Program Pemerintahan dan 18,288,890,000.00 20,117,779,000.00
Kesejahteraan Rakyat
Program Perekonomian dan 7,700,128,891.00 8,470,141,780.10
Pembangunan
Program Administrasi Umum 27,134,504,200.00 29,847,954,620.00
24, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Penunjang 29,817,011,684.70 33,048,174,098.47
Urusan
Pemerintahan Daerah
Sekretariat DPRD
Program Layanan dan 34,429,640,359.55 34,121,689,488.30
Administrasi Keuangan
Program Dukungan 85,284,992,114.50 100,338,917,584.00
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi DPRD
25. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Program Penunjang 7,469,315,912.70 8,328,181,810.52
Urusan Pemerintahan Daerah
Program Penanaman Modal 1,325,500,000.00 1,157,000,000.00
Program Promosi 652,300,000.00 720,000,000.00
Penanaman Modal
Program Pelayanan 233,200,000.00 -
Penanaman Modal
Program Pengendalian 176,000,000.00 301,000,000.00
Pelaksanaan Penanaman
Modal
Program Pengelolaan Data 110,000,000.00 136,000,000.00
dan Sistem Informasi
Penanaman Modal
Program Pengembangan 154,000,000.00 200,000,000.00
Iklim Penanaman Modal
26. Inspektorat
Program Penunjang Urusan 8,102,838,188.25 9,249,594,646.71
Pemerintahan Daerah
Program Penyelenggaraan 2,433,987,000.00 2,677,385,700.00
Pengawasan
Program Perumusan 339,250,000.00 108,328,396.00
Kebijakan, Pendampingan
dan Asistensi
27. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

17,423,253,476.65

18,461,285,411.59
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Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan

Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

1,713,895,000.00

1,885,284,500.00

Program Perencanaan

Perekonomian dan Sumber 515,790,000.00 567,369,000.00
Daya Alam

Program Perencanaan

Pemerintahan dan 650,667,697.00 715,734,466.70

Pembangunan Manusia

Program Perencanaan
Infrastrukturdan Kewilayahan

712,168,130.00

783,384,943.00

Penelitian dan 2,392,100,000.00 2,631,310,000.00
Pengembangan
Program Penelitian dan

Pengembangan Daerah

2,392,100,000.00

2,631,310,000.00

28. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan
Keuangan
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan 21,395,374,104.93 31,534,895,846.62
Daerah
Program Pengelolaan 6,214,096,624.65 8,959,080,000.00
Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang 1,501,784,570.00 2,863,970,000.00
Milik Daerah ’ ’ ’ ) ’ ’ ’ )
28. Badan Pendapatan Daerah
Program Penunjang Urusan 19,880,287,762.65 20,224,832,584.72
Pemerintahan Daerah
Program Pengelolaan 11,739,003,483.00 10,045,846,180.00
Pendapatan Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Penunjangan
Urusan Pemerintahan Daerah

6,043,961,574.75

4,106,545,800.00

Program Pengembangan

Sumber Daya Manusia

1,520,000,000.00

5,092,049,200.00
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BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

Menimbang : a.
b.
c.
Mengingat =
2.
3.

TAHUN 2018 — 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan
pencapaian sasaran dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan
program dan kegiatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten
Banyuasin, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan
berupa Indikator Kinerja Utama;

bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama Lingkungan Instansi Pemerintah,
perlu menetapkan Kinerja Utama Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
2018-2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Indikator Kinerja Utama.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4181);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang&._’




_Fr

LAMPIRAN
LKjIP KABUFATEN BANYUASIN
TAHUN 2022

2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratifi kepada Pejabat
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5943);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 80;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/S/M.PAN/S5 /2007 tentang Pedoman Urmum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instasi
Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayvagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instasi Pemerintah
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

14. Peraturan K
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14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,” dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jabbgka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2009 Nomor 26);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063) sebagaimana telah
diubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembahasan atas Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN
2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

o

Daerah adalah Kabupaten Banyuasin.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Bupati adalah Bupati Banyuasin.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Banyuasin.

Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuasin.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin.

8. Pejaba(
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pecngcmbangan adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Banyuasin.

Organisasi Perangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat OPD
adalah Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Kabupaten Banyuasin.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyuasin.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk kurun waktu
S5 (lima) tahun.

Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai
tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan pemerintah
Kabupaten Banyvuasin sebagai penjabaran dari visi, misi, dan
strategi pemerintah Kabupaten Banyuasin, vang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya
membandingkan tingkat kinerja yvang dicapai dengan standar
rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja
vang telah ditetapkan.

Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan
pengamatan terhadap perkembangan kinerja, pelaksanaan
kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil
rengukuran kinerja, identifikasi dan analisis serta antisipasi
masalah wyang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat
diambil tindakan sedini mungkin.

Tujuan adalah suatu yvang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata
oleh OPD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, daiam
kurun waktu yvang lebih pendek dari tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten
Banyuasin atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan
oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran
sebagian atau seluruhnya dari APBD dan atau APBN.

18. Kegiatan (
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18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa OPD scbagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang
berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai
masukan atau input untuk menghasilkan keluaran atau
output dalam bentuk barang atau jasa.

19. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa vang dihasilkan

oleh kegiatan yvang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

20. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yvang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program mengacll pada sasaran strategis dan tujuan yang
telah ditetapkan.

21. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU
(Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB I1
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2018-2023, adalah :

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah selama 5 (lima) tahun menyelenggarakan manajemen
kinerja secara baik;

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.

Pasal 3
Setiap OPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Banyuasin wajib

menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis di
lingkungan masing-masing.

Pasalc{
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Pasal 4
Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, untuk menectapkan
rencana kinerja tahunan, menyvampaikan rencana kerja dan
anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023.

b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, merupakan acuan
ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing OPD dan
unit kerja mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
PEMILIHAN, PENGEMBANGAN, DAN PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

Bupati menetapkan Indikator Kinerja Utama RPJMD untuk
Pemerintah Kabupaten dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
serta unit kerja mandiri dibawahnya.

Pasal 6

(1) Indikator Kinerja Utama OPD di lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Banyuasin harus selaras antar tingkatan unit
organisasi.

(2) Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Indikator
Kinerja Keluaran (Oufput) dan Indikator Kinerja Hasil
(Outcome), dengan tatanan sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama pada tingkat Pemerintah
Kabupaten Banyuasin sekurang-kurangnyva adalah
indikator hasil (Outcome) sesuai dengan kewenangan,
tugas dan fungsi;

b. Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat
Eselon II/Satuan Kerja/OPD/Unit Kerja Mandiri di
lingkungan Kabupaten Banyuasin sekurang-kurangnyva
adalah indikator keluaran (Output).

Pasal {
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Pasal 7

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD dan
Renstra OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin
melibatkan pemangku kepentingan {(Stakeholders) dari
Pemerintah Daerah dan OPD yang bersangkutan.

Pasal 8

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus
memenuhi Karakteristik Indikator Kinerja yvang SMART C, guna
pengukuran kinerja unit organisasi vang bersangkutan yvaitu :

Specific (tidak bermakna ganda);

Measurable (dapat diukur dengan jelas);
Achievable (dapat dicapai);

Relevant (sesuai);

Time Bond (memiliki batas waktu pencapaian);
Continously Improve (selalu disempurnakan).

MmO a0 T

Pasal 9

(1) Pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama wajib
menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan,
keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi
kinerja yang handal.

(2) Dalam hal indikator kinerja utama ini menimbulkan dampak
negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan,
Pimpinan unit organisasi diatasnya agar ditentukan
pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran pengembangan
dan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin, ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 10

Indikator Kinerja Utarmma RPJMD digunakan untuk :

a. Perencanaan Jangka Menengah;

b. Perencanaan Tahunan;

c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;

d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;

e. Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin;

f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksana program
dan kegiatan

g. Ukuran Keberhasilan Sasaran Strategis Organisasi Perangkat

Daerah.

Pasalg
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Pasal 11

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten Banyuasin melaksanakan analisis dan
evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator
Kinerja Utama, dan melengkapi informasi yvang dihasilkan
dalam pengukuran kinerja untuk digunakan dalam perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

(2) Analisis dan Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan secara berkala dan sederhana dengan
meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan
maupun informasi lainnya.

BAB V
PEMBINAAN DAN KOORDINASI
Pasal 13

Bupati Banyuasin, melakukan :

a. Pembinaan dan pengembangan dalam penetapan Indikator
Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin;

b. Koordinasi untuk mengintegrasikan sistem pengukuran
kinerja dengan sistemn administrasi pemerintahan yang
lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Pasal 14

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Banyuasin melakukan koordinasi dan
pemantauan dalam pengembangan dan penectapan indikator
kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

BAB (
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 20 usee 2019

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 26 Muourtek 2019

Pi.SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019
NOMOR 4
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

MISI Menin, Sumberdaya Banyussin yang berdaya saing tnggl melslui pendidikan dan keschatan yang berkualitas
TUJUAN Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAB DATA
1 Bangkit 1 Angka Rata-rata Lama Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, Tahun Dinas Laporan
Pendidikan sekolah kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Pendidikan Tahunan
{Meningkatnya
Kualitas
Pendidikan) 3 Harapan Lama Sckolah . = Tahun Dinas Laporan
Hig = FKx 3 Pendidikan Tahunan
(i
=
Dimana
HLSf = Harapan Lama Sckolah pada umur a di tahun t
Ef jumlah Penduduk Usia | yang bersekolah pada tahun ©
Bt umlah Penduduk Usia i pada tahun t
i Usia (a,a + 1, ......, m)
FK  =Faktor Korcksi Pesantren
3 Angla Putus Sckolah Dinas
(DO) Pendidilean dasar Pendidilean
SD / MI % Jumlah Capatan Kinerja APS 3D /MI se Kabupaten dan Kota 100 0%
Jumlah Seluruh 50/ Mise Kabupaten dan Kota o 17
SMP/ MTS (%) Jumlah Capaian Kinerja APS SMP{MTSse Kabupatendan Kota O
Jumlah Seluruh SMP MTS se Kabupaten dan Kota SIS
r) Rata-rata Nila Ujian Dinas
(USBN/UN) Pendidikan
SD / MI Juwmlah Nilai Rata — rata Mata Pelajaran USEN SD]M1 %
Jumizh Mata Pelajoran USEN SD/M1
SMP/ MTS Jumlah Nilai Rata — rata Mata Pelajaran UN SMP{MTS %
Jumiah Mata Pelajaran UN SMP/MTS
PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAB DATA
2  Bangkit 5 Angka Usia Harapan Angka peridraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada Tahun Dinas Laporan
Kesehatan Hidup perubahan pola mortalitas menurut umur Kesehatan Tahunan
_ T 3 Angka Kematian Bayi AKB = _ S 100 [Rasio/ Dinas Laporan
Drcsajar {AKB) per 1000 Rtk Shony 1.000 Keschatan Tahunan
keschatan dan kelahiran hidup - i kelahiran
Kecukupan Gizi nuane. : e Hidup)
Sy AKB =D0-< 1thELahir Hidupx 1000
Dimana:
DO-=1th = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun
tertentu.
ELahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.
T Angka Kematian ibu per | fumlah (bu Hamil yang karena hamil, bersalin [Rasio/ Dinas Laporan
100.000 kelahiran dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun 100,000 Kesehatan Tahunan
- - ] x 100.000
hiduip Jumlah Kelahiran Hidup di wilayah tersebut dan pada Kelahiran
kurun waktu yang sama Hidup)
B Perscntase Penurunan Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan diselesaikan 1004 B Dinas Laporan
Penyandang Disabilitas Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan RN Keschatan Tahunan
Miskin dan Rentan
9 Tencapaian skor Dola PP = _-Angla Kecukupan Energl (K] ___ 1 aone % Dinas Laporan
Pangan Harapan (PPH) Babat Masing-mazing Kelampsk Pangan Ketahanan Tabricirs
Pangan
TUJUAN Menin, dan di Banyuasin
PENANGGUNG SUMEBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAR DATA
3 Bangkt 10 Anghka Kriminlitas ‘K= T Tindak al Fai 1 — Tk Tgak vl faham -1 ™ Sat POL PP, Laporan
Ketentraman, T I e (o Pamadam Tahunan
Ketertiban Kebakaran dan
Unottan, dan Penyelamatan
Perfindingan T1 Perscntase Penurunan | umlah Pelanggaran PERDA Tanunn — 1) — jumlah Pelanggaran perda tabums - 775 Sat PUL PP, Laporan
Masyarakat) Pelanggaran Perda Jumiah Pelanggaran PERDA tahun n — 1 Pamadam Tahunan
Menurunnya Kebakaran dan
T Penyelamatan
PENANGGUNG | SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAB DATA
4 (Bangkit 12 Angka Partisipasi Jumlah Pemilith —— % Badan Laporan
Demokrasi) Pemilu Jumlah Pemilih yang terdafrar Penanggualngan | Tahunan
Meningkatnya Bencana,
kesadaran Keabangpol
idayarakit
dalam
berdemokrasi
MIST Menm Kei Dan Ki
Masyarakat Dengan Nilai-Nilai Ker | Ket n Serta Kreativitas Schingsa Mampu Berpretasi Gemilang
TUJUAN Mewnjudkan Masyarakat Berprestasi dan Religins

Wmms_______——-——
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SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN = JRWGfJ;JNG S%I:Efk

5 (Bangkit 13 Persentase Atlet Jumlah Atlet yang berprestasi 1009 % Dinas Laporan
Prestasi dan berprestasi Total jumiah Atlet yang dikirim Kepemudaar, Tahunan
Keimanan Olahraga dan
Masyarakat) — — . Pariwisata

; y st S
Meningkatnya 14 Persentase .Prﬂlrum Juml ungg.n:(r eni y.an? uzr'pre.\' .us.'i < 100% I.]m” ’l.a'pm'ﬂn
Masyarakat Bidang Seni dan Total jumlah Sanggar Seni yang dikirim Kepemudaan, Tahunan
yang Budaya OLa._hra;:a dan
berprestasi dan " Parlmisata
I 15  Generasi muda Hafiz Jumlah Masyarakat yang Hafiz Quran pada tahun perencanaan Orang Sckretariat Laporan
religius Al-Quran [Orang) Daerah Tahunan
16 Masyarakat Khatam Jumlah Masyarakat yang khatam Quran {(Wisudawan BKPRMI) Orang Sekretariat Laporan
Quran {Drang) Dasriih Tahunan
17 Persentase Peningkatan | Persentase Peningkatan Zakat melalui BAZDA % Sckretariat Laporan
Zakat Melalui BAZDA Daersh Tahunan
MISI Meningleatiean Nilai Tambah Sumberdaya Alam, Sumberdaya Ekonomi MenujuBanyuasin Yang Sejahtera
TUJUAN Meningkatnya Kescjahteraan Perekonomian
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR saruay | EENARCOUNG || SUNRER

6 Bangkit 18  Nilai Tukar Petani NTP = [eks yang dierlma potanl (6] noce % Dinas Pertanian | Laporan
Petaalan, Indeks yang dibayar (5] Tahunan
(Meningkatnya | 19 Nilai Tukar Nelayan NTN = Mmdeks yang dicerima nelayar , 4 o qq, % Dinas Laporan
Keacjaliteraan Indeics yang dibayar nelayan Dt i Tebtian
Petani dan 30 Nilai Tukar NTPI = Proke yng dterima Ty e % Dinas Laporan
Nelayan Pembudidaya Ian Indets yang dibayar pembudidaya lkan Pt Taimaa

7  Bangkit 21 Kontribusi sektor Dinas Perdakop | Laporan
Perdagangan, terhadap PDRB dan UKM Tahunan
Industri , Perdagangan, Jumlah Kontribus: PURE dart sektor perdagangean 100% o Laporan

. x b,
Koperasi dan Jumlah PDRE Tahunan
UMEKM Industri Pengolahan Jumlah Kontribusi PDRE dari sektor indusiri 100% Y Laporan

x
terhadap PDRE Jumich PORR Tahunan
{Meningkatnya | 22  Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional PMA Perusahaan | Dinas PM dan Laporan
kontribusi Asing (PMA) PTSP Tahunan
sektor 23 Jumlsh Nilai PMA Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA Perusahaan | Dinas PM dan Laporan
perdagangan, PTSP Tahunan
industri 24 Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional PMDN Dinas PM dan Laporan
Pengolahan dan Dalam Negeri (FMDN) PTSP Tahunan
25  Jumlah Nilai PMDN Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Dinas PM dan Laporan
PTSP Tahunan
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN o JAWGf];jNG S?;:?fk

8 Bangkit Tenaga | 26 Rasio penduduk yang P, duk yang bekerja o0 % Dinas Tenaga Laporan
Kerja Lokal bekerja Angkatan Kerja~ 100% Ketja dan Tahunan
(Meningkatnya 1
kesempatan 27 Tingkat Pengangguran Jumlah Pengang gur Terbuka Usia Angkatan Kerja + 100% % Dinas Tenaga Laporan
berusaha dan Terbuka Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Keja dan Talis
Tstriban Transmigrasi
lcerja)

G DBangkit Daya | 28 Persentase Pemanfaatan JumlIah Tnavast Dasrak yang Menang Lomba - % Bappeda Laporan
Saing Produk: Inovasi Unggulan Jumlah [novasi Daerah yang dilaksanakan Litbang Fahlmian
Daerah dan Daerah.

Pariwisata

(Meninghkatnya 29  Peningkatan Jumlah Orang Dinas Laporan
Inovasi Kunjungan Wisata Jumlah Pengunjung Destinasi Wisata Andalan Tahun n Kepemudaan, Tahunan
Teknologi dan Olahraga dan

Destinasi Pariwisata

Pariwisata)

10 (Bangkit 30 Perscntasc Jalan Panjang Jalat: Nasional dalam Kondisl mantap oo % Dinas PU TR Laporan
Infrastruktur) kabupaten dalam Panjang seluruh jalan Nasional di daerah tersebut Tahunan
Meningkatnya kondisi mantap
infrastrulctur
yas Uik, 31  Persentase Dermaga Juemlal Dermaga dalem Kond (st Mantap - [ Dinas Laporan
merata dan Dalasa Kosndisi Manlags Jumlah tetal dermaga sampai tahun n Fealulugean Tahunan
;;;qungan ‘dan 32 Cakupan Rumah Layak Tumlah Seluruh Rumah Layak Huni di suatu %% Disperkimtan Laporan
Aty St Huni wilayak kerja pada kurun waku erlentu_ | o o S
i Tomilak vk df smdrwilapah fega. -~ 00y

can) pada kurun waktu tertentu

33 Persentase Penduduk FENUnuK DeTORSES M M 100 k) Disperkimtan Laporan
Bovahecs Al Miman Tumlah Penduduk 20K Takunan

34 Cakupan Layanan Luas Wilayah yang tercoverege A Dinas Laporan
Telekomumnikasi Luas Wilayah Keseluruhan Komunikasi dan | Tahunan

Informatika

35 Perscntase irigasi Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondist Baik 25 5% Dinas PU TR Laporan
kabupaten dalam Luas Irigasi Kabupaten #2006 Tahunan
kondisi baik

36 Jumlah Desa Sangat [ETEn i3 ] 00% % Dinas Laporan
Tertinggal dan TUMGAN T6IG1 BER M KABLPATE SEny LA Pemberdayaan | Tahunan
Tertinggal menjadi desa Maysrakat dan
berkembang esa
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PENANGGUNG SUMBER
SASARAN INDIKATOR RUMUS CARA MENGUKUR SATUAN JAWAR DATA
11 [Bangkit 37  Indeks Kualitas TPA+IFT +ITH % Dinas Laporan
Kualitas Lingkungan Hidup 3 Linglungan Tahunan
Lingkungan {IKLH) Hidup
Hidup) ]ZP-& = Indeks Pencemaran Air Sungai
= ndeks Pencemaran Udara
i":g':]ﬂ‘:;:ﬂ lT‘H = Indeks Tutupan Lahan
Linghungan 3%  Menurunnya Indeks Potensi Kemungkinan Korban dan dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana % Badan Laporan
Hidup dan Reaikn Bencana Penanggungan Tahunan
Pengelolaan Bencana,
Resiko Bencana Kezhangpol
12 Bangkit 39 Indeks Reformasi a. Pengukuran dibagi ke dalam dua komponen, yaitn komponen pengunghit Nilai Sekretariat Laporan
Reformasi Birokrasi dan hasil. Komponen pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh Daeah Tahunan
Birokrasi) upaya perbaikan tata kelola pemerintah yang dlia]cukan oleh pikak mtcrna]
Meningkatnya instansi pemerintah agar mampu memberik ng berl
Reformasi efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN. K.nmpnnen hasil adalah
Birokrasi pengukuran terhadap kapasitas dan akuntahilitas, integristas (beraih dan
bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan; dan
b. Bobot Pengukuran diberikan 60% untuk Komponen Pengungkit dan 400
untuk Komponen Hasil. Unsur yang diukur dalam komponen Pengonghkit
adalah sebagai berikut: Unsur vang diukur sebagai berikut:dalam
Komponen Hasil adalah Metode pengukuran/penilaian adalah dengan self
asgessment (penilaian mandiri) yang di i melalui
obaervasi langsung, pengumpulan bukti- bukti pendukung, survey internal
dan eksternal.
40 Tingkat Maturitas SPIP Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP atau Tingkat Kematangan Lewvel Sekretariat Laporan
Penyel Siatem P dalian Intermn Py intah dalam mencapai Tujuan Daeah Tahunan
Pengendalian Intern sesuai FF Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
41 Indeks Kepuasan IKM = w, Nilal Penimbang Nilai Sekretariat Laporan
Magevaralkat [IKM] AL e Tetal Urckur yaang levisi Daeah Tahunan
. i . _ Jumiah Bobot 1 _
Bobot Nilai rata — rata tertimbang = m e 0,071
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100
maka hasil penilaian teraebur diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan
rumug sebagai berilut : IKM Unit Pelayanan x 25
Nilai Nilai Nilai Interval Mum Kinerja Unit
Persepsi Interval IKM | Kontroversi IKM | Pelayanan Pelayanan
1 100-175 | 25-4375 D Tidak Baik
2 1,76 - 2,50 43,76 - 62,50 c Kurang
Bail
3 2,51-2.25 6251 -81.25 B Baik
4 3,26 - 4,00 8126 - 100,00 A Sangat Baik
SASARAN INDIEATOR l RUMLUS CARA MENGUKUR SATUAN
42 Nilai SAKIP Penilaian terhardap Sistem Akuntabilitas Kinerja Nila Sekretariat Laporan
| Daerah, Tahunan
Inspekiorat dan
‘ Bappeda |
Lithang
a3 Opini BPK terhadap | Pemnilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keusngan daerah Hasil Badan | Laporan
Laporan Keuangan Peniladan Pengelolaan | Tahunan
[ | BPK Keuangan
| | | Daerah
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Bupati Banyuasin H Askolani,SH.,MH , Kepala Daerah Visioner asal Provin
Sumatera Selatan mendapat penghargaan Best In Local Community
Development, Pada malam Inagurasi Indonesia Visiniory Leader 2021

%

PIAGAM
Mamor 19731/ MO0 00/X 112021

DIBERIKAN KEPADA

A | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Banyuasin 4

v
Program Tran: Inklusi Susial
Kategori Video an Kabupaten/Kota

Penghargaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin tentang Pemenang Lomba
Cerita Dampak Program Transformasi Perpustakaan

Berbasis Inklusi Sosial Kategori Video.

Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin Peringkat Pertama
sebagai Laporan Data Keuangan dan Kinerja Penyaluran DAK Fi
Dana Desa terbaik Tahun anggaran 2021
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MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Merberikan:

PENGHARGAAN
Kepata:

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
atas prestasinya dalam:
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

dengan Predikat Nilai

R

Jakarta, 22 April 2021
Menteri
Pendayugunian Aparatur Negars
dan Reformasi Birkesi

Tinhin Kemoio

Penghargaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin tentang Akuntabilitas
Kinerja Tahun 2021

Penghargaan Pemerintah Kabupaten Eﬁari'y'uésin"téﬁtéﬁgSebéi‘g,éi
Kabupaten tercepat dalam pembentukan tim pendamping keluarga

Kr N ® .
PIAGAM PENGHARGAAN

diberiban Fepada:
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Banyuasin
TERBAIK
Pengelolaan DAK Fisik Tahun 2021 Kabupaten Banyuasin
W untuk Pagu Diatas1o Milyar

gan)

Sekayu 16 Desember 1031
g e seemnat |

Penghargaan Pengelolaan DAK Fisik Tahun 2021 Kabupaten Banyuasin
untuk Pagu diatas 10 Milyar.
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Penghargaan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin.

Penghargaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai Pembina Program
Kampung Iklim Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021

ghargaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin atas
litasi ger g ji © nan KB MKJP dengan
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o —
ks TERHA
Lan PENGHARGAAI L y

,EILB.IFi":I‘ WABUPATEN /| KOTA LOKUS
TAHUN 2020

Penghargaan terhadap Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota

Lokus Stunting Tahun 2020

ﬁ'enghargaan atas prest'a.éi yang memn}b:i dan komitmen serta Jkeperni:'mp'il:lannya dalam
mengerakan Program Pembag Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk
terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Penduduk Tumbuh Seimbang.

Penghargaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai Kabupaten
Penerima Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 Kategori Pratama.
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